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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja
sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan. Melalui Sasaran Strategis,
”Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral”, Asisten Deputi Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral, membantu tugas Deputi Bidang Kemaritiman dalam
memberikan dukungan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada
Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden
selaku Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor
25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet.

LKj Tahun 2019 menyajikan informasi tentang pencapaian Indikator
Kerja Utama Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah
diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019. Keberhasilan dan tantangan
dalam pencapaian Indikator Kerja Utama dipaparkan sebagai bagian evaluasi
untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya,
kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi
masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Masukan dari berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan LK
ini, terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi Asisten
Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan di lingkungan Depulti
Bidang Kemaritiman maupun Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Amin.

Jakarta, Maret 2020

Plt. Asisten Deputi Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral

b

Banyu Alam Badru, S.H.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, sebagai kewajiban untuk melaporkan secara berjenjang
kepada pimpinan secara hierarki.

Capaian sasaran kinerja “Terwujudnya Rancangan Rekomendasi
Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral”,
diukur melalui indikator “Persentase Rancangan Rekomendasi yang disetujui’
oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan membandingkan antara target pada
Penetapan Kinerja dengan realisasi yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretaris Kabinet. Oufput terdiri dari Rancangan Rekomendasi Atas Rencana
Penyelenggaraan Pemerintahan; Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas
Permohonan lIzin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU; serta Rancangan
Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang
Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden; di bidang energi dan sumber daya
mineral.

Capaian output Rancangan Rekomendasi di bidang energi dan
sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sejumlah
318 Rancangan Rekomendasi (100%), yang disampaikan kepada Deputi Bidang
Kemaritiman/Sekretaris Kabinet/Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah
terkait, maupun Presiden.

Pencapaian Sasaran Strategis  “Terwujudnya Rancangan
Rekomendasi yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral’, telah
menyerap anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk
Tahun 2019 berjumlah Rp 2.700.779.402,- dari pagu anggaran sebesar Rp.
2.750.000.000,- atau sebesar 98,21%.



Meskipun Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah
menunjukkan berbagai capaian, namun masih terdapat kendala yang dihadapi,
yaitu belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama
dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholders lain di luar
pemerintahan.

Dalam rangka mengatasi kendala, Sekretariat Kabinet telah
mengembangkan teknologi informasi E-Government yang salah satunya adalah
Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Pengembangan SITAP
tersebut selaras dengan dikeluarkannya Inpres 7 tahun 2017 tentang
Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat
Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Berdasarkan Perseskab Nomor
1 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pedoman Persiapan,
Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, SITAP dijadikan sebagai
alat untuk memantau tindak lanjut seluruh arahan Presiden pada rapat terbatas,
sidang kabinet, kunjungan kerja atau pertemuan lainnya yang dihadiri oleh
Presiden, oleh kementerian/lembaga terkait.

Meskipun sudah berjalan dan diterapkan, namun dalam pelaksanaan
penggunaan SITAP masih belum optimal dari pihak Sekretariat Kabinet maupun
dari pihak Kementerian Koordinator. Selain itu fitur yang ada di dalam SITAP juga
masih terus dikembangkan agar dapat menunjang kebutuhan kerja masing-

masing unit kerja.
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LATAR BELAKANG

manat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah  (SAKIP), bahwa kewajiban instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan
kegiatan yang diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi sesuai
target kinerja yang ditetapkan, yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja
(LKj) yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya, dalam penyusunannya
didasarkan pada rencana strategis yang telah ada, diikuti dengan
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan
kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja dan kemudian disampaikan secara
berjenjang kepada Pimpinan.

Deputi Bidang Kemaritiman merupakan unit kerja Eselon | di
lingkungan Sekretariat Kabinet, memiliki kewajiban mengawal pencapaian
visi dan misi Presiden dan pembangunan nasional, untuk membantu
Sekretaris  Kabinet melaksanakan  manajemen  kabinet dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet
(Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Kabinet, guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang
kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman dibantu oleh Asisten Deputi
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.



B.1.

GAMBARAN ORGANISASI ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep
Bidang Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas
dan fungsi berikut.
Tugas dan Fungsi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Tugas Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan
tugas penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin
prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan
atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan
analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,
serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap

perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral.

Fungsi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral,
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral;

b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral;

c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah energi
dan sumber daya mineral;

d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi
rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan
sumber daya mineral;



e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan di bidang energi dan sumber daya mineral

f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap
perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;

g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi
Bidang Kemaritiman; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang
Kemaritiman.

B.2. Struktur Organisasi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
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Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang

Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh 3 (tiga) Bidang sebagai
berikut:

B.2.a)

B.2.b)

Bidang Minyak dan Gas

Bidang Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan
dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin
prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan
atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan
analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan,
yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,
serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap
perkembangan umum di bidang minyak dan gas.

Bidang Minyak dan Gas terdiri dari :
a) Subbidang Hulu Minyak dan Gas; dan
b) Subbidang Hilir Minyak dan Gas.

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan
dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan, pengawasan
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan
atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan
perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang
kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan
penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang
geologi, mineral, dan batubara.



B.2.c)

B.2.d)

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara terdiri dari :
a) Subbidang Geologi; dan
b) Subbidang Mineral dan Batubara.

Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan
analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan
pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas
substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis
dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta
pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap
perkembangan umum di bidang energi baru dan terbarukan, dan
ketenagalistrikan.

Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan terdiri dari :
a) Subbidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
b) Subbidang Ketenagalistrikan.

Tugas dan Fungsi Bidang Fasilitasi Operasional

Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran,
pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan
data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan
pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian
dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi
Bidang Kemaritiman.
Bidang Fasilitasi Operasional terdiri dari :
a. Subbidang Program dan Anggaran; dan

b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.



B.3. Kekuatan Sumber Daya Manusia Asdep Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral

Sumber Daya Manusia pada Asdep Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral saat ini berjumlah 23 orang, yang terdiri dari 12 orang yang
menduduki jabatan struktural, dan 11 orang lainnya adalah staf/pegawai
dengan jabatan sebagai Analis dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Namun
untuk saat ini Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak
mempunyai Pejabat Eselon Il definitif dikarenakan telah pensiun per 1
Desember 2018. Data jabatan dan komposisi kepangkatan sebagaimana
pada diagram di bawah:

Gambar 1.2. Gambar 1.3.
Proporsi Jumlah Pegawai Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan
Berdasarkan Jabatan Pangkat/Golongan
. 2 (9%)
4 (17%) 2 (9%)
4 4 3%
17% 9
(17% (17%) 2 (9%)
7 (30%) 6 (26%)
7
8
(30%)
(36%) m Gol IV/b  Gol IV/a
® Kabid = Kasubbid Gol ll/d = Gollli/c
H Analis ® Pramubakti m Gol lll/a = Non Gol/PTT

Sementara itu, apabila dilihat dari latar belakang strata jenjang
pendidikan, dapat dirinci: S-2 (7 orang), S-1 (15 orang), dan SLTA (1
orang). Sedangkan dilihat dari status kepegawaian, bahwa 19 orang
merupakan pegawai negeri sipil (PNS), dan 4 orang berstatus pegawai tidak
tetap (PTT). Data seperti pada gambar diagram berikut:



CA.

Gambar 1.4. Gambar 1.5.

Proporsi Jumlah Pegawai Proporsi Jumlah Pegawai
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin
1

(5%)

15
(65%)

M Laki-laki ®m Perempuan

GAMBARAN ASPEK STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) ASDEP
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Setiap organisasi selalu meningkatkan eksistensinya untuk
memenuhi tuntutan lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga
organisasi berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan,
memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks, oleh
karena itu sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis mengenai
lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan
lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang
merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat
organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan
yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis Lingkungan Organisasi

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang

dijelaskan sebagai berikut:

C.1.a) Kekuatan Organisasi (Strengths)

Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai




kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional

dan handal, yaitu:

a.

b.

Visi dan misi organisasi yang jelas;

Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang jelas dalam melaksanakan
manajemen kabinet, sehingga Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka
memberikan analisis kebijakan kepada Presiden;

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan
visi dan misi organisasi;

SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan
pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;

Terbukanya kesempatan mengikuti Diklat/Seminar/Workshop yang
ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri
maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan
SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral,

C.1.b) Kelemahan Organisasi (Weaknesses)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Bidang Energi

dan Sumber Daya Mineral perlu mewaspadai kelemahan yang ada dalam

organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut

adalah sebagai berikut:

a.

Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan
program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral belum

dimanfaatkan secara optimal;
Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholders terkait;

Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang

kurang optimal.

Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi

Asdep Bidang energi dan sumber daya mineral;

Sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum terpenubhi
sesuai kebutuhan;



f.

g.

Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi

kegiatan organisasi belum terintegrasi;

Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

C.1.c) Peluang Organisasi (Opportunities)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang

memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk

menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan
lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat;

Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan
dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap

instansi pemerintah;

Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik
(good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;

Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat
dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan
publik;

Dukungan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak,
baik instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,
dan dunia usaha.

Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja

Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

C.1.d) Tantangan Organisasi (Threats)

Setiap organisasi pasti menghadapi tantangan perubahan

lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu Organisasi, terutama

apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi

tersebut adalah:
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C.2.

a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi
Pemerintah;
b. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran;
Praktek KKN yang masih berlangsung;
Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
yang belum berimbang dan belum objektif.
Strategi Organisasi
Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asdep Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral menerapkan strategi untuk mendukung

tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya
Manusia (SDM).;

2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan stakeholders terkait;

3. Mendukung penyempurnaan Standar Opersional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Kedeputian Kemaritiman dan Asdep Bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral secara konsisten dan menyeluruh;

4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis
TIK di Lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan
sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;dan

6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Asdep Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk mencapai tujuan terwujudnya rekomendasi yang
berkualitas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dipantau melalui
pengukuran indikator kinerja. Dalam memonitoring capaian kinerja dari level
Eselon | sampai Eselon IV saat ini Asdep Deputi Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral juga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu
(SIKT). Dengan aplikasi tersebut, capaian output dan oufcome dari level
Eselon | hingga eselon IV dimonitoring setiap triwulan dan dilaporkan

kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Hal ini dapat
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terlihat dalam gambar 1.2., bahwa pada tahun 2019 besaran capaian output
dan outcome Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
berada pada angka 100%.

Gambar 1.6.

Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral Tahun 2019

Dashboard Capailan Kinerja
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SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asdep Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral Tahun 2019, sebagai berikut.

Bab | Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Asdep Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral serta penjabaran maksud dan tujuan
penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019.

Bab Il Perencanaan Kinerja Tahun 2019 Asdep Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan

target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2019.

Bab Il Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja
dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran
strategis untuk Tahun 2015 - 2019.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Tahun 2019 dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan
kinerja di masa datang.
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S8ab 2
PERENCANAAN KINERJA TAWUN 2019

GAMBARAN PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019
erencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan
(@/program yang ditetapkan dalam rencana stratejik instansi
pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tahunan. Penyusunan
rencana kinerja merupakan komitmen bagi instansi, berupa dokumen yang
memuat sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Penetapan sasaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun 2019 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada
sasaran strategis tersebut dengan rumusan yang terukur dan spesifik,
dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan
anggaran dan sumber daya manusia serta kemungkinan adanya kendala
yang dihadapi. Mengacu pada sasaran Deputi Bidang Kemaritiman,
sasaran strategis Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
mempresentasikan tugas dan fungsinya (tusi) yaitu perumusan rencana
kebijakan dan program pemerintah, dan pengamatan, pemantauan,
evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sesuai dengan Renstra Tahun 2015-2019, Asdep Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan yaitu
dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang energi dan sumber
daya mineral melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan, serta mengacu pada hasil oufput yang

diharapkan sesuai nomenklaturnya.

PENETAPAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN DAN SUMBER
DAYA MINERAL 2019

Penetapan Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang
berisikan penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan dan indikator

kinerja untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanahkan, yang
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didukung anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2019. Sasaran
Program/Kegiatan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu
“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas Di
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral”, dan “Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi
Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kematritiman”.

Namun demikian, pencapaian sasaran tersebut, pada dasarnya
merupakan kepanjangan dari upaya untuk mewujudkan Nawa Cita
sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,
khususnya membangun dan memajukan bidang energi dan sumber daya
mineral, Presiden antara lain memprioritaskan pembangunan pembangkit
listrik 35.000 MW dan membangun kilang minyak dan pipa gas baru
sebagai program prioritas nasional.

Perencanaan Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral dalam mendukung suksesnya pencapaian Program Prioritas
Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, tersebut disusun
sebagaimana pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan
instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung
jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Perjanjian kinerja
berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang
akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan
kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang
akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Dengan adanya perjanjian kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi

dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang
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dicapai serta membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk

mengetahui capaian kinerjanya.

Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,

yang telah disepakati bersama, untuk mewujudkan capaian kinerja yang
telah diamanahkan, yang disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan

anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2019.

Adapun tujuan dari disusunnya PK Asdep Bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral Tahun 2019, sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja pejabat/pegawai untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan
pada Tahun 2019;

b. Menciptakan tolok ukur kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun 2019, sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan di
masa yang akan datang;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian

tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun 2019 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
PERJANJIAN KINERJA

Satuan Organisasi : Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun - 2019
Sasaran i
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1 (2) 3)
1 Terwujudnya Rancangan 1. Persentase rancangan re_komenda_si .atas rencana dan 100%
Rekomendasi yang penybelen%garaan _pemtlarmtahand.dl :)lqa.ng Ier;]erng da?
- g . sumber daya mineral yang disetujui ole eputi
Berkualitas di Bidang Energi Bidang Kemaritiman
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Sasaran

DAYA MINERAL TAHUN 2019

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3
dan Sumber Daya Mineral 2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas 100%
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang energi dan
sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi
Bidang Kemaritiman
. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi 100%
sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral
yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman
2. | Meningkatnya Kualitas Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja B (78,06)
Pengelolaan Program dan Deputi Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan oleh
Anggaran, Akuntabilitas Inspektorat Sekretariat Kabinet
Kinerja, serta Reformasi
Birokrasi di lingk D i n
B:L%nr;T(ler:'l:i?ir::r?an eputi Persenta_se pellaksanaan pr?gram dan a'nggaran di 100 %
Kedeputian Bidang Kemaritiman seseuai ketentuan
yang berlaku
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan

sebuah organisasi dalam mencapai

ditetapkan, dengan kriteria (Perpres Nomor 29 tahun 2014):

a. spesifik (spesific);

dapat terukur (measurable),

dapat dicapai (attainable);

b
c
d. berjangka waktu tertentu (fime bound); dan
e

dapat dipantau dan dikumpulkan (frackable).

tujuan atau target yang telah

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, Asdep Bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral menyusun dan menetapkan indikator dan target yang

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja Tahun

2019, sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Uraian IKU Alasan
Strategis
1. Terwujudnya Persentase IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asdep ESDM dalam
Rancangan rancangan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas
Rekomendasi rekomendasi atas | terkait perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan
Kebijakan yang rencana dan | program pemerintah; penyiapan pendapat atau pandangan
Berkualitas di penyelenggaraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan
Bidang Energi pemerintahan  di | pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan
dan Sumber bidang Energi dan | pemantauan, pengamatan, serta penyerapan pandangan
Daya Mineral Sumber Daya | terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber
Mineral yang | daya mineral.
g'::ltll:i’u' Bidoal:; Disetujui berarti:
Kemaritiman Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon
memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asdep ESDM
dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang energi dan sumber daya mineral dengan mengajukan
kepada Sekretariat Kabinet.
Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan
Terkait rencana dan penyelenggaraan
Pemerintahan di bidang energi dan sumber
Daya mineral yang disetujui oleh Deputi
Bidang Kemaritiman
X100 %
Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan
Terkait rencana dan penyelenggaraan
Pemerintahan di bidang energi dan sumber
Daya mineral yang disampaikan oleh Asdep
ESDM kepada Deputi Bidang Kemaritiman
. Persentase IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asdep ESDM dalam
rancangan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas
rekomendasi terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa
persetujuan atas | dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
permohonan izin | (RPUU) di bidang energi dan sumber daya mineral.
prakarsa dan . it N
substansi Disetujui berarti:
rancangan Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon
peraturan memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asdep ESDM
perundang- . | terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa
undangan di

bidang energi dan

dan substansi RPUU, dengan mengajuikan kepada Sekretaris
Kabinet.

dipimpin dan/atau

sumber daya
mineral yang | Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
glesetu‘jul . gleh Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan
puti Bidang . = -
Kemaritiman Terkait persetujuan atas permohonan izin
Prakarsa dan substan RPUU di bidang energi
Dan sumber daya mineral yang disetujui oleh
Deputi Bidang Kemaritiman
X100 %
Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan
Terkait persetujuan atas permohonan izin
Prakarsa dan substan RPUU di bidang energi
Dan sumber daya mineral yang disampaikan oleh
Asdep ESDM kepada Deputi Bidang Kemaritiman
. Persentase IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asdep ESDM dalam
rancangan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas
rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang
terkait materi | dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
sidang kabinet, | Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral.
rapat atau . L .
pertemuan yang | Disetujui berarti:

Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon
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dihadiri oleh | memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asdep ESDM |
Presiden dan/atau | terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang
Wakil Presiden di | dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
bidang energi dan | Presiden, dengan mengajuikan kepada Sekretaris Kabinet.

sumber daya

mineral yang Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:
disetujui _oleh | jumiah rancangan rekomendasi kebijakan

Deputi  Bidang | Terkait materi sidang kabinet, rapat atau

Kemaritiman

pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh
Deputi Bidang Kemaritiman
X100 %

Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan

Terkait materi sidang kabinet, rapat atau

pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang

energi dan sumber daya mineral yang disampaikan oleh
Asdep ESDM kepada Deputi Bidang Kemaritiman

Perhitungan capaian Indikator Utama yang selanjutnya disebut
outcome didasarkan pada manual indikator kinerja Kedeputian Bidang
Kemaritiman, yaitu “Menyetujui/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak
lain/merespon/memanfaatkan”, hal tersebut dimaknai bahwa Deputi Bidang
Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan
yang diajukan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan
memberikan disposisi lebih lanjut atau dengan mengajukan kepada
Sekretaris Kabinet. Perhitungan capaian untuk masing-masing [KU
menggunakan rumus sebagai berikut:

Dan sumber daya mineral yang disetajol ieh-

Deputi Bidang Kemaritiman
x 100%

Jumlah rancangan rekomendasi di bidang energi
Dan sumber daya mineral yang disampaikan kepada
Deputi Bidang Kemaritiman

Guna pelaksanaan target kinerja tersebut, Asisten Deputi Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tahun 2019 mendapatkan
dukungan anggaran total Rp. 2.750.000.000
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DA1.

D.2.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI MANAJEMAN KINERJA

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asdep Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mendukung visi dan misi Deputi Bidang
Kemaritiman serta Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan
pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019,

Adapun visi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
“Menjadi Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang
profesional dan andal dalam mendukung Deputi Bidang Kemaritiman di
bidang energi dan sumber daya mineral.” Visi dimaksud diharapkan mampu
mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan
kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan
pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai
berikut: “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Deputi Bidang
Kemaritiman dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) di bidang energi dan sumber
daya mineral’”.

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi
panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di unit kerja Asdep Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pengembangan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting di
era modern saat ini, baik sektor pemerintahan maupun swasta. Dalam
sektor pemerintahan, dengan adanya teknologi informasi, sangat
memudahkan dalam melakukan komunikasi dan akses informasi dengan
cepat dan mudah sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja suatu

organisasi. Dalam hal informasi Sekretariat Kabinet memiliki peran yang
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E.1.

strategis yaitu terkait dengan informasi kebijakan pemerintah yang
disampaikan oleh Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet
Paripurna, Rapat Terbatas, atau Pertemuan lainnya sebagai Arahan
Presiden. Peran Sekretariat Kabinet adalah melakukan monitoring,
evaluasi, dan debottlenecking.
Guna mendukung pelaksanaan dan tugas tersebut, dilakukan
pengembangan aplikasi antara lain :
a. SIPT (sistem Informasi Persuratan Terpadu)
Aplikasi persuratan berbasis internet yang real time, pengembangan
aplikasi ini memudahkan pengajuan berkas secara berjenjang sehingga
dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Aplikasi ini juga
mendorong pelaksanaan e-government di lingkungan Sekretariat
Kabinet.
b. SITAP (Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden)
Aplikasi berbasis intranet yang dimanfaatkan oleh Sekretariat Kabinet
untuk digitalisasi Arahan dan Janji Presiden saat Sidang Kabinet, Rapat
Terbatas, atau Pertemuan lainnya. SITAP juga digunakan untuk
melakukan monitoring tindak lanjut Arahan dan Janji Presiden yang diisi
oleh Kementerian Koordinator.
Dengan dikembangkannya aplikasi SIPT, Asdep Bidang Energi

dan Sumber Daya Mineral tidak perlu lagi menghitung secara manual.

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Guna meningkatkan capacity building, Asdep Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti
beberapa Diklat, Bimtek, maupun Workshop, yaitu :
Diklat Struktural

Pada tahun 2019, ada 2 (dua) orang pegawai pada Asdep
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengikuti Pelatihan Dasar
CPNS Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 dan 1 orang Diklatpim
Tk. IV. 2 orang tersebut semuanya dinyatakan lulus Pelatihan Dasar CPNS
dengan baik. Diklat tersebut menghasilkan 2 macam proyek aktualisasi
sebagai berikut:
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Infografis Perpres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan
Taman Bumi (Geopark) Dalam Rangka Mendukung Implementasi
Kebijakan Bidang Geologi oleh Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, S.H.
Pembuatan Database Bidang Minyak dan Gas di Sekretariat Kabinet
oleh Ghina Zahra Putri, S.H.

Diklatpim Tk. IV selama 3 bulan oleh Aqif Mahendra, S.E. di BDPKN
BPK Yogyakarta.

E.2. Diklat Teknis dan Fungsional Dalam Negeri

Guna meningkatkan capacity building, Asdep Bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral mengikutsertakan pajabat/pegawai pada beberapa

Workshop/Seminar dan Forum Group Discussion (FGD) pada tahun 2019,

sebagai berikut:

1k

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada tanggal 23
s.d. 24 Februari 2019, di Bogor;

FGD tentang Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Geopark

pada tanggal 4 Maret 2019, di Bandung;

Pelatihan /T Infrastructure, tanggal 11 - 13 April 2019, di Bandung;
FGD Alternatif Lahan Strategis Proyek Grass Root Refinery, tanggal 24
April 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta;

FGD tentang konektivitas Bandar Udara Yogyakarta International
Airport (YIA) dengan kawasan perkotaan dan Kawasan Strategis
Nasional (KSPN) tanggal 20-21 Juni 2019 di Yogyakarta,

Pelatihan Tata Cara Sistem Pengelolaan Penggunaan Anggaran
Negara, pada tanggal 14 s.d. 16 Agustus 2019, di Lembaga
Pelatihan Lutar, Jakarta;

Pelatihan Basic Counseling Batch /I, pada tanggal 29 Agustus s.d. 2
September 2019, di Hotel Sparks Luxe, Jakarta

FGD tentang Kajian Strategis “Penajaman Konsep Masterplan
Percepatan Pembangunan Perekonomian Kewilayahan Provinsi Jawa

Tengah tanggal 22-23 September 2019 di Semarang;
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E.3.

9. FGD tentang Penyiapan Master Plan Percepatan Pembangunan
Wilayah Provinsi Jawa Tengah tanggal 25-26 September 2019, di
Semarang;

10. FGD tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri, tanggal 20 November 2019, di Bogor;

Kegiatan Worksop/Seminar/FGD/Konferensi di Luar Negeri

Penugasan ke luar negeri, pejabat dan pegawai Asdep Bidang

Energi dan Sumber Daya Mineral, bertujuan untuk meningkatkan kualitas

analisis substansi rekomendasi kebijakan dan perumusan kebijakan

nasional maupun implementasi kebijakan yang disepakati dalam perjanjian
internasional, yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, serta

dalam rangka perumusan kebijakan maupun menambah wawasan SDM di

bidang energi dan sumber daya mineral menghadiri kegiatan pada tahun

2019 sebagai berikut:

1. Pelatihan Leadership and Management Training yang diselenggarakan
oleh Corporate Coach Group, pada tanggal 9-14 September 2019, di
Manchester, United Kingdom,;

2. Delegasi Rl pada Santiago Climate Change Conference tanggal 30
November — 9 Desember 2019 di Santiago Chile.
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SBat 3

AA1.

CAPAIAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TAHUN 2019

- — apaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja melalui
/ - proses vyang sistematis, dimulai dengan mengumpulkan,
L~ menganalisis untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu
instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya,
dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang
diharapkan, diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja ditetapkan guna mengukur keberhasilan
pencapaian semua indikator yang ditetapkan sesuai dengan yang
diinginkan atas suatu program/kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat
menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan, melalui analisis keterkaitan
capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien,
membandingkan antara realisasi dengan target tahun bersangkutan. LK]
harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan
agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih
luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlunya menganalisis tentang
pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan dijabarkan ke dalam
analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Adapun
kategori capaian kinerja dapat didasarkan pada skala ordinal, oleh
karenanya perlu ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet.

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015 - 2019

Jumlah capaian Tahun 2015 - 2019, yang berupa rancangan
rekomendasi yang disampaikan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral kepada Deputi Bidang Kemaritiman/Sekretaris Kabinet, berupa
memo keluar, surat keluar Deputi, Surat keluar Sekretariat Kabinet, briefing
sheet, bahan sidang kabinet/rapat terbatas, maupun bahan pidato/butir

wicara Presiden yang berasal dari Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
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Mineral, dapat berupa penanganan berkas masuk atau penugasan (ftop
down) maupun yang bersifat inisiatif (bottom up), baik yang menggunakan
anggaran maupun tidak menggunakan anggaran (ATK index pegawai).

Adapun rincian capaian output dan outcome sasaran kinerja
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sesuai
Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana gambar
berikut:
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Terlihat dalam gambar 3.1. pada tahun 2019 capaian Asdep
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada masing-masing indikator
mencapai 100%. Berarti pada tahun 2019, seluruh rekomendasi kebijakan
yang disampaikan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
kepada Deputi Bidang Kemaritiman telah disetujui atau mendapatkan
arahan lebih lanjut, maka capaian Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral tahun 2019 sesuai target 100%.
Pada tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral telah menyampaikan 318 berkas rekomendasi kebijakan,
dengan rincian sebagai berikut :
1. 189 berkas rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
2. 11 berkas rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan
substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral,
3. 41 berkas rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
di bidang energi dan sumber daya mineral;
4. 77 dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta
reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman.

60% merupakan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Rekomendasi-
rekomendasi tersebut sebagian besar terkait dengan dengan percepatan
pembangunan kilang minyak, percepatan program kendaraan bermotor
listrik (KBL), percepatan pelaksanaan pembangunan PLTSa. Asisten Deputi
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara aktif terus menerus
melakukan monitoring, evaluasi dan debofttlenecking bagi pembangunan
yang menjadi program prioritas nasional.

Berikut perbandingan jumlah output dan outcome di Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 :
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Penyelesaian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan
substansi rancangan PUU, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral telah memproses 2 Rancangan Peraturan Presiden dan telah
ditetapkan oleh Presiden menjadi Peraturan Presiden, seperti pada tabel

berikut:

Tabel 3.2.
Peraturan Presiden (Perpres) Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Telah Ditetapkan
Presiden Tahun 2019

No No Perpres/Tentang Tanggal Penetapan
(Pengundangan)
1. | Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ditetapkan : di Jakarta, 25 Januari 2019

Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Diundangkan : di Jakarta, 31 Januari 2019

2. | Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana | Ditetapkan  : di Jakarta, 22 April 2019

Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Diundangkan : di Jakarta, 26 April 2019
Merkuri ' ’

Selain ketiga sasaran dan indikator tersebut diatas yang terkait
dengan substansi (core bisnis utama) Asdep Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral juga memiliki satu sasaran yang tertuang dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan
Anggaran, Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Kedeputian Bidang Kemaritiman” memiliki 2 (dua) Indikator Sasaran yakni:

1 Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang
Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet
dengan target nilai BB (78); dan

2 Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang
Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 100%.

Sasaran ini yang merupakan sasaran yang hanya ada pada unit
kerja yang memiliki Bidang Fasilitasi Operasional (FO) Kedeputian Substansi

Bidang FO telah menyusun Laporan Kinerja Asdep Bidang Sumber Energi

dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 dan Laporan Kinerja Deputi Bidang
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Kemaritiman Tahun 2018 dimana Tahun 2019 ini Laporan Kinerja tersebut
telah direviu oleh Inspektorat dan mendapatkan nilai SAKIP adalah 78,06
(BB). Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya Kedeputian Bidang
Kemaritiman telah memenuhi sebagian besar unsur pada komponen/sub
komponen evaluasi. Hal tersebut tidak lepas dari upaya-upaya perbaikan
yang telah dilakukan mulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja sampai dengan pelaporan kinerja.

Sedangkan untuk Pelaksanaan Program dan Anggaran sesuai
ketentuan yang berlaku dengan target 100% di tahun 2019 ini rata-rata
realisasi anggaran unit kerja di Kedeputian Bidang Kemaritiman sebesar
98,48%.

Pelaksanaan Program dan Anggaran diantaranya adalah
penyusunan RAB/POK dan KAK/ToR Tahun 2019 yang disusun sesuai pagu
alokasi yang diberikan Tahun 2019. Penyampaian rencana penarikan dana
dan rencana kegiatan/output bulan Tahun 2019. Penyampaian capaian
output/IKK Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral setiap bulan
dalam kurun waktu satu tahun sebagai bahan mengisi Emonev Bappenas
(PP39) serta pelaksanan pengelolaan anggaran (PPK, BPP dan SPK) guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di Kedeputian
Bidang Kemaritiman yang terkait dengan penyerapan anggaran Tahun 2019.

Capaian kinerja tersebut sangat didukung dan dipengaruhi oleh
upaya, komitmen dan semangat kerja yang dilakukan seluruh
pejabat/pegawai Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam
menjalankan tugas dan fungsi yang telah menjadi kewajibannya, antara lain

dengan:

a. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan K/L
terkait;

b. Mempedomani SOP yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan surat-
surat yang ditangani;

c. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian kinerja yang telah
dihasilkan setiap 3 (tiga) bulan;
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d. Mengembangkan Aplikasi untuk monitoring terkait batas waktu

penyelesaian surat masuk berdasarkan SOP (Warning System),

Meningkatkan kinerja ketatausahaan dalam pengarsipan dokumen,

dengan mengintegrasikan softcopy arsip dengan pencatatan agenda,

guna mendukung kinerja penyelesaian surat masuk.

Sedangkan untuk capaian pada tindak lanjut arahan Presiden,

Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menindaklanjuti

arahan Presiden pada 29 Rapat Terbatas/Sidang Kabinet/Pertemuan

Lainnya, dengan uraian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Uraian Capaian Tindak Lanjut Arahan Presiden Di Asdep Energi dan Sumber Daya

Mineral s.d. Tahun 2019

No.

Pertemuan

Tindak Lanjut

RAPAT TERBATAS

01 Februari 2016
Lanjutan Pembahasan Blok
Masela

. Deputi Bidang Kemaritiman dengan memorandum nomor:

M-215/Maritim/5/2016 tanggal 25 April 2016 kepada
Seskab melaporkan Permohonan Lembaga Intelektual
Maluku Barat Daya tentang Penetapan Lokasi Kilang Blok
Masela;

. Sekretaris  Kabinet dengan  surat nomor: B-

291/Seskab/Maritim/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 kepada
Menteri ESDM menyampaikan Pembangunan Biok Masela
di Darat;

. Deputi Bidang Kemarittiman dengan memo no: M-

553/Maritim/11/2016 tanggal 9 November 2016 kepada
Seskab menyampaikan naskah memo Seskab kepada
Presiden untuk melaporkan surat Menko Bidang
Kemaritiman dengan surat nomor: S-
96/Menko/Maritim/X/2016  kepada Presiden tentang
perkembangan Blok Masela.

. Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan rapat

klarifikasi dan evaluasi proses penyusunan peraturan
pelaksanaan PP 27/2017 pada tanggal 27 Maret 2017
dengan hasil: a. KPPIP perlu memfasilitasi KESDM dan
Kemenkeu guna membahas pengaturan mengenai
pertimbangan keekonomian proyek dalam pemberian
intensif; b. Target penyelesaian peraturan pelaksanaan
PP27/2017 oleh Kemenkeu selesai bulan April 2018; c.
Pemberian intensif daerah mengacu pada mekanisme yang
ada dalam UU 28/2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah; d. Lokasi Proyek Masela agar dipastikan masuk
dalam RZWP3K;

. Deputi Bidang Kemaritiman telah menyelenggarakan rapat

membahas peraturan pelaksanaan PP 27/2017 pada
tanggal 13 April 2018, dengan kesepakatan rapat
Kemenkeu akan merumuskan terkait insentif yang dapat
diberikan

[6. 20 Juli 2018, hasil koordinasi dengan Kemenkeu,

32




Rancangan PMK masih dalam tahap finalisasi.

RAPAT TERBATAS
20 Agustus 2016 . .
2. Percepatan Pembangunan dan pengembangan kilang minyak
Implementasi  Poros
Maritim
RAPAT TERBATAS . ) ,
22 Desember 2016 Pada bulan Agustus 2016 PT Pertamina dan National Iranian
3 Hasil Kunjungan | Oil Company telah menandatangani kesepahaman untuk
[ Presiden Ke India Dan | melakukan studi pendahuluan terhadap kedua lapangan
Iran minyak raksasa Iran tersebut.
1. Renegosiasi Kontrak antara PT Freeport Indonesia dengan
1R(¢ fnglgggaTAS Pemerintah Indonesia;
4, Pelal Kegiatan 2. Penandatanganan Head Of Agreement, Pemerintah
Usaha Mineral dan Batubara Indonesia (PT Inalum) dengan PTFI.
RAPAT TERBATAS
13 Januari 2017 ) > ]
5 Integrasi Penyaluran Subsidi | Integrasi penyaluran subsidi energi dengan Kartu Keluarga
' Energi dengan Program | Sejahtera (KKS)
Kartu Keluarga Sejahtera
5 RAPAT TERBATAS Implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016
: 24 Ja“G‘:“ i&l;dm tentang Penetapan Harga Gas Bumi
HargaGas u
RAPAT TERBATAS
16 Februari 2017 ) .
7 Evaluasi Pelaksanaan | Implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016
‘ Proyek Strategis Nasional | tentang Penetapan Harga Gas Bumi
dan Program Prioritas di
Provinsi Sumatera Utara
RAPAT TERBATAS
16 Februari 2017
8 Evaluasi Pelaksanaan | penyaluran dan penyambungan gas untuk rumah tangga dan
: mms Nasmg' industri kecil.
ram Prioritas di
Provinsi Kalimantan Timur
RAPAT TERBATAS
09 Maret 2017 .
9 Penghapusan Penggunaan | Penyusunan RPerpres Penghapusan Penggunaan Merkuri
' Merkuri pada Pertambangan | Pada Kegiatan Pertambangan
Rakyat/ Pertambangan
Emas Skala Kecil (PESK)
RAPAT TERBATAS 1. Pembangunan kilang mini LNG dan stasiun LNG-LNCG di
14 Maret 2017 Pulau Jawa yang tercantum dalam daftar PSN di Perpres
10 Evaluasi Pelaksanaan Nomor 3 Tahun 2016, telah dihapus dengan dikeluarkannya

Proyek Strategis Nasional
dan Program Prioritas di
Provinsi Jawa Tmur

Perpres 58 Tahun 2017;
2. Status terakhir sedang dalam proses pengkajian ulang
untuk menjadi LNG Hub ship-to-ship.
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RAPAT TERBATAS
22 Maret 2017

1. Renegosiasi Kontrak ar;tara PT Freeport Indonesia dengan
Pemerintah Indonesia;

1 Evaluasi Implementasi | 2. Penandatanganan Head Of Agreement, Pemerintah
‘ Hifirisasi Pertambangan Indonesia (PT Inalum) dengan PTFI;
Mineral dan Batubara 3. Upaya Renegosiasi Freeport dengan Pemerintah
Indonesia.
RAPAT TERBATAS
42 30 Mei 2017 Integrasi penyaluran subsidi energi dengan Kartu Keluarga
- | Anggaran Pendapatan | gejahtera (KKS)
Belanja Negara Perubahan
{APBNP) Tahun 2017
RAPAT TERBATAS
31 Mei 2017
13 Evaluasi Pelaksanaan | Pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
' Proyek Strategis Nasional | (PLTP) Hulu Lais 2x55 Megawatt (MW)
dan Program Prioritas di
Provinsi Bengkulu
PLTSa Suwung Bali menggunakan skema penugasan PT. PLN
(Persero) sebagai pengembang PLTSa. Saat ini PT. PLN
RAPAT TERBATAS (Persero) bersama anak perusahaannya PT. Indonesia Power
14 Juni 2017 sedang melakukan seleksi mitra untuk menjadi partner dalam
14 Evaluasi Pelaksanaan | pembangunan PLTSa Suwung Bali. Diharapkan Oktober 2019
' Proyek Strategis Nasional | sudah ada mitra terpilih. Pemerintah Provinsi akan
dan Program Prioritas di | mengkoordinasikan supply sampah dan biaya layanan
Provinsi Bal pengolahan sampah (Tipping Fee) kepada pemerintah
Kabupaten/Kota di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
(Sarbagita).
RAPAT TERBATAS
19 Juli 2017
S| Evalas Pelaksanaan | pemanfaatan gas alam di Teluk Bintuni untuk keperluan
- | Proyek Stategis Nasional | masyarakat Provinsi Papua
dan Program Prioitas di
Provinsi Papua
PERTEMUAN LAINNYA ] ) N .
16 23 Oktober 2017 Kerja sama antara Indonesia _dengaq Qatar dibidang minyak
’ Tindak Lanjut Kunjungan dan gas bumi (pembangunan kilang minyak)
Kerfa Emir Qatar
1. Penyediaan Jenis BBM Premium di Wilayah Jawa, Madura,
dan Bali melalui Perubahan Peraturan Presiden Nomor 191
RAPAT TERBATAS Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan
17 05 April 2018 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
: Persiapan Menghadapi Idul | 2. Telah terbit Perpres Nomor 43 Tahu 2018 tentang
Fitri 1439 H2018 M Perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak.
RAPAT TERBATAS N ) ]
18 20 Juli 2018 Pengujian lanjutan dampak B20 terhadap Nox dan partikulat
' Percepatan  Pelaksanaan | Yang akan dilakukan oleh GAIKINDO
RAPAT TERBATAS 1. Melakukan identifikasi BU BBM yang wajib melakukan
19. 31 Juli 2018 pencampuran;
Stated Kebiiakan | 2- Melakukan koordinasi dengan BU BBM terkait.
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Memperkuat  Cadangan
Devisa

RAPAT TERBATAS
29 November 2018

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi
pada tanggal 17 Desember 2018, yang dihadiri oleh Deputi
Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media

20. Percepatan  Pelaksanaan | Kementerian BUMN, Irjen Kementerian LHK, serta wakil dari
Divestasi PT Freeport | Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang
Indonesia Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan,

serta Kementerian Hukum dan HAM.
RAPAT TERBATAS ) .
21 Desember 2018 Penyediaan pangan, Bahan Bakar Minyak, transportasi,

21. Persiapan Natal dan Tahun | k6amanan, dan pelayanan kesehatan selama Natal Tahun

Baru 2018 dan Tahun Baru 2019
1. Adanya surat tanggapan dari Kementerian Keuangan dan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap
surat Sekretaris Negara terkait penyampaian paraf
'?:‘EAT TERBATAS sebagian pada naskah Rancangan Peraturan Presiden
CIVED 200 P tan Program Kendaraan Bermotor Listrik

22. Program 'gantang' Sleehawan 9 . ,
erbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk
genda:aarll__ trik transportasi jalan.

SImorgy =iet 2. Kementerian Perindustrian akan melakukan rapat internal
pembahasan tanggapan Kementerian ESDM yang jangka
waktu penggunaan TKDN minimum.

RAPAT TERBATAS Presiden telah menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR
23 Januari 2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal penunjukan Menteri ESDM,

23. RUU tentang Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, dan
Minyak dan Gas Menkumham,selaku wakil Pemerintah untuk membahas RUU
Bumi Migas.

1. Adanya surat tanggapan dari Kementerian Keuangan dan
RAPAT TERBATAS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap
6 Maret 2019 surat Sekretaris Negara terkait penyampaian paraf
Rencana Kerja sebagian pada naskah Rancangan Peraturan Presiden
Pemerintah Tahun tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik

24 2020, Kebijakan Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk
' Ekonomi Makro dan transportasi jalan.

Pokok-Pokok 2. Kementerian Perindustrian akan melakukan rapat internal
Kebijakan Fiskal pembahasan tanggapan Kementerian ESDM terkait jangka
Tahun Anggaran 2020 waktu penggunaan TKDN minimum.

Memperpanjang Joint Venture Development Agreement
RAPAT TERBATAS (JVDA) antara Indonesia dan Arab Saudi hingga bulan
18 April 2019 September 2019, dan bersepakat untuk :

25, Tindak Lanjut 1. Masing-masing menugaskan valuatornya untuk memilih
Kunjungan Presiden valuator ketiga dan menerima hasilnya;
ke Arab Saudi 2. Mengesahkan hasil valuasi pada September 2019, agar

kerjasama kilang Cilacap segera dimulai.
RAPAT TERBATAS i _ o i
22 April 2019 Tidak ada kenaikan harga BBM Subsidi sampai dengan bulan
26. | Ketersediaan Juni 2019.
Anggaran dan Pagu
Indikatif Tahun 2020
27, RAPAT TERBATAS Perkembangan Energi Terbarukan (s.d.semester | Tahun
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8 Juli 2019

Arahan Presiden dan
Pemaparan Menteri
PPN/Kepala Bappenas

2019):

1. 75 (tujuh puluh lima) kontrak Energi Baru dan Terbarukan
telah ditandatangani sejak tahun 2017 s.d. Semester |
2019;

2. Kontrak-kontrak tersebut terdiri dari :

a. 50 Kontrak PLTMH — Kapasitas 287,8 MW

b. 6 Kontrak PLTS - Kapasitas 45 MW

¢. 6 Kontrak PLTBM (Bio Massa) Kapasitas 42,4 MW

d. 6 Kontrak PLTBG (Bio Gas) Kapasitas 10,8 MW

e. 5 Kontrak PLT Hidro Kapasitas 1.104 MW

f. 1 Kontrak PLTPB (Panas Bumi) 86 MW

g. 1 Kontrak PLTSa 5 MW,

3.Total kapasitas pembangkit yang telah memliki kontrak
hingga semester | tahun 2019 adalah sebesar 1.581 MW,

4. Bauran energi primer pembangkit listrik EBT adalah sebesar
12,71%;

5. a. Kapasitas terpasang pembangkit Panas Bumi adalah
sebesar 1.948,3 MW

b. Kapasitas terpasang pembangkit PLTS, PLTB, PLTM,
PLTMH adalah sebesar 659,6 MW

c. Kapasitas terpasang pembangkit PLT Bioenergi adalah
sebesar 1.882,8 MW

Per September 2019, Update pembangunan PLTSa di 5

Prov/Kota:

1. Kota Surabaya: telah mendapatkan Legal Opinion dari
Kejaksaan Agung melalui Surat No. B-133/A/Gph.1/
09/2019 tanggal 30 September 2019 tanggal 30 September
2019. Intinya, keterlambatan pencapaian COD bukan
keadaan force majeur tetapi dikategorikan sebagai hardship
yaitu alasan pembenar, karena terlambatnya pencapaian
COD berada diluar kekuasaan, sehingga PT SO tidak
dikenai denda penalti, dan perlu mendapatkan persetujuan

RAPAT TERBATAS Menteri ESDM.
16 Juli 2019 2. Kota Solo: Pengembangan tahap pertama dengan
Perkembangan kapasitas 5 MW tanpa
28 Pembangunan BLPS. Tahap amandemen Perjanjian Kerja Sama antara
Pembangekit Listrik Pemkot Surakarta dan PT Solo Citra MPP dan PJBL antara
(PLTSa) 3.  Prov. DKI Jakarta: PT Jakarta Solusi Lestari telah
menyampaikan draft
Perjanjian Jual Beli Listrik kepada PLN untuk direview
4, Kota Bekasi: Telah dilakukan uji komisioning untuk
pembangkit kapasitas 1,5 namun tidak menghasilkan listrik.
PT Nusa Wijaya Abadi harus melengkapi fasilitas PLTSa
1,5 MW  yang dipersyaratkan (seperti load
bank).Pembangunan fokus pada PLTSa kapasitas besar 19
MW.
5. Kota Denpasar (Sarbagita): PT Indonesia Power telah
menyerahkan dokumen Studi Kelayakan kepada Pemkot
Denpasar.
RAAPAT TERBATAS | volume impor Solar pada bulan September 2019 sebesar
o 12 Agustus 2019 297.451

Evaluasi Pelaksanaan
Mandatori Biodiesel

kiloliter, meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu sebesar
49.183,669 kiloliter.
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EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk
mengetahui kinerja di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-
faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau
kendala, maupun solusi serta upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan
pencapaian kinerja.

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan
bahwa pencapaian sasaran indikator “yang disetujui oleh Deputi Bidang
Kemaritiman” dapat dikategorikan “sangat memuaskan” (mencapaia 100%).
Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Asisten

Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tabel 3.4.
Kategori Pencapaian Kinerja
No. | Rentang Capaian Kinerja | Kategori Capaian Kinerja

1. >100 % Memuaskan

2, 85%- < 100 % | Sangat Baik

3. 70%- < 85% _ Baik

4. 55%-< 70% _ Cukup

5. <55 % Kurang Baik

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk
mendukung kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah
memberikan manfaat yang cukup optimal dan efektif karena telah
memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa
faktor, antara lain:

a. Peran dan posisi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada
pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat
koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan
dalam kegiatan sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada
instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program

pemerintah.
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b. Munculnya isu-isu penting bidang energi dan sumber daya mineral yang

berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan
yang selanjutnya direspon baik menjadi inisiatif Sekretariat Kabinet,
arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait
dan pemerintah daerah yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.
Meskipun Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah

menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada

bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala

umum yang dihadapi, antara lain:

1.

Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja
sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan
stakeholders lain di luar pemerintahan

Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis
yang belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi
lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan
untuk mempertajam hasil penyelesaian rekomendasi kebijakan. Selain
itu juga masih kurangnya koordinasi yang berpengaruh pada kecepatan
waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian
data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan
apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Untuk
arahan Presiden sudah dibantu oleh Sistem Informasi Tindak Lanjut
Arahan Presiden (SITAP) agar dapat berkoordinasi dengan
Kementerian Koordinator namun belum optimal dikarenakan masih

adanya hambatan-hambatan.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas
maupun kuantitas dalam melaksanakan tusi yang bersifat
substantif

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen
kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan
kompetensi yang sesuai kebutuhan dalam aspek kuantitas, maupun
kualitas, seperti: analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Dalam segi kuantitas, masih terdapatnya kekosongan pejabat, sepeti
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Asisten Deputi, maupun Analis di lingkungan Asdep Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral, sedangkan dalam segi kualitas, masih
terdapatnya SDM yang perlu memiliki kualifikasi yang memadai untuk
melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini
mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan
kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis,
penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada
belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang
Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet broadband,
terutama melalui jaringan tanpa kabel (wi-fi), keandalan, dan
kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak
ditingkatkan (upgrade) dan diservis (maintain) secara periodik,
mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu,
penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media
cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema maritim, maupun
berupa media elektronik masih terbatas, sehingga berdampak bagi
pelaksanaan dan pencapaian tugas Asdep Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang maritim yang
membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.
Sedangkan untuk analisis kendala dan rekomendasi perbaikan per

indikator kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah

sebagai berikut:

1.

Pada indikator kinerja ‘Rancangan rekomendasi atas rencana
penyelenggaraan pemerintahan” terdapat kendala, yaitu banyaknya
rancangan rekomendasi yang harus dibuat, namun terkendala
kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang menanganinya. Kendala ini
dapat diatasi dengan menambah jumlah SDM dan mengirimkan SDM

pada bidang diklat analisa dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
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C.

2. Pada indikator kinerja “Rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan subsansi rancangan PUU” terdapat
kendala, yaitu belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan
kerja sama dengan kementerian/lembagal/instansi lain, sehingga
mempengaruhi kurang optimalnya waktu dalam penyusunan rancangan
rekomendasi izin prakarsa. Kendala ini dapat diatasi dengan
membangun portal pengumpulan informasi untuk penyusunan
rancangan rekomendasi izin prakarsa yang optimal.

3. Pada indikator kinerja “Rancangan rekomendasi terkait materi
sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil” terdapat kendala, yaitu:

* Kurang optimalnya pemakaian sistem pendukung pekerjaan seperti
Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yaitu
kurangnya kepatuhan K/L dalam menindaklanjuti arahan Presiden
dan kendala yang dihadapi. Kendala ini dapat diatasi dengan
memantau kepatuhan K/L dalam menggunakan SITAP, dan selalu
melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan;

» Sarana yang kurang mendukung seperti unit komputer yang lama
prosesnya dalam menjalankan pekerjaan yang membutuhkan
memori besar pada komputer, serta belum adanya fasilitas software
berbayar untuk memudahkan pekerjaan. Kendala ini dapat diatasi
dengan mengganti unit komputer dan penyediaan sarana software
berbayar oleh Pusdatin.

GAMBARAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TAHUN 2019

Capaian kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
merupakan bentuk output dan outcome yang dihasilkan oleh Asdep Bidang

Energi dan Sumber Daya Mineral guna mendukung kinerja Deputi Bidang

Kemaritiman dan Sekretaris Kabinet sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi

yang menjadi kewenangannya, sesuai pengelompokan indikator kinerja

kegiatan.
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CA1.

Tahun 2019 bidang energi dan sumber daya mineral
menyumbangkan capaian sebesar 318 dokumen rancangan rekomendasi
kebijakan. Beberapa diantaranya digambarkan dalam uraian berikut ini.
Realisasi rancangan rekomendasi atas rencana penyelenggaraan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang
disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

C.1.a). Perkembangan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak

Dalam Negeri

Dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional dan
menjamin ketersediaan BBM nasional serta mengurangi ketergantungan
impor BBM, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan
pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri melalui
Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015.

Melalui penugasan kepada PT Pertamina, pemerintah
menargetkan pembangunan 2 (dua) kilang minyak/Grass Root Refinery
(GRR) yaitu GRR Tuban dan GRR Bontang dan peningkatan kapasitas 4
(empat) kilang minyak lama/Refinery Development Masterplan (RDMP)
yaitu RDMP Dumai, RDMP Balongan, RDMP Cilacap, dan RDMP
Balikpapan.

Dalam pelaksanaannya pembangunan kilang minyak tidak
mudah dilakukan, mengingat kebutuhan biaya investasi yang cukup tinggi
dengan pengembalian investasi yang cukup panjang, sulit untuk mencari
investor. Beberapa permasalahan yang dialami dalam pembangunan dan
pengembangan kilang minyak antara lain: perbedaan valuasi aset antara
PT Pertamina dan Saudi Aramco dalam proyek RDMP Cilacap;
ketidaksesuaian Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), AMDAL,
dan adanya permasalahan dalam proses pengadaan lahan pada proyek
pembangunan GRR Tuban.

Guna percepatannya Presiden kerap kali memberikan arahan
dalam Rapat Terbatas yang intinya agar pembangunan kilang minyak
segera terwujud, untuk itu kementerian/lembaga membantu PT Pertamina
(Persero) dalam melaksanakan penugasan dalam membangun kilang

minyak di dalam negeri. Namun, sampai dengan akhir periode Kabinet
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Kerja belum ada satu pun kilang yang dibangun oleh PT Pertamina

(Persero).

Untuk percepatan penyelesaian permasalahan-permasalahan di
atas, dan dalam menjalankan amanat Inpres 7 Tahun 2017 tentang
Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di
Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, Deputi Bidang
Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dengan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden. Atas dasar tersebut,
Deputi Bidang Kemaritiman beberapa kali menyelenggarakan
kegiatan/rapat sebagai berikut:

1. Rapat Realisasi Kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi pada proyek
RDMP Kilang Cilacap dengan mengundang kementerian/lembaga
terkait dan PT Pertamina (Persero) yang diselenggarakan pada tanggal
29 Mei 2019. Rapat ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti arahan
Presiden yang menyampaikan bahwa permasalahan perbedaan valuasi
aset kilang pada proyek RDMP Cilacap agar dapat diselesaikan dan jika
tidak ada kesepakatan maka diberikan opsi kerja sama di sektor lain.
Hasil dari rapat bahwa PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan
bentuk kerja sama lain dengan Saudi Aramco vyaitu dengan
menawarkan skema bisnis menjadi tolling no-spin-off atau merchant no-

spin-off,

2. Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pembangunan Kilang
Minyak dengan mengundang Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Kementerian ESDM, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri
Strategis dan Media Kementerian BUMN, dan Direktur Utama PT
Pertamina (Persero), yang diselenggarakan pada Kamis, 5 September
2019. Rapat tersebut dimaksudkan untuk memonitor progres
pembangunan RDMP Balikpapan dan kesiapan Rencana Peresmian
Proyek Langit Biru Cilacap;

3. Rapat Percepatan Pembangunan/Pengembangan Kilang Minyak dan
Proyek Petrokimia dengan mengundang kementerian/lembaga terkait,

yang diselenggarakan pada Jumat, 6 Desember 2019. Rapat
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menyepakati aksi-aksi yang perlu dilakukan oleh kementerian/lembaga
guna percepatan pembangunan/pengembangan kilang minyak dan
proyek petrokimia;

Foto 3.1.
Rapat Percepatan Pembangunan/Pengembangan Kilang Minyak dan Proyek Petrokimia,
Kantor Sekretariat Kabinet

4. Rapat dan Peninjauan Lapangan Guna Dukungan Percepatan
Pembangunan GRR Tuban dengan mengundang kementerian/lembaga
terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tuban, yang diselenggarakan pada Selasa, 17 Desember
2019. Hasil dari kegiatan tersebut disepakatinya aksi-aksi yang perlu
dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terkait serta
PT Pertamina (Persero) guna percepatan pembangunan Grass Root
Refinery (GRR) Tuban, antara lain percepatan revisi Perda RTRW

Kabupaten Tuban.

Foto 3.2.
Kunjungan Lapangan dan Rapat Koordinasi Dukungan Percepatan Proyek GRR Tuban, Kec.
Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur
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C.1.b). Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019

tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)

Foto 3.3.
Deputi Bidang Kemaritiman menjadi salah satu narasumber Sosialisasi Perpres Nomor 9 Tahun
2019 di Padang, Sumatera Barat tanggal 24 April 2019
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Foto. 3.4.
Bersama Narasumber dan Kepala Daerah regional Sumatera
dalam acara sosialisasi Perpres 9 Tahun 2019 di Padang, Sumatera Barat
tanggal 24 April 2019

SOSIALISASI
PERATURAN PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAMUN 2019
TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEQPARN)

e ® .59

EOS Ny T T O

Peraturan Peden omor 9 Tahun 2019 tentang
Pengembangan Taman Bumi (Geopark)/Perpres yang telah ditetapkan
Presiden tanggal 25 Januari 2019, merupakan pedoman bagi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melakukan
pengembangan Geopark melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi,
dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan
utamanya melalui kegiatan pariwisata. Hal ini sebagai upaya pencapaian
target 20 juta wisatawan mancanegara dan menghasilkan angka devisa

US$7,5 miliar. Pengembangan Geopark melalui pengembangan destinasi
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pariwisata diharapkan mampu berkontribusi 5% terhadap target kunjungan
wisatawan mancanegara.

Dalam rangka memberikan pemahaman dalam pelaksanaan
Peraturan Presiden (Perpres) bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, maka Sekretariat Kabinet
bekerja sama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyebarluasan
Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi
(Geopark), melalui kegiatan sosialisasi untuk regional Sumatera pada
tanggal 24 April 2019 di Hotel Grand Mercure Padang, Sumatera Barat
(sesuai ketentuan pasal 29 dan 34 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa sosialisasi peraturan dapat
dilakukan sendiri-sendiri maupun bekerjasama).

Acara sosialisasi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr.
H. Irwan Prayitno, S. Psi, M.Sc., dan menghadirkan Keynote Speech Prof.
Dr. H. Arief Rachman selaku Ketua Harian KNIU serta 5 narasumber yaitu,
Deputi Bidang SDM, IPTEK dan Lingkungan Maritim, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman; Kepala Badan Geologi, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral; Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas; Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya,
Kementerian Pariwisata dan Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat
Kabinet.

Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Barat menyampaikan
apresiasi kepada Sekretariat Kabinet yang telah menyelenggarakan
sosialisasi di Padang, Sumatera Barat. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2019 sangat dibutuhkan daerah yang memiliki potensi Geopark sebagai
panduan dalam melakukan pengembangan Geopark khususnya di
Sumatera Barat.

Sosialisasi dihadiri 220 peserta yang terdiri atas Pemerintah
Daerah regional Sumatera, diantaranya 10 BupatiWalikota (Bupati
Merangin, Bupati Kerinci, Bupati Belitong Timur, Bupati Karo, Bupati Limah
Puluh Kota, Bupati Aceh Tengah, Bupati Aceh Besar, Bupati Sijunjung,
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Bupati Natuna, dan Walikota Padang), Kepala Dinas ESDM Provinsi,
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Komisi
Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Sekretariat Kabinet.

Materi yang dibahas narasumber adalah, substansi Perpres
secara keseluruhan, perkembangan Geopark Indonesia dan kelembagaan
(Komite Nasional Geopark Indonesia), penetapan Geoheritage dan
Geopark Nasional, pengembangan Geopark sebagai destinasi pariwisata
serta rencana aksi Geopark dan pendanaan. Sedangkan, beberapa topik
yang dibahas pada sesi diskusi adalah terkait pendanaan kegiatan
pengelolaan Geopark serta pengusulan penetapan Geoheritage, Geopark
Nasional dan UNESCO Global Geoparks (UGGPp).

Kesimpulan sosialisasi:

a. Pemerintah Daerah sangat antusias mengusulkan penetapan potensi
Geosite untuk menjadi Geopark Nasional.

b. Kementerian terkait akan segera menindaklanjuti amanat Perpres,
untuk menerbitkan Permen yang dibutuhkan yaitu Permen ESDM terkait
penetapan Geoheritage dan penetapan Geopark Nasional, Permen
Bappenas terkait rencana aksi nasional pengembangan Geopark,
Permen Pariwisata terkait tata kelola Geopark dan Permenko
Kemaritiman terkait KNGI.

c. Percepatan penetapan Geoheritage terhadap potensi Geoheritage yang
telah diinventarisir Badan Geologi, untuk memudahkan Pemerintah
Daerah dalam mengusulkan penetapan Geopark Nasional.

d. Selanjutnya sosialisasi akan diselenggarakan oleh Kementerian ESDM
bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk regional Jawa dan

Kalimantan.

Perpres 9 Tahun 2019 juga mengamanatkan penyusunan
pedoman teknis bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan

pengelolaan Geopark. Dalam upaya mendorong percepatan penyelesaian
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Permen ESDM, PPN/Bappenas dan Pariwisata yang akan digunakan
sebagai pedoman teknis, Sekretariat Kabinet mengirimkan surat kepada
Menteri ESDM, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Pariwista guna
dipercepat penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan
melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet (surat
Sekretaris Kabinet Nomor B- 0185/Seskab/Maritim/05/2019 tanggal 15 Mei
2019).

C.1.c). Pengelolaan Pertambangan Emas di Gunung Botak

Foto. 3.5.
Kondisi Gunung Botak, Kab. Buru, Provinsi Maluku yang sudah ditinggalkan Penambang
Emas Tanpa lIzin (PETI)

Kronologi permasalahan Gunung Botak:

a. 7 Mei 2015: Arahan Presiden RI dalam kunjungan kerja di Provinsi
Maluku, agar dilakukan Penutupan dan Penataan Lokasi PETI di
Gunung Botak dan Gogrea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

b. 20 Oktober 2015: Gubernur Provinsi Maluku membentuk Tim Terpadu
Penataan Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru berdasarkan
Keputusan Gubernur Maluku No.228 tahun 2015 tentang Pembentukan
Tim Terpadu Penataan Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Maluku No.265
Tahun 2015, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah,
TNI, dan Akademisi Universitas Pattimura Ambon.

c. 29 April 2016: Pemerintah Daerah Provinsi Maluku bekerja sama
dengan PT Buana Pratama Sejahtera (PT BPS) untuk melakukan
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penataan lokasi PETI di Gunung Botak berdasarkan Nota
Kesepahaman No.540-23 Tahun 2016.

30 Mei 2016: Gubernur Provinsi Maluku membentuk Tim Kajian
Penyelesaian Permasalahan PETI di Gunung Botak berdasarkan
Keputusan Gubernur Maluku No.225.a Tahun 2016 tentang
Pembentukan Tim Kajian Penyelesaian Permasalahan di Gunung Botak
dan Gogrea di Kabupaten Buru, yang terdiri dari Kementerian
Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung
RI, dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

28 Juni 2016: Gubernur Provinsi Maluku menetapkan PT BPS sebagai
pelaksana Kegiatan Penataan dan Pemulihan Lingkungan di Lokasi
Bekas PETI di Gunung Botak berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku
No.268 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemulihan Lingkungan
Lokasi Bekas Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Gogrea
Kabupaten Buru Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Gubernur Maluku No.382 Tahun 2016, dengan memberikan
Izin Penataan dan Pemulihan Lingkungan pada areal yang telah
ditetapkan Gubernur Provinsi Maluku.

23 November 2016: Gubernur Provinsi Maluku memberikan
kewenangan kepada PT BPS untuk melaksanakan pemanfaatan dan
pengolahan hasil penataan dan pemulihan lingkungan di lokasi bekas
PETI berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No0.383 Tahun 2016
tentang Pemanfaatan Hasil Penataan dan Pemulihan Lingkungan Pada
Lokasi Bekas Pertambangan Emas Tanpa lzin Gunung Botak dan
Gogrea Kabupaten Buru Provinsi Maluku oleh PT BPS.

30 Desember 2016: Gubernur Provinsi Maluku memberikan IUPK
Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral
Emas kepada PT BPS berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No.
467 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral Emas kepada PT
BPS dan memberikan IUPK Operasi Produksi Khusus untuk Penjualan

Mineral Emas kepada PT BPS berdasarkan Keputusan Gubernur
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Maluku No. 468 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Khusus Untuk Penjualan Mineral Emas kepada PT BPS.

Pandangan Kementerian/Lembaga terkait permasalahan Gunung

Botak:

1)

2)

3)

4)

Status hukum perizinan wilayah Gunung Botak adalah bebas dari
segala kepemilikan, sehingga proses pemberian izin kepada PT Timah
dan PT Antam menggunakan mekanisme WIUPK sesuai ketentuan
peraturan  perundang-undangan terkait. Tidak  menggunakan
mekanisme WPR sebab terdapat kesulitan apabila dilakukan negosiasi
kepada PT yang memiliki izin di kawasan Gunung Botak.

Penugasan khusus kepada BUMN dalam hal ini dilakukan penunjukan
oleh Pemprov Maluku dengan memerhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait, Oleh sebab itu perlu adanya payung
hukum khusus terkait dengan percepatan penanganan dan pengelolaan
kawasan pertambangan emas di gunung botak.

Kementerian LHK sedang fokus melakukan pemulihan lingkungan di
Kabupaten Lebak,Banten agar menjadi pola untuk diterapkan pada
kasus Gunung Botak. KLHK juga telah melakukan kajian tentang
penataan kawasan gunung botak berdasarkan aspek ekonomi, hukum,
social dan lingkungan. KLHK merekomendasikan agar dibuat tanggul
disekitar area pertambangan agar air yang mengalir dari hasil kegiatan
pertambangan tidak meluas dan terkait dengan pemulihan lingkungan,
KLHK menyampaikan bahwa perlu adanya analisis risiko terlebih
dahulu tentang adanya lokasi yang memiliki dampak langsung kepada
masyarakat sebelum pemerintah (KLHK) melakukan kegiatan
pemulihan lingkungan.

Situasi dan kondisi Gunung Botak saat ini dalam keadaan kosong dan
bersih dari aktifitas PETI serta tenda-tenda bekas penambang Gunung
Botak dijaga secara permanen/ tetap oleh Personil Polda Maluku dan
Polres Pulau Buru. Polda Maluku mendorong Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera cari investor yang kompeten
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untuk mengelola tambang emas Gunung Botak dengan profesional
dengan memerhatikan kelestarian lingkungan.

5) PT ANTAM Sudah siap untuk ditugaskan dengan penunjukan khusus
oleh pemerintah dan meminta data potensi keuntungan di Gunung
Botak dan Detail Engineering Design (DED) dalam waktu dekat.

Sehubungan permasalahan Gunung Botak tersebut, Sekretariat
Kabinet memberikan rekomendasi:

a. Mencari Pengelola/Investor/Badan Usaha yang berkompeten untuk
mengelola  kawasan Gunung Botak  memerhatikan  unsur
lingkungan,keamanan,dan ekonomi masyarakat sekitar dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan
lingkungan.

b. Akan melanjutkan proses lelang WIUPK dengan Gubernur Maluku
mengeluarkan rekomendasi untuk segera ditetapkannya WIUPK.

c. KementerianLHK akan melakukan kegiatan pemulihan lingkungan di
Lebak, Banten agar menjadi pola contoh pada kasus Gunung Botak.
(pilot project)

d. Membentuk tim revisi regulasi hukum yang saling bertentangan apabila
diterapkan untuk pengelolaan kasus Gunung Botak jangka panjang.

C.1.d). Dukungan terhadap Peningkatan Kehandalan Penyediaan Listrik
Jawa-Bali

Tanggal 4 Agustus 2019, terjadi pemadaman listrik total (black
ouf) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
(Jabodetabek). Pemadaman listrik terjadi sejak pukul 11.45 WIB dan
mengakibatkan semua kegiatan yang bergantung pada listrik menjadi
lumpuh. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah layanan publik, transportasi,
perbelanjaan hingga perbankan.

Akibat pemadaman listrik tersebut, Presiden mengadakan
Inspeksi yang disertai Rapat Internal bersama jajaran Direksi PT. PLN
(Persero) pada 5 Agustus 2019, dan memberikan arahan agar PT. PLN
(Persero) dapat:
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1. Menghitung dan mengkalkulasi potensi resiko yang muncul akibat
padamnya listrik;

2. Secepatnya memperbaiki kerusakan infrastruktur pembangkit listrik dan
memastikan agar semua wilayah yang sebelumnya terdampak listrik

padam dapat menjadi normal; dan

3. Memastikan hal-hal menjadi penyebab peristiwa besar padamnya listrik
di wilayah tidak terulang kembali;

Deputi Bidang Kemaritiman-Sekretariat Kabinet kemudian
menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut dengan melakukan kunjungan
ke kantor PT. PLN (Persero) bersama Kementerian BUMN pada tanggal
15 Agustus 2019, guna meminta penjelasan PT. PLN (Persero) mengenai
tindak lanjut Arahan Presiden. Dalam kunjungan tersebut, PT. PLN

(Persero) telah menyampaikan usulan perbaikan ke depan yaitu:

1. PT. PLN (Persero) agar dapat melakukan pemotongan pohon yang
mendekati ruang Bebas Jaringan Transmisi (Right of Way/RoW).

2. Mengubah Peraturan Menteri ESDM menjadi Peraturan Presiden yang
memberikan kemudahan PT. PLN (Persero) untuk melakukan

pemotongan pohon tersebut.

Menindaklanjuti usulan perbaikan tersebut, Sekretariat Kabinet
melakukan pengkajian pengaturan RoW yang saat ini diatur dalam Permen
ESDM Nomor 18 Tahun 2015 jo. Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2019
tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET, dan
SUTAS untuk Penyaluran Tenaga Listrik. Permen ESDM tersebut kurang
efektif dan perlu dilakukan integrasi aturan Permen ESDM ke dalam
Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, guna
mengakomodir pemanfaatan ruang di bawah RoW transmisi selain tapak.

Pada tanggal 28 Agustus 2019, Sekretariat Kabinet
menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi
peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang di bawah RoW
transmisi dan Jarak Bebas Minimum transmisi, yang dihadiri oleh

perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian
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Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Komite
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang
(ATR)/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dan PT. PLN (Persero).

Dalam rapat tersebut, diperoleh beberapa kesepakatan yang
telah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait melalui Surat
Sekretaris Kabinet nomor: B.0333 tanggal 11 September 2019.
Kesepakatan rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan kebijakan guna pengamanan transmisi existing dari tanaman,
bangunan, dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu
beroperasinya transmisi melalui penambahan pengaturan Peraturan
Zonasi pada RoW dalam RTR Wilayah, untuk itu kiranya segera
ditindaklanjuti:

a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
1) merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor
1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum tentang Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Nasional;

2) dalam proses persetujuan substansi Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) memastikan terdapat pengaturan tentang
Peraturan Zonasi pada wilayah RoW khususnya bagi daerah
yang dilintasi jaringan transmisi.

b. Menteri Dalam Negeri

1) berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
BPN menyampaikan kepada Pemerintah Daerah, yang
wilayahnya dilintasi transmisi, agar dalam penyusunan
Rencana Tata Ruang (RTR) wilayahnya memuat pengaturan

Peraturan Zonasi pada RoW, dan pada saat evaluasi Raperda
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RTR Provinsi/Kabupaten/Kota memastikan pengaturan tersebut
telah diakomodir.

2) menerbitkan surat edaran atau menghimbau Kepala Daerah
agar melakukan edukasi kepada masyarakat yang tinggal
dan/atau memiliki lahan di wilayah RoW agar turut
berpartisipasi dalam pengamanan transmisi, sebelum Peraturan
Zonasi ditetapkan dalam RTR Wilayah ataupun RTR Kawasan
Strategis Nasional.

c. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
1) mengkaji pemberian insentif dari pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) kepada pemilik lahan pada
RoW, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengamanan transmisi.

2) apabila terdapat bangunan, tanaman dan/atau bentuk fisik
lainnya yang berpotensi mengganggu beroperasinya transmisi,
maka perlu dikaji Peraturan Perundang-undangan:

a) yang dapat menugaskan PT.PLN (Persero) untuk
memberikan kompensasi pada pemilik lahan RoW sebelum
ditetapkan RTRW yang mengakomodir Peraturan Zonasi
dalam Perda RTRW;

b) terkait pemberian kompensasi kepada pemilik lahan RoW
transmisi existing oleh PT. PLN (Persero) selaku pemegang
IUPTL, setelah ditetapkannya Perda RTRW
(Provinsi/Kabupaten/Kota) yang telah memuat Peraturan
Zonasi RoW.

d. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Kepolisian
Negara Rl dan Pemerintah Daerah secara terus menerus melakukan
pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan
ketentuan Peraturan Zonasi pada RoW dimaksud.

2. Diperlukan dukungan guna percepatan pembangunan jaringan transmisi
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500 kV dari Tanjung Jati-Cibatu Baru sepanjang 537 km sebagai back-up

transmisi existing, untuk itu kiranya:

a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Menteri Dalam Negeri
membantu penyelesaian masalah pertanahan pembangunan
transmisi (antara lain untuk pembangunan tapak fower dan
pemanfaatan tidak langsung untuk RoW).

b. Menteri Badan Usaha Milk Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan

(c.q Panglima TNI) dan memberikan dukungan sesuai kewenangan
masing-masing.

Berkaitan dengan surat Sekretaris Kabinet nomor B.0333 tanggal

11 September 2019 tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah

menindaklanjuti dengan menyampaikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal

15 Oktober 2019 kepada Gubernur di seluruh provinsi di Indonesia agar

melakukan edukasi dan pengamanan ruang di bawah RoW Jaringan

Transmisi Tenaga listrik melalui pengaturan pemanfaatan ruang di bawah

RoW dalam kerangka penataan ruang di daerah masing-masing.

Dikarenakan belum terdapat tindak lanjut dari
kementerian/lembaga lain, Deputi Bidang Kemaritiman kembali
menyelenggarakan rapat pada tanggal 25 November 2019 guna meminta
klarifikasi terhadap kementerian/lembaga terkait tindak lanjut kesepakatan
rapat tanggal 28 Agustus 2019. Didalam rapat diperoleh informasi bahwa
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten dan Kota telah mengakomodir kebutuhan sektor untuk
ketentuan pemanfaatan ruang pada zona yang dilewati sistem jaringan
sarana prasarana ketenagalistrikan. Selain itu, masih diperlukan berbagai
upaya untuk mendorong pengamanan ruang di bawah RoW jaringan
transmisi tenaga listrik. Sekretaris Kabinet telah menyampaikan
kesepakatan rapat tersebut melalui surat Nomor B-1016 tanggal 28
November 2019.
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Kemudian, PT.PLN (Persero) menindaklanjuti dengan
menyampaikan daftar usulan sarana prasarana ketenagalistrikan sebagai
Objek Vital Nasional kepada Kementerian ESDM melalui surat nomor
1734/MNJ.02.02/010000/2019 tanggal 23 Desember 2019.

C.1.e). Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Thorium

Kepala Perwakilan Thorcon International Pte. Ltd dengan surat
Nomor: S-010819/ThorConindonesia/8/2019 tanggal 5 Agustus 2019
kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan audiensi. Inti surat
adalah ThorCon International Pte. Ltd. adalah berniat mendorong
implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) dengan

mengajukan proposal untuk menjadikan PLTT sebagai Program Nasional.

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan surat
Nomor: R-139/Sesjen/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 kepada Presiden juga
menyampaikan kajian Optimalisasi Pemanfaatan Energi Thorium Guna
Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Rangka Ketahanan Energi
Nasional. Inti surat Sekjen Wantannas adalah: pertama, Mengoptimalkan
pemanfaatan energi Thorium dalam mengatasi proyeksi kebutuhan energi
nasional yang meningkat di masa datang guna mengurangi dampak
kerusakan terhadap tatanan air dan kualitas lingkungan hidup, sekaligus
agar ketahanan energi nasional terjaga dengan baik. Selain itu, Indonesia
memiliki potensi kandungan thorium 210.000-270.000 ton di Kalimantan
Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. Dan kedua, Thorium tergolong
nuklir ramah lingkungan sebagai salah satu sumber energi alternatif yang

mampu menghidupi energi Indonesia sampai dengan lebih dari 1000 tahun.

Menindaklanjuti kedua surat tersebut, Sekretaris Kabinet dengan
surat Nomor: B-0313/Seskab/Maritim/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019
kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian
Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan agar hal tersebut dikaji lebih
lanjut dan kiranya dapat menerima audiensi Thorcon International Pte.Ltd

jika diperlukan.

Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-
0313/Seskab/Maritim/9/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tersebut, Kepala
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P3Tek KEBTKE Kementerian ESDM pada tanggal 17 September 2019
telah menyelenggarakan Rapat Pemaparan Laporan Akhir Kajian PLTT
yang dihadiri Kemenko Maritim, Kemenko Ekon, Bappenas, BATAN,
BAPETEN, Wantannas, PT PLN, PT PAL, dan Guru Besar FMIPA |ITB serta
Sekretariat Kabinet. Rapat menyepakati Kementerian ESDM kiranya
menyampaikan rencana pembangunan PLTT kepada Bappenas guna
dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024 untuk dijadikan proyek PSN atau
jika memungkinkan kiranya dapat diterbitkan Perpres tentang Percepatan
Pembangungan PLTT. Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
selaku Ketua DEN telah menerima audiensi ThorCon Intemational, Pte,
Ltd.tanggal 12 November 2019 yang menghasilkan kesepakatan bahwa
Indonesia butuh PLTN dan telah disampaikan kepada DPR pada Raker
Komisi VIl DPR dengan Menteri ESDM tanggal 27 November 2019.

Kedeputian Bidang Kemaritiman juga aktif mengikuti isu terkait
thorium di antaranya adalah menghadiri undangan Kepala Balitbang
Kementerian Pertahanan menyampaikan permohonan sebagai penanggap
dalam penyelenggaraan Forkom Litbang ke-30 TA 2019 dengan tema
“Pemanfaatan Thorium sebagai alternatif Sumber Energi untuk Kepentingan
Pertahanan Negara” tanggal 4 Desember 2019. Hasil dalam Forkom
Litbang ke-30 TA 2019 tersebut adalah Balitbang Kemhan berupaya untuk
mencari terobosan inovasi Teknologi yang tepat terhadap pengembangan
Thorium dengan tujuan untuk memperoleh masukan yang strategis terkait
dengan sumber energi alternatif dimasa mendatang mengingat bahan bakar
energi yang bersumber dari fosil semakin lama semakin langka dan

cenderung habis.
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Foto. 3.6.
Forkom Litbang ke-30 TA 2019 dengan tema “Pemanfaatan Thorium sebagai alternatif

Sumber Energi untuk Kepentingan Pertahanan Negara” tanggal 4 Desember 2019 di Jakarta

C.2. Rancangan Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin
prakarsa dan Substansi Rancangan PUU Bidang Energi dan Sumber

Daya Mineral

C.2.a) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan
Taman Bumi (Geopark)

Gambar. 3.4.
Perpres 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) di
otentifikasi oleh Deputi Bidang Kemaritiman
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menetapkan RPerpres tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
melalui surat nomor B-1950/MENKO/MARITIM/ UM.001/IX/2018 tanggal 19
September 2018.

Menindaklanjuti pengajuan RPerpres tersebut, Deputi Bidang
Kemaritiman Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat koordinasi di
Sekretariat Kabinet pada tanggal 1 Oktober 2018 dan tanggal 1 November
2018 dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata, Kementerian
Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bapennas dan Badan Ekonomi Kreatif
dengan kesepakatan menyetujui substansi dan konsep RPerpres.

Berdasarkan hasil kesepakatan rapat, Sekretaris Kabinet
meminta paraf persetujuan RPerpres kepada Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri
Pariwisata (surat Seskab Nomor B-545/Seskab/Maritim/11/2018 tanggal 8
November 2019). Setelah mendapatkan paraf persetujuan keempat
menteri, selanjutnya Sekretaris Kabinet mengajukan permohonan
penetapan RPerpres kepada Presiden (Memorandum Nomor M-1368
Tanggal 29 November 2018) dan pada tanggal 25 Januari 2019 Presiden
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengembangan Taman Bumi (Geopark), dan diundangkan oleh Menteri
Hukum dan HAM tanggal 31 Januari 2019 (surat Deputi Bidang
Kemaritiman kepada Menteri Hukum HAM nomor B-82/Maritim/01/2019
tanggal 31 Januari 2019).

Tahap selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman melakukan

otentifikasi Perpres 9 Tahun 2019 dan mendistribusikan kepada 21

Kementerian/Lembaga, 14 Gubernur dan 19 Pengelola Geopark (surat

Deputi Bidang Kemaritiman Nomor B-112/Maritim/02/2019 tanggal 11
Februari 2019).

C.2.b) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi

Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Rperpres RAN-
PPM)
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Gambar. 3.5.
Perpres 21 Tahun 2019 tentang Rencan Aksi Nasional Pengurangan dan
Penghapusan Merkuri (Rperpres RAN-PPM) di otentifikasi
oleh Deputi Bidang Kemaritiman
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden
menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi
Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RPerpres RAN-PPM)
melalui surat nomor: S.268/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2018 tanggal 9 Agustus
2018.

RPerpres diajukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada
Rapat Terbatas tanggal 9 Maret 2017 dan pelaksanaan komitmen
Pemerintah pada UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi
Minamata, sebagai upaya pengurangan dan penghapusan penggunaan
merkuri yang diprioritaskan pada bidang pertambangan emas skala kecil,
energi, kesehatan, dan manufaktur.

RPerpres telah mendapatkan paraf persetujuan dari Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan dan
Menteri Perindustrian. Setelah mendapat persetujuan dari Presiden,

selanjutnya RPerpres Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan
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Penghapusan Merkuri diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal
26 April 2019.
Tahap selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman melakukan
otentifikasi Perpres 21 Tahun 2019 dan mendistribusikan kepada 24
Kementerian/Lembaga, Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku (surat
Deputi Bidang Kemaritiman Nomor B-335/Maritim/05/2019 tanggal 2 Mei
2019).
C.2.c) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan

Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Untuk
Transportasi Jalan

Menteri ESDM kepada Presiden melalui surat tanggal 19 Juni
2017 mengusulkan pelaksanaan program energi bersih melalui
pemanfaatan jenis dan teknologi energi bersih untuk kegiatan transportasi
jalan melalui peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Program energi
bersih ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Bahan Bakar
Minyak (BBM) dan mewujudkan kota dengan energi bersih.

Sekretariat  Kabinet kemudian  menindaklanjuti  usulan
Kementerian ESDM tersebut dengan menyelenggarakan rapat koordinasi
pada tanggal 6 Juli 2017 yang menyepakati penyusunan Rancangan
Peraturan Presiden sebagai payung hukum pelaksanaan program
pengembangan moda transportasi dengan energi listrik dan melaporkan
hasilnya segera kepada Presiden.

Penyusunan RPerpres diperlukan sebagai pedoman dalam
pengimplementasian program pengembangan moda transportasi dengan
energi listrik tersebut, khususnya untuk mempermudah koordinasi antar
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pemberian dukungan dan
kemudahan antara lain meliputi dukungan fiskal berupa insentif yang terkait
dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, kemudahan dalam hal
perizinan dan pendaftaran/registrasi kendaraan.

Dalam perjalanan penyusunannya, RPerpres mendapatkan
banyak masukan dari berbagai pihak sehingga proses penyusunannya
membutuhkan waktu yang cukup panjang.
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Pada tanggal 14 Januari 2019, Presiden menyelenggarakan
Rapat Terbatas membahas Program Kendaraan Bermotor Listrik dan

memberikan arahan:

1. Peraturan Presiden merupakan hal yang dibutuhkan saat ini untuk
pengembangan kendaraan bermotor listrik;

2. Peraturan Presiden diperlukan untuk menyatukan semua
kementerian/lembaga, sehingga tidak bekerja secara sendiri-sendiri;
dan

3. Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan
pimpinan k/l terkait agar memperhatikan penjelasan Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman.

Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman
Sekretariat Kabinet terus terlibat aktif melakukan pembahasan substansi
RPerpres baik dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi maupun di kementerian/lembaga terkait guna
mendapatkan pengaturan kebijakan yang tepat mengenai percepatan program
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, terakhir
pada tanggal 2 Mei 2019 di Kementerian Sekretariat Negara.

Kemudian akhirnya, pada saat Presiden mengadakan Rapat
secara internal dengan Menteri terkait percepatan program kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan pada tanggal 8
Agustus 2019, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai Untuk Transportasi Jalan yang pada intinya mengatur penggunaan
KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan, melalui:

a. Percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai dalam negeri,
b. Pemberian insentif;

c. Penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga
listrik untuk KBL berbasis baterai;

d. Pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL berbasis baterai;

e. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.
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C.3.

Rancangan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau
Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil
Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

C.3.a). Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa di 12 Provinsi/Kota

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun

2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah

Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada tanggal

12 April 2018. Dalam pelaksanaan Perpres dimaksud, Deputi Bidang

Kemaritiman mewakili Sekretariat Kabinet menjadi anggota Tim Koordinasi

Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa. Selama ini aktif dalam

rapat koordinasi dan turut memantau penyelesaian permasalahan

pembangunan PLTSa di 12 Provinsi/Kota.

Secara garis besar Perpres Nomor 35 Tahun 2018 mengatur tentang:

a.

Penunjukan 12 Kota menjadi lokasi percepatan pembangunan PLTSa
yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan,
Kota Bekasi, Kota Palembang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota
Surakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Manado, dan Kota
Makassar;

Dalam melakukan pembangunan PLTSa, Pemerintah Provinsi/Kota
tersebut dapat menugaskan badan usaha milik daerah atau melakukan

kompetisi badan usaha;
Menteri ESDM menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga

listrik dari Pengembang PLTSa;

Sumber pendanaan pembangunan PLTSa berasal dari APBD, dan
dapat didukung oleh APBN, dan/atau sumber lain yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan biaya pengolahan sampah
kepada Pemerintah Daerah dengan besaran paling tinggi Rp 500.000,-

per ton sampah;

Menteri/kepala lembaga, dan Gubernur terkait melakukan pembinaan

dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya,
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g. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa,
dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan
PLTSa (Tim Koordinasi) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai

Wakil Ketua serta menteri/pimpinan lembaga terkait sebagai anggota.

Namun dalam perjalanannya, masih banyak kendala yang

menghambat pelaksanaan pembangunan PLTSa antara lain:

a. Lambatnya penerbitan Surat Penugasan pembelian listrik oleh Menteri
ESDM.

b. Belum tersedianya pendanaan proyek PLTSa.

c. Lambatnya proses Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) antara PT PLN
(Persero) dan pengembang PLTSa.

d. Belum adanya regulasi mengenai Biaya Layanan Pengolahan Sampah
(Tipping Fee).
e. Lambatnya penentuan skema pelaksanaan proyek.

Pada tanggal 16 Juli 2019, Presiden menyelenggarakan Rapat
Terbatas terkait pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa. Dalam
Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi
Arahan kepada Presiden untuk mengatasi kendala pelaksanaan PLTSa
tersebut antara lain perlunya percepatan proses penerbitan Surat
Penugasan pembelian listrik oleh Menteri ESDM antara lain untuk PLTSa
Surabaya dan PLTSa Palembang, perlunya koordinasi oleh Menko Bidang
Kemaritiman dan Investasi untuk memfasilitasi alternatif pendanaan PLTSa
di luar penggunaan APBN/APBD, perlunya pengkajian besaran insentif dan
tarif listrik oleh Kementerian ESDM, dan lain sebagainya.
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Foto. 3.7.
Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan untuk Percepatan Pembangunan PLTSa Kota
Surabaya di TPA Benowo tanggal 15 November 2019

Hingga Desember Tahun 2019, pembangunan PLTSa di
beberapa Provinsi/Kota telah mengalami kemajuan pesat, antara lain:

a. Kota Surabaya dan Kota Surakarta telah mendapatkan persetujuan
pembelian listrik oleh PT PLN (Persero) dari Menteri ESDM, dan saat ini
sedang tahap konstruksi;

PLTSa Kota Surabaya ditargetkan dapat beroperasi secara komersial
pada 16 Maret 2020 dengan progres konstruksi mencapai 92%.

b. Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Jakarta sudah memiliki mitra

investor;

c. Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Bandung/Regional Jawa Barat

sedang proses Lelang Calon Investor;

d. Kota Denpasar (Sarbagita) membangun PLTSa dengan skema
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);

e. Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Tangerang
Selatan, dan Kota Manado sedang dalam tahap Penyusunan dokumen
Pra-Feasibility Study.

REALISASI ANGGARAN

kuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban
I/“\/Iembaga publik untuk menggunakan dana publik secara

|
® /- ekonomis, efesien dan efektif, tidak ada pemborosan dan
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D.1.

kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada
fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi yakni setiap kegiatan yang
ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk
membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan
anggaran harus dilakukan secara efesien dan efektif. Efesien artinya
apabila output yang dihasilkan lebih besar dari input yang sama, atau output
yang dihasilkan tetap sama walau input lebih sedikit. Sementara efektivitas
dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capain sasaran

(outcome) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Dukungan Anggaran

Guna mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatannya dengan
dukungan anggaran untuk Tahun 2019 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua
Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dana sejumiah Rp.
2.750.000.000,- untuk pencapaian sasaran 1 sebesar Rp. 1.490.707.000,-

dan untuk sasaran 2 sebesar Rp. 1.259.743.000,- .
Total realisasi anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan capaian
kinerjanya, dengan jumlah penyerapan anggaran sebesar Rp.
2.700.779.402,- (Dua Milyar Tujuh Tujuh Puluh Tujuh Sembilan Ratus
Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 98,21%. Untuk penyerapan anggaran
sasaran 1 sebesar Rp. 1.488.314.384,- dan penyerapan anggaran
sasaran 2 sebesar Rp. 1.198.891.183,-. dapat diuraikan akuntabilitasnya

sebagaimana uraian berikut
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Tabel 3.5.
Realisasi Anggaran Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2019

) PAGU REALISASI PERSENTASE
Program/Kegiatan (%)
0
(Rp) (Rp)

SASARAN 1:
TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

Penyusunan Rekomendasi kebijakan di

. ] ] 1.406.883.000,- 1.404.490.784,- 99,83
bidang energi dan sumber daya mineral
Penyusunan'Rekomendasl terial 80.104.000;- 80.103.600,- 99,99
persetujuan permohonan izin prakarsa dan
substansi rancangan PUU di bidang energi
dan sumber daya mineral
Penyusunan Rekomendasi terkait materi 3.720.000,- 3.720.000,- 100

sidang kabinet, rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden
di bidang energi dan sumber daya mineral

SASARAN 2
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERIJA,
SERTA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN

Penyusunan Dokumen program dan

o -l 1.259.743.000,- 1.198.891.183,- 96.25
anggaran, akuntabilitas kinerja, serta
reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputi
an Bidang Kemaritiman
TOTAL 2.750.000.000,- 2.700.779.402 98,21

Jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran
sebesar 98,21% merupakan realisasi anggaran yang sangat baik dengan hanya

sisa anggaran sebesar Rp. Rp. 49.220.598,-.
D.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penghematan Dana dan Efesiensi Penggunaan Anggaran
Rumus untuk menghitung besarnya penghematan dana dan efesiensi

penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Penghematan Dana = Dana Tersedia-Realisasi Dana J
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Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar Rp. 2.750.000.000,- - Rp.
2.700.779.402,- sehingga sisa anggaran (penghematan) sebesar Rp.
49.220.598,-. Persentase penghematan anggaran dihitung menggunakan

rumus sebagai berikut.

Dana Tersedia—Realisasi Dana
Dana Tersedia

% Penghematan Dana = x100%

Persentase penghematan, yaitu Rp. 49.220.598,- x 100 % =1.8 %
Rp. 2.750.000.000,-

Target output yang telah realisasikan pada Tahun 2019 adalah
318 rancangan rekomendasi kebijakan dengan realisasi penyerapan anggaran
sebesar Rp 2.700.779.402,- (98,21%) dari pagu anggaran sebesar
Rp. 2.750.000.000,-. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana
sebesar Rp. 49.220.598,- atau sebesar 1,8%.

Tabe! 3.6.
Perbandingan Anggaran dan Capaian Output Tahun 2018 dan 2019

Pagu Anggaran — Penyerapan Tahun 2018 Tahun 2019
Anggaran

Pagu Anggaran 709.200.000 2.750.000.000
H Realisasi Penyerapan 694.240.379 2.700.779.402
H Persentase Penyerapan 97,89 % 98,21 %

n Capaian Output 361 318

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan
anggaran yang sangat besar dibandingkan dari tahun sebelumnya. Ada
kenaikan pada pagu anggaran tahun 2019 yang sebelumnya sebesar Rp.
709.200.000,- menjadi Rp. 2.750.000.000,-
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Gambar. 3.6.

Perbandingan Persentase dan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Energi dan Sumber

Daya Mineral Tahun 2015-2019
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Tabel 3.7.
Persentase Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran

Realisasi Kinerja

Pagu Anggaran Realisasi % % Capaian

1. Terwujudnya
rekomendasi

berkualitas  di

ESDM, dan
2. Terwujudnya

pengelolaan program dan
anggaran, akuntabilitas
reformasi
lingkungan

kinerja, serta
birokrasi di
Kedeputian
Kemaritiman

rancangan | Rp. 2.750.000.000,- Rp. 2.700.779.402,- 98,21% 100%

yang
Bidang

kualitas

Bidang
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Efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan
capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan. Pencapaian
kinerja dari aspek program dan kegiatan dilakukan efisien apabila realisasi
anggaran lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada
realisasi capaian kinerjanya. Melihat gambar di atas, persentase realisasi
anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lebih kecil anggaran
yang ditargetkan dan lebih kecil dari persentase capaian kinerja. Hal ini
menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral sudah €efisien.
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A.

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun 2019 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Asdep  Bidang Energi dan  Sumber Daya  Mineral guna
mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah,
serta dalam rangka mewujudkan good govermnance seperti yang diamanatkan
oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Pada Tahun 2019 capaian kinerja Asdep Bidang Energi dan
Sumber Daya dengan rata-rata pencapaian masuk kategori “Memuaskan”
(100%). Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terlepas dari permasalahan
yang ada antara lain baik dari aspek eksternal seperti koordinasi dengan K/L
terkait dan keuangan maupun aspek internal seperti Sumber Daya Manusia
(SDM), yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian tugas sehari-hari.

Selama tahun 2019 Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral telah menghasilkan ouput rekomendasi sebanyak 318 berkas
rekomendasi yang berkualitas dan memenuhi target nilai SAKIP 78,06 (BB)
untuk penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang
Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet. Dan 77
dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi
birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman. Secara total realisasi
penyerapan anggaran pada Tahun 2019 mencapai Rp. 2.700.779.402,- atau
98,21% dari total pagu anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 2.750.000.000,-
ada penghematan sebesar Rp. 49.220.598 .- atau sebesar 1,8%.

LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam
penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana
Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan

Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.
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Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2019 ini dapat menjadi
pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa
mendatang, agar lebih optimal lagi, dan sebagai bahan penyempurnaan di
perencanaan kinerja, dan pengelolaan dokumen sebagai bahan utama

penyusunan LKj.

B. REKOMENDASI

Sehubungan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi,
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya meningkatkan
kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas aspek-aspek
dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan
melaksanakan sendiri kegiatan perbaikannya di lingkungan Asdep Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan upaya ini Asdep Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral berharap dalam memberikan rekomendasi
kebijakan kepada stakeholder terkait dapat lebih baik.

Agar dapat mempertahankan dan juga sebagai upaya untuk
mengatasi berbagai kendala yang timbul, maka terdapat beberapa hal yang
masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam
berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama bidang substansi
pelaksanaan tugas dan fungsi, rapat koordinasi, seminar, workshop,
FGD, dan forum-forum semacamnya.

2. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan
prasarana Yyang tersedia termasuk dukungan anggaran untuk
meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.

3. SITAP untuk dapat lebih mudah menindaklanjuti dan memantau
perkembangan tindak lanjut arahan Presiden.

4. Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat,
pemerintah daerah dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai
salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan
evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di public,

sehingga dapat segera direspon melalui pendekatan yang lebih proaktif.

71



s
b S

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta beronieniasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Namna : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : a.n. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

sclanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan :@ Deputi Bidang Kemaritiman

sclaku atasnn Plhak Pertnma, selanjutnya disebut Pthak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran penanjian imi, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan meclakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemantiman a.n. Asisten Deputi Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral

.W;lmgtﬁ ( legr-}-f

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si Ir. Agustina Murbaningsih, M. Si,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.

Sasaras Program/Kegiataa

Indikator Kinerje

Targst

(L))

@

()]

(0]

Terwujudnya Rancangan
Rekomendasi Keb{jakcan yang
Berkualitas di Bidang Energl dan
Sumber Daya Mineral

Persentase rancangan rekomendasd

atas rencana dan penyelenggaraan

pemerintahan di bidang energl dan
sumber daya mineral yang disetujui

oleh Deputi Bidang Kemaritiman

100

Persentase rancangan rekomendasi

persetujuan atas permohonan izin
prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di
bidang energi dan sumber daya
mineral yang disetujui oleh Deputi
Bidang Kemaritiman

100

Persentase rancangan rekomendasi
tericait materi sidang labinet, rapat

atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden di bidang
energi dan sumber daya mineral
yang disetujui oleh Deputi Bidang
Kemaritiman

100

Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Program dan
Anggaran, Akuntabilitas Kinerja,
serta Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Kedeputian Bidang
Kemaritiman

Persentase dokumen pelaksanaan
program dan anggaran sesuai
Jeetentuan yang berlaku di Deputi
Bidang Kemaritiman

Persentase doikcumen pelaksanaan

alamtabllitas ldnerja dan reformasi

birokrasi sesuai ketentuan yang

beriaku di lingkungan Deputi
Bidang Kemaritiman




Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi

dan Sumber Daya Mineral

1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan Rp.1.672.755.000,-
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energl dan
Sumber Daya Mineral

2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas Rp.212.373.000,-

permohonan tzin prakarsa dan substansl rancangan

peraturan perundang-undangan di bidang Energl dan

Sumber Daya Mineral

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang Rp.97.476.000,-
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau

dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang

Energi dan Sumber Daya Mineral
Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Rp.767.396.000,-
Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Kedeputian Bidang Kemaritiman
Total Anggaran Rp.2.750.000.000,-
Jekarta, Januari 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman a.n. Asisten Deputi Bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral

%\Wy Cashbf.l:
Ir. Agustina Murbaningsib, M.Si. Ir. Agustina (ningsih, M.8i.



1sewioyu [ojouyal 1sewou| 13ojoua L 1SEWIOU|
. 04 LNdLNO - - + T < 6702/10/0T (eTOC)OT
uep eleq 1esnd BjEoay uBp ElRE 1BSNd BjRday | Walsis eunBBuad uesenday |pans usjediveiuad
E] I
dv11s nniuepiepuluaw ymun 6T -6102/T0/0T 12d32 Jei1q YM ueWINUEWSY {dVLIS) uapisaid ueyedy Jnjue]
04 INO2LNO dide 6107/T0/0T | OZ/T0/WIIRIN/ET ) " 6102/10/0T (6102)6 dyd8 sepul] 1Sew.Ioju| walsIs Isexdy uzelindusiizg
dMdg 1ep ueyeq ledepusin ue3uap NP WUIP YO Suepig nndsq
-9 eped Q94 WNJo4 Jaquinseien ueduepun
soc 53 31 A - ueweway ( ) gy sue N ueqn yeAunn Buepy yeuel ueepeduad
12 B " £l TJ)
qesas ) JIEN T 3W02LNO \gey suelanas 6102/10/60 LW 610¢/10/60 3! Suepig nndag 6102/10/60 610Z)'8 jBUIqe) SUeIRINIS ueye|esewLI Ueiesa|aAuSd UEBUEqIRd
d d d [t
Jed=s Jedsas ‘gnyualsss Jedsas ‘gnyualsas
“qnyualsas ‘Was3ualsss & “INQaS3ua(sas
F . ‘INQS3Ualses ‘diualsas h 8T0Z UNye 13UIgey JeuelsnNRs Usueial
M ua[sas ‘UOKHIONUIWISIS 04 IW0DLNO i 6107 Lenuer g, | T0Z/T/WANEN/TT = vE'T dopsy 6102/10/60 (eT0T)S grualsas
) UOHIOHUDWSIS . eunS8uag uesenday Jauoisiny ueledweAuad
1BLUONUBLISSS . -g U0 UBLLSAS
JELIONUSLISIS
3y 1Indaq 1e4ng ‘JRWIOYUBWISSS
e uedunyBul
cm”m” ou o 212Ul BAZG
1dojounal
qeysas 3 YIEN £ 31 INODLNO 13uIge) SLIBIBLSS 6102/10/£0 8- 6107/10/£0 18U 55T ;cmﬂmm;w_cm doy 6102/10/L0 (6102} ¥ 12uIqey SLEISINRS 12quing uep 1B13u3 Bueplg 6TOT Unye u=1ziEay
: . uep weifoud euindued 13UIqe) Suepis UByER
Buepig dapsy
ueWRLEWRY J9uIge)y SHeIRIIS ueBuag Loy
qeyYsas @3 NIEeN T W1 INODLNO 19ULgE) SRS 6102/10/%0 LW 6T07/T0/L0 URYWULY 6102/10/20 (6T02)E 18UIGe) SLEIRIN3S
Buepig nndag 1suaIpny 199ys Sulyalig uep ueyeg uerpdiweAusy
6 6102/10/t0 e ——— ivisuipioay
oyuaws3s 9y 1andaq jeuns 04 3IWODLNO O)UAWSIS 6T0Z/T0/%0 | TOZ/TO/WnLBIN/S wuy ‘6T02/T0/€0 - _.m ndag 610Z/10/€0 (6102) T'T O}UBWS3S 1 ueLRUBWSY UBSUBP USPIS3Jd uByRly Infue]
-g 1leqway ueyjempelp Ley e yepul] ueSuequiaxyiad |seulpiooy edey ueBuepun
Z 1eque] 320 1P 3iM
el uewnyieway X 00°0T [Mnd 6TOT Wenuel € siuey ueqny eAui
2l 1Y TI3NO2LNO Buepig nndag 6102/10/20 {102y Buey ueun3uequiad jNiun yeue) uezpafuad
ueyejesew.ad uejess|aAuad 1edel USUER
8107 laqwasaq ueing
ueBuenay ueBuenay
(eluay) elisury euedusy 1BNsas U uodwoy/andino
= 04 1NdLNO - . - - UBp UBBURIUS.3d 6102/10/20 uep UBBURDUSI3d
-gns/andino /(1) ueleiSay eliauly Jo3e3ipul
oung ejeday oug ejeday
JueieI3a) ueleses uetede) eye ueieduwieAuad
uewnLeway 1exeseASEIN 190 HIHEUBN
qexsas 33 jIeN €041 3W0DLNO j8UIqe) SLUBIRIYIS 6102/10/20 T 6T0Z/T0/Z0 MeN 6102/10/20 (6102)'1T jauIqe} SUeIR.YIS
3uepig nndag uep uenaun|ig dels Buep UewiRWSY weiBold
6TOZ IYVANVI
TH/uapisald
3wooino/nding ™ VM \nmv_\mmm\_u:awo
uapIsal 4
uedues3d) (201 Dbi T} g/ aeiss TVOONVL VNS 1LNd3a 0dsia ._M_ i C] : an_ TVOONVYL d3asv NL ON <- dapsy |eyled
S: (1[5 = H
/andaq <- nndag ON /11nd3a /aex am\ s
<- d3ps eyiio,
NVIVdYD vavdan ALON Psv leyuad
ININSISSSY vavday a1y vening

TVHININ VAV Y3GINNS NVA 194INI ONVAID 1LNd3A NILSISY VIIINIA NYIVdYD SNMING vivd

NViIdNV




e[saUOpU| jJedoa9
nndaq yajo uodsaiiq T MM 3W0DJLNO o = - SEOZ/R0/LT e — 610Z/T0/LT (6TOT)ZE |eUCISEN BIILOY BUBIUD) OYUSWID
) ! : = ) “eAuueBuequayJiad 13Ny | Suepig andag Suepig andag : y & d} 0z
1jei( ueseyequisd [emy jedey 1peysuajy ueiode]
(woxaL ‘dide
woy|aL Uep did8 woy|aL uBWNLIBWSY woy L ‘dy LIS dapsy o) 1andaq 1euns dasuoy) 117 13
; 04 3WODLNO , s 610Z/10/L1 8T-W 6102/T0/LT uedjwl 610Z/10/LT (6102)1E i P . . . . - 6T
dvLis dapsy 33 indaq 1edns 1d ‘dXdg ‘dvLis dapsy 14 'd)dE ‘dv.LiS dapsy | "GIM 00'60 INANd "6T0T WeNUer gt JBWIN( LWOHEL
14 ueduap dvLis ueduequaduag jedey u=duEpun
JojeulpJooy
L 6102/10/22 UBWIRUBWSY 1vuige)
qeysaseM 33 JIeN 04 IW0DLNO U|GEY SUeIdNIES (IHEM|  6T0Z/T0/%T FASI 6107/10/LT (6102)'6T ueLI21UBWa) UBBUSP USPISaJd UByely Infuel| gT
ueesediquad lensas Suepig andaq SUBIDINDS |INeM
jepull ueBuequiayad ISEUIpIOO} 1edey odel
10T
- 04 1NdLNO s = - = v ‘€ ‘T dapse 610Z/10/9T (eT0Z)8C ¥ '€ ‘T dapse unye efsaury uelfueliag uedeiauad uep STOZ| LT
unyey elauly ueiede) jedey |1seH uefpdweluad
6T0T 1EwgEy
N 04 1Nd1LNO - ] = - gy oley 610Z/10/9T (e10Z)6T gyNV oJig efeday 1eLIRI2I3S 1SED{O.IE ISRULIOJRY (ef1a) eueduay)| 9T
ue|d JJOM UBUNSNAU4 depey.a) ueynseN
uejey is2uiodsugs]
uewnUEWI)
qexsas 3 jIeN €1 3W0D1LN0 1auiqey sUeRREs 6102/10/vT 6T-N 6T0Z/T0/1T jteu Suepig andaq 610Z/10/¥T (6102)8T j8uiqe) suel=uyes JNIUR JUISIT JOIOWLISY UBRIEPUS) weidnid| o1
pa uejedasiad Suejua) seiequa) yedey 193ys BulaUE
wniuen
sejey ueyeq 23eqas ulg| suepig gnds ueSuny3ur} uep Sue nd euesuag |depeysSuaAl ueeSelsay ueieysuiuad
u I g leu 3 uepig 1inda
uenndapay &y uesiedwesiq € X1 INOCDOLNO ANd pig ndaqg 610Z/10/¥T 8IN 6107/T0/VT M yo151y “Ueeyesympieday 610Z/10/vT (e10Z)LT ANd pig indaq seyequal jedey 193y Suyeug ueiedweduad 1
Buepig dopsy
6T/10/1T
“eHiey uesnieduad depels
es11d ddl/elpakuad
siusiq ueSumyyJlad -
epwad
/o ueeheiquiad uelelaga -
4o Usto uodsall ueye| - UBLIUBWR)Y uewneWwaY 1|eg ISUIACL 1P BS]11d Ueun8uequiad
nn O - - EX .
nndaa a2t ' RISNGIING N1d Suepig 13ndaQ 610z/10/01 (etocst Suepig andag uejedanlad ISeUIpIOO) Jedey LRiadE] EF
/o sy ediey ueyaquiad -
: ewein
Sujjed BA ejepuay 8T0Z/S¢
saidiad e511d s9130.4d
yrunj@Auaw e1edas uesodey
ueydeisip Buojos jjued yed
uewWIIRWSY 6107 Uenuer g - TZ npjem Suejual eped jung 525
qe3sas 3 jleN T M IW0DLN0O jauiqey suelay3s 610Z/10/T1T ST-W 610Z/10/1T ey Sue _.m andsg 610¢/10/0T (610Z)PT 1auige) slewnss uep jeAui Buejuan Suepun-Buepun usSueauedl 71
R seyequiw seleqs] Jedey UeeLESYE|3d WE|MST
ueBuenay 8107 UurIe83uy Unye| Nayusaway (LYVYINS}
= 04 1nd1no - + * - nayuay oJey “Yd 6T0Z/10/0T (6107)TT UBp UBBUBDUAIDd npedJa) efiaury Isen|ea3 uep BULONUOIN LAISIS] TT
o.ig ejeday uad euns eliaupy uelede) ejeq uejedweAuad
TH/uaptsaid
awonno/Andino ™ yvnIm Juspis Bs_\mom\_s%o
uapIsal i
uedueand)i (EX1 DI TN} | /udpisasd/qeAses TVOONVL LY2ING 11Nd3a Odsia E, SO ; QM TVYDONVL d3Aasv N1 ON <- dapsy 1eyuad ON
e 13n - 1
/andaq <- nndag ON /iLNd3d /aex am\.u qQ
<- dspsy eyiio,
NVIVdYD vavdal L ON p leyiad
AN3WS3ISSSY vavdal Jupjy uening




61/10/1T

*35p INQS uedelsay
inga|ip neze s 8qs
de1a) yeyjede (eunuenad)
Sunsisya NINNG qiseu
euewledeq ‘dels sney

uBWREWR)Y

uewnLIEWSY

wwing se uep yeAulp Suejusy Suepun-Suepun

nndaq yajo uodsang T 31 INODLNO . - - N8dV eAuiueu uedapay Suepig nndaq 6102/10/81 (6102) T'TV Suepig nndsq ueBuesuey depeya) yeyulawad uededBue) | g7
ueediytad uep ul 1ees sediw Pt : ueunsnAU3d UBsEYRqUad 1edey uesode]
3 P Y
n|ny 1se3saAul edessg "%ST
1d : yojuod IseIUAWR|dw]
oyj1sas uep Bunnuad
BA Ziey pdy uejueya
qeysas 3y owaw uexde|s
wie
weynyjod 6T/10/12 ueBuny3ur] uep 6TOT UnuE]|
we: od 1Inda - - weyny|od nda
nndaq epeday ueysniaiq EDDIIIFNGDLRNO LIS, RNCST 610¢/10/12 ity ‘sexaq AI1osIq WLIp | 42351y ‘Ueeiesimueday 6102/10/81 {eroz)zy AZHiodl < NAST J033s ueyeigay Jljod eleq LeEisdiieiuzd -
Suepig dapsy
1|leq uesuny3u
uewiIeWay R ueLUEWay yewe!r 130joux3] SISeqaq JUIsH uey|iseysusw
ueRegjUELlq T 3N0OLNO - B B z Buepig nndaq 6102/10/81 letoerty Buepig 3ndaqg SueA yedwes yejouad seyjise) uveunSuequiad EI2
uejedeantad seulpiooy jedel ueyeq uejedweliuad
n._\v_ uep :MLQOn cmw:mg SEBIA WIS seSIA NS
& mMcmE = uMmm B n_:_;mm iseuadQ nnndaq ‘sediN 1 10/ wr e isesad() 3ndaq ‘seBIN nely Ueyoy 30|g YRAUI (SELILLEIUDHISL
sed| 1sedadQ 1Inda 6T0Z/TO/8T uewilew =
wm.nn\_,_ s cmmcmucm_wo T AAIINODLNO NS ueeuBIUBIAd 6707 Lenuer T, | TOZ/T/WRUEN/OY N Suepig nndag 6T07/10/81 {6102)'8€ NS UBBUBIUSISY YBUR] Uey)nwad ueleiSay uvaSueguwaiad| gz
. NAIIS 3 d indag “¥H1 ualig -g 1eqiscip pig ! nnda@ “H1 uallig seyequay jedey ueduepun ueediiedlzg
. ma
Bndaq HH7 uSId WAs3 ‘Was3 seBIN ualiia ‘Nas3 seSi uaing
se8i ualiq 3y nndaq 1eJns
{uexyeejuewnq)
uesninday jenquiaw UBLIRLEWS) /10, ( y UELNLEWSY 117d ueSuequiayiad uesoden| 7
L — T3 INODLNO Suepig nndaq 6T02/10/L1 6T02)'9€ Suepig nndaq q v
1e8eqas 13ndaq ueyeundig
NElY UBYOY O|A YBAUI ISBUILIRIUONIZ| UELE]
= - - - i i ueyi|nuwag ueleiSa) ue3uequuaylad seyeqUIdN | €7
ueyieejuewiq T 1 3N02LNO Suepig undag 610¢/10/L1 (eroz)'se Suepig indag L 3
o jedey ueSuepun uep ueyeg ueledweAuaq
. UBLLIILIBWY &10T
qeXsaS & NIeN T 331 IN02LNO 19UIgeY SUEIaNRS 6102/70/81 e 6T0Z/T0/8T "My Suepig nndaq (6T0Z)SE (6102} ¥E 12UIqeY SURIADIRS UNyE Le1SUOPU] UEIIOUOY 313 Y00N0 URzden 44
T10Z/10/. uew EN] 4ol
[} T0/LT LIRS
ndag ysjo uodsang T %31 INODLNO . - - eAuueSuequianad T e 6102/10/LT (eT0T) €€ Suepig nndaq eJapje) Bununo Ip iwng seued ueduequaduad| 1T
° = ' uesedewsad jedey UIpeySua |iseH uesoder|
TH/upisaid
awoonp/inding ™ yvn1I /qexsas/andaq
ue3ueiala) (E3001 ‘DA ‘DN | /u2Pisald/qeAses TYDDNVL YOS 11Nd3a Odsia / ._mv_ \m:www”_.m_mwo TYDONVL 43dsvY N1 ON <- aw_.wm< 1eylaad ON
/andag <- undaq ON /iLNd3a e Bl .
NVIVdvD vavdml L ON <- dapsy |eyliag
ANINSISSSY vavdai Yy uenfng




6102/20/80
9T0Z/6 ou saidsad

uewl

1IBWIAY

UBWIIEWSY

BPUNS 3|35 UBSEME)] 1P NEIRY R jeuy ideSunung

dag ya|o uodsall = - . -
Rncea= i ERRIENODLN0 weepsy ueynsewlp Buepig indaq 610z/10/62 (T0z)'19 Suepig nndag W 1991835 JBUIWBSO3D peySu3A uelode 4
npad iueu (ul eyep
ueduena)y ueduenay oot
- 04 LNd1no = - - - UEP UBBURDUSIS] 6102/10/8C {610T)'09 UEp UBRUEDUIDd unye] ef1ay uendy eySuelay uep eAeig veseEluy| 1
oJig ejeday 3|d oJ1g ejeday uepuly ‘eay wesdold uensn UeiEdilEAuay
BYS3S 33 jIEN €11 IN0DLIN0 jauige) suelRy3s 6102/10/8¢ SS-N ORI N 102/10/82 (610265 J3UIgey SIIelan3s Vs HexJa] |ewlau) edey 139ys Suuzig
q ! A o) 19e3 st M| jueSueepuel 1p Suepig andag 6 19e st | S e Y 1393YS UL or
610Z/10/8C UBLILBWRY
qeXsas A jleN € X4 3W0dLN0 jauige) slelRIY3S 6107/10/8¢ vS-W 6102/10/82 (6102)'8S 12uIge) S1BIaRES 1819u3 UexIa ) jeusdu| Jedey 19ays Buyaud| 6€
lueSueiepuel 1p Buepig nndag
6102/20/80 - MW 0000°SE uejLISIESRUIaN
nndaq ys|o uodsang T M INODLNO - F - |SepuawoyaJ ueduap 6T0Z/10/ST {6102)9% oo, Jnpjnuiselyu) ueunduequiad uejedadad| ge
1
qeysas 3y uesode| ueydels, Ralgneed |Sen|2A3 UEp SULOLIUO 1SRUIPJOO) JRdRY UBICCE]
(uexieejueUNQ) ||eq ueBunxBul
uesninday jenquisw UBWIIIRW)Y - vewUeWsy yewey |5ojouxa sisequag Juisi ueysegdUs)y
ueSuequuuad ueyeq TAAI3NODLAC Suepig nndag 610¢/10/52 (roz)T'os Suepig nndag Sue) yedwes ye|oBuad sedjised ueunduequiad £S5
1eSeqas 13ndag ueyeunsig uejedaniad 1seulpiooy 1edey uesode
UBWNRURWIY
qexsas 3 JleN T IN0DLNO 1auiqe) sUeR.Ss 6102/10/5¢ 0s-W 6T0Z/10/5Z ey Suepig nndag 6102/10/6C (6T02)T°¥S jauige) suesss 1auiqey Suepis yido| ueinsn| g€
5 e suIgey SIS UBWRLIBW)Y nely Ueyoy o|g BAUIA ISBUILIRIUON I3 HEUEL
B)s: ) ! 3 ol 1eu N uIge) suelsl
gexsas 3% jIeN T M1 3NW0DLNO j3uIqe) SIEIRIY3S 610Z/10/ST St 6T0Z/10/ST W Suepig nndag 6102/10/vZ (6T02) €S j2uige) sKewR3s UeynWag ueleBey ueBURqUISYI 1edey usiodeT 13
uewIEWS) HESTUNYEL
qexsas 3 yleN 04 3WODLN0O Jsuige) slel=4y3s 6102/10/v2 Er-W 6T/T0/vC M1eu Suepig nndaq 6102Z/10/€T (6102)°08 l2ulgey sHeIBISS ueunyieway Bueplg Jaulge) 1BLRIBINSS LELEAET| pE
AL eund3uag uesendayl 19AINS UBRURSYR|3d LEiadE]
(woyaL
dvylis . — q
uewRpRWRY d)da 2 nndap 1ens dasuoy) ‘€37 °qIM 00°0T
[IN[HERERUIUSLL YNIUN WY=L 04 IN0JLN0 uJoj|a) 1d uep dide 6102/10/5Z 6T0Z/10/¥T "Wty 6102/T0/€T (e10Z) 8V WwoY|aL Ld UBp diidg . . : €€
3uepig 3ndaq |nyNgd ‘6TOZ 1MenIga4 9 ‘ngey "dv1iS ueunduequiad
UER d)dg epeday indaq 14ns 10Z/T/WieW/€9
-a uelesajdAUad ueseyequidd ledey ueBuepun
ueLEWS) 19uIge) dVLIS EpEd UspIsaid
QeNsISBA 3% MIEN 04 3W0DLNO Tauigey sewayas |pem | 6T0Z/T0/ET LeW 6T0Z/T0/gT Wiy 6T02/10/€T (6102 LY . 11)ce
Buepig nndag S1IE3RIY3S [INBM ueyeay Infue] yepull ueBuequiayiad Ueioce]
N ueLLIEWaY ] G-a) [euCIsEN [AiaU3
yieejuewiq £ W INODLNO Suepig nndaq 610Z/10/22 {s102)'9% uemdQ eindyied Buepis ueyeq ueleduiEAad 1€
EENENRT 19UIqe) SUBISL T10Z/10/' eu ) o . ng seo uep yeAuin Suepun-Suepun ueSueouey
3 e - 1 . 1gey suejal
qeysas 3 HteN € M INODLNO IqEX S %3S 610¢/10/€C SeW 6T0T/TO/ET ! 6102/10/2C (6102)'S¥ 12UIgey SKeRnes seyequBI selequa] tedey ueyeq ueredweAuad [0}
MIAN 000'SE uedjuIsteBeuaa)
ueyieejuBLIQ T 3% IN0DLNO - . - - T 6102/10/22 (eTOZ)£P - Inpjnnselyu| ueunduequiad ueledadiad IsenjeAl| 67
L uep BUlONUOW ISBUIPJOCH 1edey 39ays Fuusug
Iy/uspisald
awonp/indino ™ 4vnian /
) N/uapisaid /qexsas/undaq
ueduesald) (E31 ‘0N ‘DIDH) | /udPIsa1d/GEASS TVOONVL AvHas 11LNd3a 0dsia eysas/1nnds, TVOONVL d3asv N1 ON <- dapsy 1eytiad ON
/andaq <- nndag ON /iLnd3a /o= nmm\.um 3 :
<- eyl
NVIVdYD vavday NLON psv fequad
ANIWNS3ISSSY vavdan Jyyy uenfng




610Z/20/80
saidiad wupjip BuA (sJedoeD) wng UELUEL
UBWIILIBWSY ueunuRWDY
nndag yajo uodsang Z 91 3IW0DLNO - - - J1eyjep wejep ueyyequel 6102/20/90 {stoTYLL ueSuequaBuad Buelual 6TOZ UNYBL 6 JOWEN| §
Suepig Andag Suepig nndaq
eAusaidsad wupIp yJedoasd o o usplsald ueinielad 1snqLIsIQ Uep SELaLE10
epe SueA yeAejim Buojoy
ew UBLIIELIEY [T e uEyuls||Edeuziay ualig vep
ueyieeju 1 - - . = .
Mieejuewiq T M1 INOOLNO Suepig andaq 6102/20/90 (s10Z)9L Suepig andaq 33183 Uslid UEBUSp qexsas UeNWISLIad Ueyed 4
< exso - ) exso 5107 uenuefr oT-p1 (2E2us; sfoguiex
35 3 ! g .
qeysas ) JeN T X3 3IW0DLN0 qeysas 6102/70/80 LN 610Z/20/80 %! suepig andsq 610¢/20/90 (6T0Z)SL gexsas o3 WQS3 Lawa eliay uesuniuny Heieue €]
oY //Isutansd
6102/20/80 Jewoyuaw Sunyd - <
daq yato uodsaig T X4 3N02LN0 - = = 1eJns ueysnuisnisw i 6102/20/90 (e102)'TL s TT1p (S17d) UEBUMIBUI ELIEY i 4
L Y ) 1ndag Suepig nndag siseqJag 135} Ipelusi yedwes yeiosuad
}NIuUN eARS INWI3Y
|se|e1su| ueun3uequag ueduequiadad uzsode]
6102/20 /un eIsaUOPU| 3JEA
qeysaseM 20 qgeysasem 29 uoy3
geysas 9% JIEN £ 31 IWODLNO , 6102/Z0/10  |iue/gensas/6ld, 6102/70/10 "ueynly qedsas 6102/20/10 (s10Z)0L i Ld 1Se1saAlp weyes ueyijejiquieduad| T
uo¥3 o)UIWaY ‘qeysas oyuawa)y ‘geysas
/(6102)'29-W uenyeRW yniun uesednuad leLIN
6T0¢ IdvNyg3d
wizepy uedunydur]
uep 13ojouyaL &3
qexsas 3 jleN T 3IN0DLNO jsuIge)y sleIasyas, 6102/20/10 T9-N 6102/20/10 ueynly uep umm_‘m P 610Z/10/1¢ (6102)'69 jauIge) suelRanas, Jejos uejer ndwe uep 6T0Z UnyeL (SHS) waisis| gy
. - aWoH Je|os ueBurisuag uenjueq UBLOYOWLISd
Buepig dapsy
UeWRLEWSY ET0T UNYEL (Il j1exeny
qQeysas 3 JleN TM13IN0OLNO jauige) sielaiyas 610Z/20/10 65-IN 610Z/20/10 uenly aue _m andag 610Z/10/1€ (6102)'89 18uIqB) SURIBNES se uep YeAUIAl NINH BYes uelelsa)y Led S| 8y
R ueSungeo ueduena) uesode JuNYssy3 usseyIuiy
(3uedos9) lwng uewe] ueguequadusd
URWIIIEWI)Y uBWIBWIY
uexpeejuewiq T O IWO21NO - = r 610Z/10/0¢ lueBueiepuelp suepig nndag 6102/10/0€ (610229 Suepig undag Suejusl 6T0Z UNYEL 6 JOWON U2pIsald URiMieiSa) Ly
G o ueBuepunBuad ueuoyouLad uzisdwehusgd
a10L
= 04 LNd1No = = = - gYMY ole)y 6102/10/62 {6102)°99 Wiy ole) unye| [esaully eAeq Jaquins uep 1813u3 Buepig| oy
nndsq uaistsy elauy uesode ueigdluEAusy
ueuey|lJad UBLERLDY
USpISald UBJIpEYN Nz
- €1 LNdLNO E - - - uep ueine|a) 6102/10/6T {e102)'s9 uep ueineg|ay 154
JueA 1Z1au] Suepig ueleiday/eledy uensn SHHIEN
Buepig dapsy Suepig dapsy
uewIBWY UewWILIEWSY [ ENE]
uexjeejuewlq € 31 INOILNO = - - = 6102/10/67 (610Z)¥9 i24
Suepig nndag Buepig 13ndaq JNP{NAseIUl NE}IS] 192YS Buljaug uejedweAusd
6102/70/80 B3esimued
e} eAep ueyipelip 610Z unyel [Nyl
Lewa)y UBWRLIEWSY
nndaq yajo uodsaiid T 3% INODLNO - - . yn3un yeuagiag/iuesuenp suepig undaq 6102/10/6T {6102)€9 Suepig nndsa 3omIaN edoaD Jlyded BISY wWnisodwis iz| ey
e1293s yuedoad Buosopuaw A o uedelsad 1seulpiooy ledey Lipeyduaiy LeiodE]
jnun eAes INWay
Ti/uapisaid
awo3no/nding ™ qvaini X Jaexsas/andag
uapIsal E
uedueinL) (EXH1 20H DA | /udPpisaid/qeAsss TYHONVL LYUDS 11LNd3a Odsia / ._M_ \mw w.a:nﬂ TYOONVL d3asv NLON <- dapsy |eyusd ON
[} ¥ H
/andag <- nndag ON /iLNd3a b= nmm = 9
<- eyl
NVIVdVD vavdax NLON P |eyuad
ININSISSSY vavdal Ay uenfng




610z Uerugad g4 ‘NQeY
WQaS3 ueusjuaway) 1p (4OA mesul) sebin

6T02/20/ST Hewa) nNy/Wwng ses uep YeAuly Buepun-buepun
253 - - 53 N )
qeNsas 3 JIeN T 3WAI3INODLNO geysss 6102/20/ST L6t e ‘6102/20/62 pireqiad andaq 6102/20/61 (6T02) 10T qexsas uebueouey depewss] yeluLRWad yedeBBuEL JAS
ueunsnAusd uenfue LESBEUEqSH
Buejua) 1/ ISBUIpI00Y jedey usioda
et 510z uenuer 0o-6Z [E0EUB L BWOY
eysas 3y Y8 )52 1eu 5 eysa
qexsas ) JIeN T IN0DLNO qex)sas 6102/20/22 £6 W 610¢/20/2Z N Suepig nndag 6102/20/8T (6102)1°86 qeysas o% INAST Uolusy elioy uebunfuny) ueiode] 2
810z v.L uebuenay ueualuSIS)
(LVINS) npedial eliaury iseneal
- - - - - nayuay oJe ¥ nayuay oL TNy
04 1NdLNO 23Uy oJey 6102/20/ST (eT0Z) L6 DUy OJEN uep BULOJUON WAISIS Ueis| eped efiauny ST
ueiede) ejeq see uesefaluad ueledweAusad
preuiniEL sl X LELI3IeLe] Buepig | :Emmm:mvmw EAEm.r v:mwhmu..__mﬂwv_
E 04 LNdLNO d Suepig nndaq 6102/Z0/t1 (e10T)S6 Suepig andsq pig Ip Y Uep (gXy) ueut d| vt
e(19) BUBOURY ueledewadd, 0D uebBuepun
w
ndaq 1eans u:mmﬂowm\m%\ _ 6102/20/0T UBLILBWY ( . vewnLewsy nensis eqo) iEHiEY
uep andaq yajo uodsang T34 3N0DLA0 HeN/a v_mwm\mmoo eAes [NWS) BPIA "IPS Buepig 1Indaq 6102/20/4T 610z)'e6 Suepig nndaq 3edoaD 1SeuIIOjU| 1eSNd UBIWSI3d ugUOYOWISd €t
uewnueway ueizendspay ueueyLiad ueuead
|BdauIN BAZ(
1p 15e|1dwoy ueyeq T 1 3W0JLNO - - - = uep ueine|a) 6102/20/%T (6102)06 uep ueineay = 1
Jaquing uep 1313u3 Bueplg uele89) uep WielFoid
snun uie| dopsy uexeun3ig Suepig nndaQ uaisisy Suepig indag ualsisy
uexjeeyuewlq
o I (MINOOOTXT) I deyel 1suedsy3 dedelid NLTd
uesninday 1eNquISW uewjLEWY uewIIewIY
T M1 IN0DLNO = - - x 610¢/20/vT (6102)'68 BuluoIsiwoy ueeuesyejad uep (MIN 099XT) 1 deyel| TT
ueSuequyad ueyeq Buepig nndaq Suepig andaqg
1suedsy3 dese|i) N11d UBILSIIad UBLOYOWIRd
te8eqas nndaQ ueyeunsig
- " e = - yuIst] yuel uetensaAuad uep elepn |sepodsuel]
|2 - e uedunqnyl s R e
gedjsas ) YIeN €M INODLNO qeysss 6102/20/2T 9L 6102/20/2T ! qnyJad dapsy 6T0¢/20/€T (6107)°88 geysas JuEg ueyeligay UeNID) 193YS Suyeug ueredweAuad [
610
u wodss 6T02/20/8T UBWIIBWSY uewieway ueniga4 6-£ |e83uel eandesuis 1p ‘(sA3) S2PIYSA
1nda 2|0 UO! 3] - - - -,
andad yat 'd DI IN0DLNO qeysas 23 owaw uexdels Buepig nndag 6102/20/€T (e102)'98 5323|340 193[01d 10]id USIA O3 UoREUAL] nmy1suaN &
ejSuel wejep seulq ueue|efiad 1edey ueitode]
) K 8T0T UnyeL o5y
- 04 LNd1No - - - * guMv ole)y 6102/20/1T {6102)S8 UV 018 8
LeueSUBUa4 BUBDUSY SEIR NIASY UeledweAusd
6102/20/8T
qexsas B uewnyeway (seBuN Hd8) wng seo uep JEAuIA
= uep daq Us[o UOdsaAQ T I INODLNO qexsas 6102/20/81T £8-W Nleu ‘6102/20/8T Suepig nndeq 6102/20/T1 (sT02)'€8 qexsas A 328U Uepeg ejedoy ISUBIPNY HELDYOULS L
AT : : eARS INW93 NAueq Yed o ped ejeda) IsuBlpny WEUEHE=E=S
uewIjLRWIY uelIUEWSY ord
ueyierjuewiq € Wi INWOILNO . . » - 6T0Z/C0/ET (eT02Z)8L uolepUe UBRUES)E|2d BULIOIUOW UBSBUEqUWRd| 9
Suepig andag Suepig nndag
1seuip1ooy 1edey ueyeg ueledweAuagd
Ti/uspisaid
swonnp/ndino ™ dvnia
oy TI/uSpIsld /aeysas/undsq
ueduelala) (£ ‘DDA TOH) WiSpIRAa/aeIses TVOHONVL I 1LNd3a Odsia eysas/1anda TVYDONVL d43asv NLON <- dapsy feytsad ON
/undaq <- nndag ON /LLNdad faex nm\ e ’
<- d3ps’ eyl
NVIVdYD vavdax NLON psy feyuad
AN3IWNSISSSY vavdai sy uening




6107 NEdY Leeuesye|ad uep

- = = = ' dal - ‘e 7 dopse
1Nd1NO NWINE t ‘e 'T dapse 6102/20/ST (6T0T)S2T v ‘e ‘T daps (d4) yesuuaLay elisy euesaY, A9 uesuepun 6z
1eJBg BME[ ‘SUnpueg Ip USLWILBWSY
wiJ e s Buepig nda un uesess 2
- “ - - I " [} e esdu
1Nd1N0 NWINg 6107/20/5T Wiy Suepig nndsa 610¢/20/5¢ {s10C)bTT Suepig nndag pig undaQ 6107 unyel v WER| 8¢
el1ay euesuay ueweleuad eliay Jedey uESuEplLN
ole " - 6TOZ Unye) uBLLIURWLIEY
- 04 1nd1NO UiV oJex 610Z/20/s¢T (sT0Z) 7T gy oJex Suepig ndag eliaury ueiiuelad LEedwEiusd Lz
uewljleway UBWIILIBWIS)Y uewnuewsy Sueplg 13Indad 6T0Z UNYeL (Md)
E - - = ) -
11d1NO0 NWING 6T0Z/20/ST PRI, Buepig indag 6102/20/ST terozyott Suepig nndag eliauiy uetfuellad ueueSuelepueuad ueUOYOWIdd i
wie uesunysun wie ueduny3un
uewyleway ueendapay . . 6T0Z UnyeL d)Y HeEp
1p Ise|idwoy ueyeq T M 3W0DLNO L = - - iisie 6102/20/7T (6102)¥1T LR wnuessal wnfaqg Bueh 6T0Z UNYEYL |eJaUIN BAsT| ST
P _.n_ Y s ‘ueplesimieday & ‘ueelesimueday ) wep 815U 8 s . m?
aquin ep idl u {} U wergoid
3n3un ue) dapsy ueyeunsiq Suepig dapsy Suepig dapsy quing uep 1813u3 Sueplg UeIRI3a) UBP 2
uefer
6102/20/ST uewRRWIY Lewsy
1nda@ yajo uodsallg T M1 INODLNO : - - 6102/20/1¢ (6TOT)ETT 1sepodsues] Ymun juisi] Jojouag LEEIBDUEM| ¥T
qeysas a) owaw ueddelsip Buepig nndag nndag
saidiady ISESI[RUL ISBUIPIOOY Jedey usiodeT]
(uexieejuewiq)
1ejosol uenenday| ueyedngey Ip MIN
uesninday lenquiaw . uewnLeWwaY UBLWIUBWDY e ueLnBUEaD
ueBuequiniad ueyeq T i 3N0DLNO Suepig andaq 6102/20/0C {eTOZ}ZTT Suepig nndsa GZ nexg/uep MINOL SWLTA quiad| €2
ssaiBold Buwojuop ISeuIpIooy Jedey uesode
1efeqas nndaq ueyeunsiq,
Isewioju] 130|0uUN3 L 1sewsoyu| 19ojouNaL (pedoz9) iing uewey uebuequiabuad
= 1Nd1NO NWING - - - = 6102/20/0T {610Z)TTT Buejue) 102 UNYEL 6 JOUION USpISaId | Z2Z
uep ejeq iesnd g|eday uep ejeQ 1BSN4 ElRda)
ueinjelad yseN uep sexpag ueledwedusd
8107 UnueL [eJeuI 24ed
- 04 LndLno = - - - YV odey 6102/20/0C (6102) 0TT YNy oe) Jequng uep 1bisu3] Buepig nndeq usiEisY| T
eliaury uesode uedeybusje)| ueEdwEALS
{uexyieejuewiq)
EISSUOPU| UBlIRSSd IP SBD
UESnI[dSIEnquips - e g by uep uebunfuy ¥exia} ISebIneN UBIBWESSS!
uesuequiad ueyeq T 1 INODLNO Suepig nandag 6102/20/02 (eT0Z} 20T Suepig nndag P Uy Nexal ¥ IAEN LE] | M| 0T
uelepusbuad 1seupiooy jedey uelodeT
1e8eqas undaQ ueyeunsia
610Z/20/0T eisauopu| Yedood
UewWIBWSY uew By
1ndaq yajo uodsang T 241 3W0OLNO - = - qexsas 3 iz uexnfe uep 6102/20/0T (610Z)°90T Suepig nndag JeuoiseN ejiwoy Buejus) oxusuiad| 61
eAuueBuepun ng8uny a0 o 1eiq ueseyequiad jedey uipeybuspy ueiode
BIESIMLIEY UBWISSS - BIeSIMLIE] UBLISIS . ) " UBLLAUEURM
) . ; . uepig nndaq exw ebzqusu EYERES
ensipe 10dLNO NYINg A g 6102/20/1T | 0Z/7/WiaLeN/TpT L 6102/20/07 (610Z) 0T priued uelhzs a3 cmwmww comu “.ov_mw ,wxcm.m_rwww kumamw 81
d uafyas ‘ EINES . ‘ e d BEINEI INE] N .
1415199 INAaQ _INs Mu.wm dXNU3BES a 6107/20/0T "1l BJJIW OYUBWS3S 23S “dANUslyES 1WSaJ WE18D EiDapEWNTDD|aE LAIEING
JRLIOYUIITY uep oyusway ‘IRWONUBWN
uewuiBuad ueuoyouuad
TH/uapisaid
awodng/anding ™ L /
R /uspisaid /aeysas/undag
ueduesala)i (EXM1 201 “TDN) | /UBRISDIA/GRASSS TVDONVL LYAI)S 11Nd3a OdSsia eysas/unda TVOONVL d3asv N1 ON <- dapsy |eyused ON
() = 4
/andag <- nndag ON /lLNd3a /aesas/undag
NVIVdYD vavda NLON <- dapsy {eyuad
JINIWSISSSY vavda Yy uenfng




UBWRLIBWIY

uewnueway

610Z /BN
T - o4 £z |eS3ur) ‘ueie|as ealo) JOION EpunAy

e . - d F
nndag ya(o uodsalia T 11 IWODLNO 6102/€0/ST DIt 3uepig anded 610Z/€0/90 (6TOZYLST Suepig nndsq 19103 (7RY UEP JUEld UORINPOL 3y LESunILny z
qnyiBuapy eySuey wereq seulq ueueleliay usiodey
3. [ 15|
n &l 0ass. . = 4 B B
nndag ys|o 10 04 3IWO0DLNO 610Z/€0/80 Suepig nndag 610Z/€0/80 (610Z)'9ST Suepig nnds@ IN|BISIA UBPISal4 UBYRYHY Infue Yepull (05| T
eAes (NWB) BSE|IS 1npasoud |euoiselad( Jepuels WQ ueleduiziuag
6T0T L3UVIN
(uexieeyuewia)
uesninday 3enquiaw uBWIUBLIDY ( . ueweWa)y 6T0Z unye| uewnuews)y fuepg
ueSuequiuad ueyeq 043NODLNO Suepig nndag 6T0z/20/L2 610z)'eST Buepig nndag nndaq el1ay 1edey uep Qo4 |IseH Infuet yEpull &
jeSeqas 3ndag ueyeundiq,
W1
e — eSeus) UBRIPSAUS YNIUN UBYNIBGIS| UBQ UEE
ndag yajo uodsaug T 331 IWO2LNO - E . pjequediq 6102/20/L¢ (6T02)TST mcmv_.m ey 1813U3 UR)BRJUBIBG YENIDL WNNH ISEN|eAZ ued| OF
o sis)euy 3nfue yepuil 3edey ueSuepun yexseN
uep ueseyequiag dnysur] Sueny ueledweAuad
(uexaeeyuewiq)
uesninday 1enguaw uew eWway SISSUORUILEIBISAIIR 220 ZRE
T 1 INODLNO = - E . 6102/20/LT (6102)8YT - seAuynl ueBunluy uedxua) seBINeN UEIBLIEESEY| S
ueSuequiuad ueyeq Suepig nndag
uel|epuaBuad UOISSNISIQ ANCIY SN0 LELSTET]
1e8eqas 13ndag ueyeunsiq,
{uesjpeeyueunq) ,
uesninday 1eNquIaWw uew|juUeWSY uewjIeWwa)y 610¢ Ueniged ve-Lz [20buE) eleg exieung
04 3W0DLN0 . = 2 = il 6102/20/LT {sTOTYLYT o oy [eJouI BARQ Jequing uep 1Bou] USUBIN| ¥E
ueduequiyiad ueyeq Buepig nndag Suepig (Indag
eAA LY ueBunluny nnyiBusiy uesode
1egeqas 1inda@ uexeunsiq,
jeleg emer JoSog Ip 6107 LEMIGES
- 1Nd1NO NWINg = < - - WQs osEy 6102/20/LT {6102)SPT INQS oJely $z p's £z |eB3ue) eped ‘yelunBwad ese/3usieg| €€
ueyiiejad ueieiday ueloden Leisduiziuag
6TOZ UNYEL Al UOI3s3 - || UOJDS3 2497 LELLLELLDY
= 04 1ndLNO : = - - Uiy o1 eeday 6102/20/LT (eT0z)OPT guv oug ejeday Suepra ndaq elisuly Uellueliod UeieduieAusd [4
‘efes Jeduawa
mHON“M“MHMm:wE ueh A I (3edsco) 1wing vewey ueduequeduad
P Je
1ndaq yajo uodsall - - - - Buequs UNYe] 6 JOWON U3pISald UeJniesd
1undsq Y3y a T Wi IWO0ILNO ehedns gexies eAuyelel Suepig nndag 6102/20/LT (610T) TET U3 6TOZ UNYRL 6 N uapisald lel3d| 1e
d |SesI|eISOS euRdURY Jedey WIpRYSUSN LEIDHE]
/n epim nq 73 jaue Yed T .
NG usLliijEiisy SuspIg
- 1NdLNO NYING - = + 6102/20/97 ninmas Yo mcmn_m andaq 6102/20/92 (6T0T)8TT Ip 6T07 NEJY Ueeues)e|ad Uep (d)Y) 4Eiulawad) oF
il ef1o) BUBOUSY, (D4 UerseB3Us[aAUdd ELEILEY
TH/uspisaid
awonnQ/indino o Yy 31/uspisaid /qexsas/undag
uegue1ais)y (EXH1 DI D) | /U3PIS2Y/GEASDS TYDONVL AV 11nd3a Odsia \nmv_mwm\musnwo TYOONVYL d3asv NLON <- nw_wm< leytiad ON
/nndag <- nndag ON /1Lnd3a b : o
<- HAUEE
NVIVdYD vavday NLON p feyiiad
AN3NSISSSY vavdax Yy uenfng




6107/€0/2T
aljoysyo eliy yeAepm
e1ad ueyyequweyp npad
nndag yajo uodsang T %1 INODLNO . : > ‘uedegBue; uexjedepusw 6T0Z/20/ST (610T)9LT g ueLIkEwI2) UEPIS WaS3 Joes L5} T
el yat : Suepig nndag Suepig nndaq ue|nsnSuad Iseulp1ooy 1edey Lipey3uajy uesodeT
yn3un ueadwe|p
e1ad 31| siwey Ley
jedes ueguepun ueydels
cmMcwxMva_ww_m:“M,mE R Buns3ueq uejerjuBWad YNIUN
nini -4}
” - - - W o [wNg SEUBd UBIBRJUBWSY SUBIUS | YRIULISWS
uweSuequiad ueyeq TN13IW0ILNO Buepig indaq 6T0Z/€0/ST (610Z)SLT Suepig andaq wng d UBJERY! d JUS ) Yejul d| OT
ueinmelad ueSuesuey [sesiuouey ledey uesode]
1eSeqas 3ndaq umyeundiq,
{ueyieeguew)q) uele[ iselodsus:|
uesninday Jenquiaw JeWIY [FENMIELIEN N3UN 1e431eQ SISEqIIg YUIS JoiDulEg
it T 31 IWODLNO - : z - 610Z/€0/90 (6102) vLT K 3
ueBuequipad ueyeq 0l & Suepig 13ndaq 2 Buepig indaq ueeiepua) Wweifold uejedaniad Buelus) uEpsas
q Y ) P! {s24d
1e8egas 13ndaQ ueyeundiq ueINjelad ueBueduey UBUNSNALSY LESUEDWEISL
(uexyeeyuewiq) e
uesn3nday 1enguisw uewjRWRY UBWLEWSY S
- - - - o i €10 1wng ses ueduner ueunduequiad ueFueEde]
ueSuequipad ueyeq T 41 3W0DLNO Suepig 1andag 6102/€0/90 {eTOZ)ELT Suepig nndaq 103 [P lng seH Ler quiad 4 Eil 8
uene[ujuad uep Iseulpiooy 1edey uelodeT]
1e8egas 13ndag ueyeundiq,
(uexzeejuewiq)
uesnindsy jenguiaw uBWILBWSY i 19 0€ > uey| |edey yn3un 1pIsqnsiag NEd
ueBuequiuad ueyeq TANINODLNO Suepig nndag 6102/€0/90 {sT0z)'85t Buepig Indag 1sexojy UryequIEU3d IseulpJooy jedey uelode &
q Yy P! P! X Y P:
1eSeqas nndaq ueyeundiq,
ueyu3siedeuala)y yaAold weleq WadaN WejEd
nndaq jedes UBLIELLDY UBWIRLBWSY
T 01 IWODILNO . 2 * 2 6102/€0/90 (e102)°£9T 3nposd ueeundBuad uedsa) BupsauiBul apuignil] 9
ueyeq 1e3eqas ueyieejuewlg Buepig nndag
e 1d UBP SWVYJYV Iseulpiooy jedey ueueg
Suequiajed UNZ YL |9I0H IP 6TOT 1#EN
UBRLIIIIBWDY i uRWNLIEWSY g “18,WN[ ‘| UBlEBjUBWIRd IN[RIIN 13UIge) Buspis
B3NN Buepig 13ndag 6102/€0/90 teToz)vat Buepig nndaqg ueele88us|aAuagd seljeny ueieysuiuad (1oxey) a
1seupJooy Jedey ueleiday nnyiBusy uelode]
|eJaUlIA BABQ J3GWNG
o uep 1813u3 Suepig Indaqg u33sISy Wep 6T0T
E . % E ole B e
04 LNd1No YNV oley 610Z/€0/90 (6102)€9T Y oJey UNYEL 1UIGES 12LIRIBIYES ISE{OIE ISELLIONY 14
SUIA ¥9IND UESNINIS BUNDS UBYNSEIAl UBp LalEg
(ueyjeegurLIQ)
uesninday Jenquiaw uewjeway X sJedoso ueejojaduad siLEL
ue3uequnyad ueyeq ERNFNOLNG ) N Buepig nndag 6102/£0/90 leToz)zet Buepig nndag UBWIOPad UeunsniAusad o4 eydusy uEinde] e
1e8eqas 13ndaq ueyeundiaq
THi/uapisald
awodinO/indino ™ yvniad 13/uspISald /qexsas/andag
uedues) (£330 ‘201 ‘TN | /uapisasd/qersas TVOONVL VS 1LNd3a Odsia s Wnu:nw IVOONVL d3asv NLON <- nw_".vm< ON
/nndag <- indag ON /ILNd3a /aex nmw iy a
<- 2yl11d,
NVIVdYD vavda NLON psv 1eyrad
ANINSISSSY vavdai Ay uening




uewUeWwsy

6107 3218 P/S 10T 499OMO NPBM UTHNH

qesysas 3% YieN 04 INODLNO 1auIge)| SLEIBNIS 6102/£0/LT SET-N - 610T/€0/L2 (6102) 00T jJauiqey sLeIa.as uewnuewWay Sueplg Ip elia) IBulgey waFois| Zz
-weiSolq uep JnynIIse U] ueunduequad EiEg
6102/€0/87 upywuNIa
595 184 - - eysas 1edns | 6T0Z/€0/LT "llequisy Jie — 6T0CZ/€0/LT (6T0T) 86T e 17
gedses 3eins T30 3N0D1N0 GEAs ) Suepig nndag Buepig nndag ualednqey ) udplsald ueSunfuny ueuoyowiad
yera) gedsss ejiqedy ey
uewijeWSY 6107 1348 P/s £T0OZ J290W0 NVEM UMM
Geysas 3 JIeN 04 IN0ILNO JuIge) SURIBINSS 6102/£0/9¢ SET-N - mcmv_.m. I 6102/€0/9T (6T0T)€EBT J8UIgE) SURIaRS ewa) Buep)g |p elay 1auiqey wesdoud| 0z
o ~weidold Uep JnnuIselu) ueunduequuad B
6T0Z/€0/9C 4
ndaq yajo uodsang T %M IW0DLNO : ] . "IN 1es3[RS GRS g 6102/£0/ST (6102)°06T —— SEqLUBHBRRISINEEY 61
B ) o Suepig nndag uazednqgeyip wqq odap uelipuad UBUOYOWISd
¥ed Ye|239s Wuniag ey
nery uemamdsy
6102/€0/ST |SUIAOJ |P JEN|J3L uep uedapial UBi3ED
d dss wpsausw neye sediw uewIieWwa) uBLIIRWRY -yesaRQ (YLISIT BABQ UBYEQLIBLRY UBP WEE
3|0 uodsall . - 3
hndaq y3re . TAI3NOOLNO Hdq 23 eAuieans ‘wnjaq Suepig andaq@ 6102/€0/5¢ (etoz) 681 Suepig nndaQg £I0NY UBYBGWEUSY INJBISIN 18J3U3 SELIGS35Yy L
neje Yyepns Age)sas jeins ueieyFuiuad) UBLIIIBWSY UBUNBURqUIS]
uejedaniad 1seulpiooy 1edey uesodeT
QST Buepiq 11E4433
uew3lIeuISY ueiendapa
e[1dwoy ueye: 1 uesdunqnyJad dapsy 6T02/£0/7C (610Z)£8T uedungnylad dapsy BTOZ Jaqasaq 'p's TOZ UnueL ehay 3ugey T
1p ise|1dwoy ueyeq NN INOILNO q P q P eAwmUSqP efos 10UIGEN BUBpIS eped LUBpIsRie L
yniun ute| dapsy uexeunsid
ueyery sely infuey yepull uejeifay| HEsUEIUaAY
3uIsi] WjBuequiad ueunduequiad
il J ynuadip i uewleWwSY ymun uadan wejed ynpoid ueeungduad
nndaq ysjo uodsang T 3WODLNO . = ehu NOLL Sunuad Suek 6102/€0/12 (6107} 98T Suepig andsq JeI3L ISWYdy Uep Bui3uiBu3 opuranL 9T
211D Ld BUBIUIY UBSEYEqWId 1edey ueiode]
. 1¥NNYIN NYSNdYHONIA
qeysas yIeN 74 3W0OLNO jauIge) sHedas 6107/€0/12 STT-W 610Z/€0/1Z ey Suepig andaq 6102/€0/1C (6102)S8T jauIqe) SHeRNSS NYQ NYONYYNONId TYNOISYN ISHY YNYONIY| ST
o ONV.LNIL NIQISI¥d NYHNLYY3d NVONYONYY
uewnueway uenendapa)
0y ueye! T uedungnysag dapsy 107/€0/0¢ (6102 Z8T ueBungnyiad 4psy 6107 unyel |JauUllN eAeQ J2quins -
W = - -
o A ueEq DA INOOLNO an4 = & 4 P uep 813u3 Suepig nnda(Q uslsisy eliay sustuay
ynjun ule| dapsy uejeundid
6T0Z/€0/TT 3e ISUOPU] URIIRII IP SBD uep YeAulN weBunluy,
UBWIJUEBWSY ROLITEN]
nndaq yajo uodsaulg €131 INODLNO E = = yisew Jueh IsesuBIuBAUL Suemg nnda 6102/€0/0T (eT0Z) 18T Suepig nnda HeyJaL IseBIAeN uBjRWE|3sR) UBIEPUIBUSd | €T
I n
1p snuey e1ad ‘sa Yo RISIRNEST pig Bnca yexJa} ueinfuel (seutplooy jedey uesode]
nd 10 wodsaul o UBWIIBWSY UeLNIIBWDY seBIN Hdg e|eday ueBuap 1Ruigey
nnda - = = sieu .
nndaq ya a £ 331 IW02LN0 6102/0/07 ! Suepig fndaq 6102/€0/0T (610 LLT Suepig andsq sueranas ISUsIpnY 1994 Buyaug UsisdiieRuad 4
H/uapisald
awo2no/nding ™ 5L aRE V] = Jqeisas/andaq
uapisal Y
uesuesa1ey (EXDH N “TIH) | /USPISIG/ARNSIS | (o, | AVEDS 1LNd30 Odsia s g | weonvy |- azasvaron < dapsy oN
/andag <- indaq@ ON /LLNd3a /qex am\ nndag
<- aopsy ey,
NVIVdYD) vavda NLON p leytiad
LNINSISSSY vavda Jyyy uening




ndweFusg ) s
1ndaq ysio uelIRRWSY 6102/v0/T ndaq 2y ows N jeptL SueA uejeqer ymun 6T0Z Unyel (42)| v
|ueSuejepueyip uep uodsalidg 04 2WoNN0 - 3 = 610Z/v0/0T PRIP Suepig nndag 6102-4dv-S0 -WIBUBIN/EZTON elauly uelfuellad ueBuBIEpUBUS] UBUOYOULID]
1senjong
1seusioyay uep YNV 3 OWIN €
el1auly sexiqeIunyy 6102/70/T 2107 unyeL uewnuewsy Suepig nndag elEuiy
guNY o1g Y3|o ueieejuewIqg 04 Wwonno - - - - ouig ejeday 6T10Z-4dy-20 -WwUew/zzzo’ N uejode] uejenyy uedeyBus|ay LEEdLLE AU
uewBWIY
Suepig uenndapay jeulalul 1IndaQ 3% oW 2
Jedes ueSuap nfuepiepulIp 6102/v0/C dvils
uep 3ndag ysjo uodsaliq 04 2WonN0 - - . efes ueyjedesiqg 6T0Z-44v-20 -wnuew/0zz0 N 40S W HERID] UBYNSEIN/UBIRS LEEILILLIZS
uoy3 610Z/v0/T MNGU0Y3
uep YA ‘Wejnyiod WOLBA/OSZO W wEnod doq 93 Oy \undag ef1ay eany eBequia/uenaluawa) Uaplsald T
qeysas a4 yIieN T awWwonnQ Buepig nndag 6102/20/v0 ZPT-W BTOT/v0/T0 WuMIp Suepig nndaQg 6107-4dv-20 ueyely InfueT yepull |iseH uriode) ueiedadiad
6T0Z 11udY
ey uesuny8un e uedunydun
uewews) uenendapay nWasa
uep 13ojouya) uep uep 190jouya] uep
1p 1sejidwoy ueyeq T %1 IWODLNO . . - - 6102/€0/6T (6102} LTT Jopyas 1p seyequa] jedey/euindued 1pulge) BUERS| 9T
1951y ueejesimueday 1951y ueejesimueday
jnjun ue) dapsy uexeunsia Suepig nndaq UasISY eped uapisald ueyely Infue seputl uejedweAusd
6T02/v0/20
“gAes [NWay "uIp
ueyedaouad ueynyejpw
da odss epwad Je3e sedal yiqaj UBWIILBWBY uewillJewa) BlSauopu In0ld Ynin[as p »—DMME.U-J___._._MENF
nn u S - s 23 -
HResg Y T0M3W0DLN0 /n euesuaq ueuedueuad Suepig 13ndaq 610¢/£0/62 (eT0e)TTZ Buepig nndag ueyesEs eAuipellay 1sualod yeAefIg UBRIRId F184 SE
usp pexua1 34 uapisaid
ueyele 3y nJe3usw
31y RAWYRGaS Yepl yeyede
(uesyzeejuewn)
uesninday 1enquiawl 7 INOOLNO ) UewIIBWSY »eiog Sununs 1p sew3 ueBuequendd uzeo|=Busg
ueSueqwiuad ueyeq MIINOIL Suepig nndag 6102/20/67 (T02) 602 Buepig nndag Infuey yeput] 1edey uipeysusy Lerode] s
1eSeqas yndaq ueyeunsid,
ueyieejuBwW|
cmwauwwhum: n.m._vm " 0202 'P'S 610 Unyel
ueSuequiiad Ueyeq T M INOILNO . - . & ueBungnysad dapsy 6102/€0/6T (6102)'S0T ueBuNqnyiad dapsy | eisnuepy eAeq Jaquins UBUNBUBQLIS ELMNHNBLRIN| €2
. Sued SESUIEIUS
\e8eqas pndag ueyeundiq, ueA N@ST) URRIBa) uep weiSold [sEsuEuiu)
THi/uapisald
awono/Anding ™ HYN13IN /
iy - (£201 ‘20N “DINI) | /uapIsald/aeysas | 1vHns TH/upisald / nc_mwnm\ 00og
VOONVL 11nd3a odsia eysas/unda TVOONYL d3asv N1 ON <- dopsy |leyuad ON
/andag <-nndag ON /i1nd3a /=1 am\ Hm g
<- Q9| ey,
NVIVdYD vavda NLON PsvY [eynad
INIWSISSSY vavda Py uening




6T07/v0/62 ‘uewinLIRWIY
piq e39d nies uexeligay

6107 Judv 77 [eSiueL

1ndaQ 3 oWs N jas
uesninday ueienqud wejep Infue) yepun eund ‘p1S3UOPU| URJIEIAd IP SBD UBP YeAUIN ueSunluy
ueuequiyad ueyeq leseqas ‘7 dapse /n |/4 ep ueieded UBWIIBWY 6T0Z/¥0/T Jexua) IseSineN uelewe|asay ueljepuaduad
uexyieejuewtp uep uodsang T 2WwonNn0 - - - Suueys 1p Jede ‘sy3yo- Suepig IndaQg 6T0T-40y-vZ -WILBIN/S9T0'W HENISL uein(ue] ISBUIPIOO) jedey uelodeq
uesninday uejenqud welep 6T0Z/¥0/ET 13ndaq @y oW unyJaN uesndeyBuad uep ueSuean8uad |euoisenN| €T
ueSuequitniad ueyeq ledeqas ueywu ‘6T0T/$0/7Z 1N UBWIUBWSY 6T0Z/v0/T 1sYy BuESUSY Buelual 6TOZ UnyeL TZ JOWON
uexjeejuewip uep uodsang 7 dWoNNo - - - dag "geysas "qn ‘Hjeqladip Buepig andaq 6T071dy-72 -WLeN/L920' N UBPISAld UBIMEBISG ueSuepun8uad ueuoyouldd
Ueynieqls]
nndagq 9% owai nJeg 18Jau3 siseqag JuIs] WyBuequiad -~
jedey UBWIIIEBWSY 6T07/¥0/T eAusnsnyy| ueyuisieBeuald) (NIjrIsEL|
ueyeq (edeqas ueyjeejuewng T aWwoN0 - - - - Suepig 3ndag 6T0T-19v-7Z -WHMBN/EIZO' N UBBARIGUIS BLUSYS BN 193YS Builaug
sejey FERUTIE 510Z/%70/2 \pnes a1y 3 uapisald ueBunfuny
ueyeq (edegas ueieejuRWIQ £ 2Wo3N0 18UIge) SUEIBINIS 6102/70/81 LST-W 6T0Z/P0/8T "Wl Suepig ndaq 6107-4dv-81 -WIeIN/6520'IN CEESEET, 1nlue yepulL Sumus] selequa) Jedey uElEg IR
1senjolig
ISeLLIo)aY Uep YNV ) OWBN Suepig uenndapay Ip ndweSuad ! 0T
ef1auy sel|iqeIunyy 6102/¥0/T sepiL SueA 6TOZ UNYEL Al UOJ3S3 UEp ‘|1 UOLasT
gy oJig ya|o ueyieejuewiq 04 2WONNO - - - - oung ejeday 6T0z-2dy-9T -wINLeN/0STO N uojas3 ef1auty uelfuellad uswNYoQ LEIETWEALRY
6107 194eN-LEnuEs uejng (eluay) eliaury euedsudy
ueBuenay nayuay 2 oWaw |ensas usuodwoy/AndIno-qns/andino/(IN}| 6
uep UBBUBOURISd 6T0Z/v0/T uejei3ay eliaury Joleyipul/uelelsa)
gudy 0Jig yajo uexieejuewiq 04 2WonN0 . - - = ouig gjeds) 6T10Z-4dv-ZT “wien/ Ly Z0'W ueJeses uejede) ejeq ueledweAuad
1RJOION ME[N
uesninday uejquesuad usjednqgey 1p ILd ueun3uequiad ISu)od LER
13ndaq 9y oW 8
wejep ueSuequiniad uewIIBWY 6T0Z/v0/T 6T0T “V.L MIA OT SWL1d ueunNBuequiad 2UZIL=y
ueyeq 1edeqas ueMieejuewIg T awonno - - - - Buepig nndaq 6102-4dv-0T -WRUBA/9YZON juppa] ssaasoud 1seulplooy jedey ugiode]
Jeseg 1eaeSSUR 1p We|y euedudd
uesnanday uepqueduad 1andaqd a3 owWa paseq 1eyeiRASE|A uep ueBuny3un ueynwad| £
wejep ueBuequunad uBwnReway 61T0Z/v0/2 uep G4 UBYNUSWR ueledadad yExBue
ueyeq |e3eqas ueyieejurwliq T 2WO2IN0 - - - - Buepig nndag 6T0Z-1dy-0T -WIUB/LEZOW -yeyBue ueseyequiadd ISeuIpJoo)y jedey u=i0dE]
6T0Z YdY TT TVOONVL H¥SSHATIA
1G “{MYVYdOID) INNG NYINVL NYSNTEWDNIE
Jessexey 1ndaqg 3 cwaw ONVLN3L 6TOZ NNHVYL 6 H#OWON; 9
1p JaquinseseN 1e8eqas uewiUewa)y 6102/v0/T NIAISTHd NVHNLYYHAd ISYSITVISOS ¥3BWNSYYVYN
ueyeq jnun ueyieejuewiia T 3wodno * - . - Suepig nndag 6107-1dv-60 -WIBHEN/SEZO'N IYOVE3S NVYVdVYd NYHVSE NVIVdAYANId
610Z/¥0/9T A1eu ‘6T/v0/ST
qeysas ‘andap owaw jesns wip qexjsas 3% OWsIN omouag 25174 S
1eung ueduap nnlueepuip g eySue ueyNSEW geYysas 6T0T/¥0/T yu3sI 1194 enf uelfueliag wnpuappy Ueledaiag
uep andaq ysjo uodsaig 1 awonno BEITTE [ ETENTE S 6T0Z/¥0/9T PST-W 1e4ns pjleqad "esadas Buepig nndaqg 610Z-1dv-80 -WUBW/SZZOW B4 BUNG BARGRINS RIONHI|BM LEUOYDULG
swomnno/inding ™ SvA1a %/uapisaid
3] ¢ Ti/uspisald /qeisas/andag
ueSuesa9) (2i 20N ) USpISD3d/qEA0S TYOONVL = 4L 1LNd3a Odsia /qexsas/undag TYODNVYL d3asv NLON <- dapsy leyuad ON
/andaq <- undag ON /11nd3a : ’
NVIVdYD vavdax NLON <iapsy. [eyuad
INIINSISSSV vavdan ayyy uenfng




uejef Iseyodsuel |
uesnjnday uepiqueduad
uewWnLEWIY 6102/50/2 ynIun (33149 dU913 Ausnieg) 1elaeq
wejep uewUewa) 1 aWo2INQ - - - - 6102/50/€0 nnda@ @) oWan 14
Buepig nndaq -WNURIN/88Z0'IN siseqJag yUIsi] Jojowsag ueelepualy welSoid
Suepig AndaQ ueyieejuewip
uejedaniad Suejua) iseyyuery 1edey ueiode
uesnynday ueiqueduad BI3RQ YRIULISWRd US[Oo UnysIN e3Bue] LELLIMN:
Inday ue|iq ewiuewsy 6107/50/2 Y Q yeaul d US[0 UYSIN LY |
wejep UBWILIBWS% T aWonNno - : - = 6T02/50/€0 nndaqg 3y owan 19eq YA 0S¥ LIS nueg Suesed ueieBBuy (sZE0(Y| €
Buepig nndaq -WILBN/L8TO'IN
Suepig nndaQ uexieejuewip uedunyng ueseyequiad Iseuiplooy ledey ueiode]
—
uesninday uejiqueduad nyNIeW IsUlAold ‘ning ualednge
e uewnuewsy 6102/50/T ull d g Rl
wejep UBWIILIEWSY 1 3Wo3N0 * - . - 6102/S0/€0 nndag 3y owa eaifon) uep yejog Bununo 1p sew3 Suequei| ¢
Suepig nndag -WILRN/TSZO'N
Suepig nndaqg uexieejuewip ueuZIIad siojouoly ueledweAuad uesode
IHNNYINW NESOdTHDINS
610Z/S UBLUNLEWS) 13ndaq jeins NYQ NYONVENONId TYNOISYN ISHY FNWINZE
7/ @ nndaq 3edns Z 3wonnp uBNISL I 610Z/50/90 . 6107/50/70 WuBIp 6102/50/20 o m T
o/wnUeN/SEE0E Buepig andaq 6102/50/2 uep nndag 3y owa ONVLNIL 6T07 NOAHVL TZ YOWON NITIS3Hd
-WnUEW/08ZOW NYYNLYY3d ISNEIYLSIQ NVA ISTHILNELD
6T0Z 1IN
uesnjnday uepqueduad
nndag 2 owa [sr4
wejep ueduequinad uew 6T0Z/%0/T AJauigay 100y ssels yahold siBejens Uewe]
ueyeq 1e3eqas ueyijeejueuig T 2Wo23n0 - - = - Buepy 6T07-1dy-0€ -WIUBN/LLZO'W JIRUIRYY (AD4) uoissnasia dnoJto sno4 Leiode]
ue3uena)y
nayuay UEp UBBUBIU3I3d 6T0Z/¥0/T nndsg a5 owaw uewinueway Sueplg uelndapa) 0707 VL 04| 6T
olig yajo ueyieejueung 04 awonno - - - - ouig ejeday 6T0Z-2dv-67 -WIILRIA/9LZOW el1aury 1sewoju] 128Je) ueyieqlad ueieduwieAusd
uesninday uelenqud wejep 1ndaq 23 oW uejer 1sepjodsuRL] JNIUN 1eJdled siseqsag| 3T
ue3uequiuad Leyeq 1e3eges 6T0Z/v/6T ‘BAes uew)jewa)y 6102/v0/Z 13S1] Jolouwnsag ueelepus) weidold uejedadiad
ueyleRjUBWIP UBP UOdSAII] Z 3wonnQ - - - 3p Bue|n seyeqip siuey Juepig nndaq 6T0ZdY-67 -WILBN/TLZO'W Suelua] USPISaId UBINEISg LEBUEIURY
uesninday uejiqueduad 1ndaq ¥ owsaiy JessexelA Ip (3edosD) lwng WELLEL -
wejep ueduequinad UBLWIIRWAY 6107/¥0/C ueSuequiaduad Juejual 6TOZ UNYEL 6 40wl
ueyeq leSeqas ueyleejuewiq T awoano - - - - Buepig nndag 6T0Z-4dy-9¢ -WiRURW/TLZO'W uapIsald UBINJEII ISeS||BISOS uipey3uay uesode
GeysasEM uewJaf ‘uuog Ip 6TOZ WUNf £z-£T [eBBueL (0E-IES| op
UBLWIRLBWSY 61027/v0/T ) oW ‘0S-V1S8S) 3duaiajuo) 33uey) ewyd uuog eped
qedsasem 3 yieu T awomnng 13UIGEY SLURIBNES |IYEM|  6T0Z/70/6T £9T-N 6107/70/62 Mieu Suepig undaq 610z-4dv-sZ -WIIUBIN/O£Z0'IN 1o1e15090N 129eqas 1seda|aQ p103BuY UBLOLOLLIa]
uelesES IUR1ad 1HEE
a1y edwog uisay ueq ueleses ueAe|aN 18eq ues|
nndaq 2y cws ST
uesninday uejiqweduad desy8ueuad (ede)y JNIUN SED WIN3|013d PELINEN
weyep ueduequiyad UBLLIWIBWIDY 6T0Z/v0/T eS1eH uedejauad Ueq UBISNQUISIPUR ‘UER|paflizg
ueyeq |e3eqas ueyieejuewIq T swoNNo - - - - Suepig nndaqg 6T0Z-1dy-ST -WwnueN/6970' W Suejua) saidiagy Isexyuely 1edey ueiodeq
i/uapisaid
awoANo/ANdINQ ™ yvnID
T N /uapisaid /qeysas/undag
ueduesa1a) (i 2 ol \:o_u_ww._m\nmv_mwm TVOONVYL D 1LNd3a Odsia B)so nda TVOONVYL d3asv NLON <- dapsy |eyliad ON
[} = I
/andag <- nndag ON /1Lndaa /aex nm\.u a
<- dopsy eyl
NVIVdYD vavda NLON p leyuad
ININSISSSY vavdad v uening




e ueunydur

6TOT Unye] jduigey JEHEalY3s

ayyy oJig yajo ueyieejuewid 3WoNNO - - - - uep iBojouya, uep 6102/50/60 610¢/50/2 dopse 2 owa N 1SEIY01g SEWI0)RY SUIM FIIND BUEILD 1
& '8 43t hRees ) s 1951y ueelesIMiJeda)y -WIIURN/ZOE0'W ) o i ) i
uep uesnwiny sele UeYNSe uEEdwEAuES
Buepig dapsy
6107 judy ueing (efuay) elisuiy euedusy
ueSuena)y
6T02/50/C |ensas ua uodwoy/AndIno-qns/Andino/(it)
04 sWonno - - - - UEp UBRBUBIU3IS] 6102/50/60 nayuay 3 owa »T
oug ejeday -WiIEN/TOE0 N ueleiday efiaury Joleyjipui/uelelda)
’ ueleses uelede) Rl USEOWLBAUES
6TOZ Unyel
uBLIUBWSY 6102/50/2 uBBUESY P34 BUBDUDY UBP STOT unyel ediey
T 5WoNNO . - . s 6102/50/60 . nndaq 3y owaw €1
Suepig nndaqa -wIBAN/00E0W nies NG9 WelBoid ueeuUESYR|ad ISEN|BAT exySuey
Suepig 11ndaq uexieejuewp
wejeq 1seuipiooy 1edey LIpeyBualn uesode
uesninday uepquieduad
UBWILIBWIDY 6102/50/C yeu| ueBuaQ eISSUOpU] BIRIUY BAUUIET ILLTUOXT
wejep UBLILEWSY T 3WONNO - - - - 6102/50/60 andag 3y owan 7T
Suepig indaQg -WIRN/66Z0'W eules e(1ay uep Jodsy3 ueieyduruad eAedn
Suepig 1Indaq uexieejueulip
dapse Jad ueied3uy jwesdold
e 6102/50/7 6707 unye) uesedBuy
1sen|eA3 unsnAuaw }nun T 2woenno = L - - ¥ ‘c ‘T dapsy 6102/50/60 dapse 9y owaN 11
-WILBN/L6Z0N uep ‘uejeI839)/weidold Isenjead Ueyeq uedelsiad
dapsy denas uexieejuewid
S - " UBWIIIEWDY 6102/50/C T (dVLiS) uapisald ueyesy Infue yepuly (FRULDI|
[¥eatly} EENLE : - u s
qesasep 33 uexyleuiq Q4 3Wwon0 JEUGEY SURIAIASS IHEM 6102/50/60 18N 6T02/S0/0T At 6102/50/80 WRLEN/96Z0 W qey M 3N W wansis ueBuequIBBUa In[ueT YepulL LE(EdiiEAuz 0T
unepsnd ueynye
1sewWJoul 1BojouNaL 6102/50/T (dV.LIS) uBpIsald ueyely INUET Yepull ISBWIOU]
snuey SueA ynfuepjepul) ueyeq 04 3Wo2IN0 2 - . > 6107/50/80 unepsnd ) QWS [
uep ejeq 1esnd ejeday \JBIN/SEZO'W wa3sis eped ueye(esewad ueless|aAUag §53180.d
1edeqas uigepsnd 8 WuMIg
1auigey
S sueros " uBWIIBWSY 6T02/50/T SISO s1I1aN|aS Bpeda) BISAUOPU| JJIIBd SaLARLT
cl u eul 091N e SUE: 1G04 g ‘yie S E}l
geis3s o uBpIena H2LI0C) JBuiqe) sUElaHeS 6102/50/80 seLn 6102/50/8 " Suepig andag 6102/50/80 -wneN/E620° N dEAz25i2) i 1d JNIy341Q USPISald UBP LU SSIUISNG SISTTEL] g
uolASYD Jo10anQ SuiSeue ISUBIPNY LELSUDLLE
seuaddeg 1eJeq RI3IBWNS ‘BuBped Ip BJ31BWNS
uep Jeduaway ‘NASIW 610Z/S0/PT YS9 6102/S0/¥T UeLIBWSY 6T07/S0/T euo|gay (edoao) iung uewe| ueSuequiaBuad
; : T 3WoaNo jauigey suelenas sl S D ; - 6107/50/L0 /s0/ qexsas 3y OWaIN ! ( ! : - L
93 qeysas jeuns jedepial 6102/50/L0 261N ey ‘6T0Z/50/£0 Mregtad Suepig indag -WnUeN/T6Z0' W Suelus) 6TOTZ UNYRL 6 'ON USpIsdly
qeysas ) ueypjleutd UBIN]BID ISESI|BISOS UERURS) R LEISTE]
ndaq 3y uexyyieul
nndaQ 3% ueyyleulp ueueyuUad
uep Ise|idwoNIp eAuIn[ueas 6102/50/2 nas3
T 3WonNo - . - . uep UeINER) 6102/50/90 dapsy 3% owa 9
jyNIUn ueueyU3d uep eIN/T 0670 IN Suepig Yeiseq Iselidsy syUIBA uejedweAuad
Suepig nndaQ uslsIsY
ueine|d)y dapsy 2 uejuaqIp
WETOZ/HOFT
1314 NP Seiey ueyeg uedungnyJad 610¢/50/T
€ 3WoNN0 12uIqe)y SHELRRS 6102/50/70 | 610T/S0/Z01eY YLT-W 6102/50/20 dapsy ) owWa U4 |np| idepeyBuay uedeisiad FEIEIEL] g
3n3un g depsy uexleejuewip Suepig nndag uasisy -wnueN/06Z0 N
1edey 1wng sed uep YeAulN JOI3S 199YS JuiLaLg
Ti/uapisald
awo2ng/indino ™ Jvmai
301 ¢ /uspisald /qexsas/undag
ueduesad) (E01 ‘20H ‘DN iUspeEaldfaetses TYOONVYL ket 11Nd3a Odsia eysas/unda TVOONVL d3asv NLON <- dapsy |eyuad ON
/nndaq <-undag ON /iLnd3q /aey amw\. # a !
<- eylo.
NVIVdVD vavdn NLON 4 I=qHed
ININSISSSY vavdan Yy ueninyg




desen Suepy (NdQY) ueld 1218 jusidojEsag
ueLIeWSN uspIsald
qeysas 9y uexyjieuig T 3WoNN0 13uIge) SUeIRIN3s 610Z/90/2T 602-W 6107/90/CT Hieu Suepig andaq 6102/90/ZT (6T0T)T "STE qeysag o oW Asauyay yaAo.d eped Ipnes qRIY Busp| ¢
Ll eissuopuy ewes ef1ay Infue] yepull ueduequia)ad
, UeLIIILIEWSY 6102/50/t uspisaud (019512d) BUILIELISE 1d UBP OJWELY IPNES SWIES .
qexsas 3y ueyyieuld € awonnQ 13uIqe)Y SUEISINRS 6T02/90/2T TTT-N 6T0Z/90/TT ‘W Suepig nndag 6107/90/¢T -WLEN/SZEOW U qEYS0S Oy WA | eiay seyequisws uizu| yedey ueyeg ueisditeAu
6T0Z INNT
uesninday uepquesuad ) c102/50/2 uspisaid sntiid] N
Welep UeLBLELE T3ueAN0 i : ) = 6102/50/1¢ -wRUeW/pZE0 N -qeys3s 3 OWaAN UBjUBLULE)Y ISUIAOId BJEGNIeg 1SYNPOold BI0NY
Suepig 3ndaq uexyieejuewip
/507 s=iiyy NINH eyesn ueEiE@ay
6102/50/¢
qeysas 9 uexyieuld 1 3WoeNN0 FETILENESLIERES 610C/SO/LE S0z W 6T0Z/50/1€ "ieu 610Z/50/T€ § geysas I OWIW wejeq H|ds sSOJD BWISYS Uep Juawdo[AET| €T
Buepig Indaq eN/6TE0W 1O Ueld 1eUaBUBA UBIEIRD URledweAUSd
|selsiulwpyY ISeA3SIUILIpY UBLIRLBLWAY SI0Z/50/Z uelpUELEY BUEDIE usndapay
w 6 S0/8t usdag 3y owdn 2z
Suepig andag ueyieejuewng 04 2WORNO Buepig nndaq 6102150 T L 6102/50/72 Suepig nndag 102/50/8 -WHRLBN/STE0'W 0z0z unye] uesed3duy ueymngsy ueledweAuad
uesmnday uepquesuad uewRWS) 6102/50/7 uewEWSY Suepig uenndapay 0707 weseEELY
we|jep URLIIUBWIN 04 aWwonn0 = - - - Suepig n1ndag 6102/50/82 -WRURIN/STEO ueyequie) uenfeduad AvY UEP Y UeedwieAuag i
Suepig nndaQ ueyleejuBUWID
UBWJIBWSY 610Z/S0/T T nieg [242u3 3SNOYIAIMOd
qedsas 9y uspjleuld T aWwonno jauiqey sUBIAIYBS 6102/50/1E ¥0CN 610Z/S0/1¢€ ey Suepig andaq 6102/50/vT LR TTED I qeysas ) W ueUNSUBqUSd W SUSLBIS BUEIUSY (014
deoe|iD Buepy [dINTH]
{17} ue|d 133se A Juawdojaaag Assuya aAoid EDEL
uewiRliEwSy 1 swWomIN0 6102/90/01 = SIDE/CAE mcmE. o n_wv_ 6102/S0/€T stoz/so/e - Andag 3y owan | 3w_n_ BJ c_“_m:o m_mhcoﬂ mEM M:v_o _.,.Mm_ NM,. &l
Suepig nindaq yajo uodsalig uedeuesye|p Yepns uepig nndag eN/TTE0' N Ipnes qery @ BIsaUOpu| BIeS BRI 1585|224
Suejua) (go4) uoissnasia dnoug sndo4 uiEiEay
uoyng {edsy
uesninday uejqueduad ueeung8uad uep ueSuequiaduad ‘ueledadiad
) 6107/50/-WnURN
wejep UBLLILBWSYN 1 3WoANNO - = = - q 6T02/50/0T K 13ndaq 3y owaN |eyuad uewLEWaSY BURPIg OYUBN [SELIRICOY| 8T
Suepig nndaq ueyieepjuewip 8uepig andaq foteow jedey nfuepepuiualy ey3uey wejeq usFuedey
uenefuluad uep [seulpJoo) ledey pEaade]
uesmnda ugliquieBuad UBWIIIBWDY 6102/50/T uaptsaid |euoisen 1819u3 .
WEEP UBWRLEWSN THawWoo . . 6102/50/0C -WIIBN/YOE0 N -qexjsas 3) QWA |uemaqQ gZ-ay e1083uy Suepis ueeuesye|dd uesode
Suepig ndaq ueyieejuelllp
vrq @y uesedduy uewueway Juepis
ISeI1StUILpY ueLIIUBWSY 6102/50/T . i - ik
uen[eSuad YNUN ISesIUIPY 04 3WonIN0 Suepig nndsg 6102/S0/0} 161 610Z/S0/0T PU 1P Suepig andaq 6102/50/60 e ————— ule] nndag 33 owsN | uenndspa) 0zoz UeseSBuy Ueyequie] UEAEELEL] 9T
Zuepig indaq ueyieejuelWIg - - uep Jneyipu| nded Ny uep gyy ueledileiuag
d i/uspisaid
WO nain
m of . -’ ke b TH/udpisald /aeysas/undag
ueduesna) (DM DD T ZlZprE1d/astEes TYDONVYL s 1LNd3a Odsia /qejses/ndaqa TVOONVL d3asv NLON <- dapsy leytied ON
/uandaq <- andag ON /1Lnd3a ¥ am_wme. ia
£ eyldad
NVIVdYD vavdl n1ON =y
AN3NSISSSY vavdal nyjy uenfny




{1LS1¥) isewuouy 1SojouyaL
|sewwojuy t3ojouy3L
unepsnd ueyleejuewiq 04 2Wo2N0 = - - = Lepejed esnd ejeday 6102/90/vC (6107) "LSE dapsy-dapsy UEP W31SIS YNpU| BURDUSY ueunsnAuad wepep| £1
? Juawdy ssauisng o3 1| ueinsn uejeduwieAuad
uesnjnday uepqueduad 5 n najyuawa)y ‘uoy3 uewewsy ( e 610z 1unf TZ |e33ue) eleqnieg vellyeguwielisy
O - L I -
ieSeqas nndaQ uexyieejuewliq T = O} U3 ‘JRWONUSW) 6102/90/L1 Suepig indaq 6T02/90/v2 610z) 'vs€ B @SR ueeyesnBuad ledey uejeyedasay LeizdwEiuad i
! j3eed P!
UBLILEWSY RISBUOPU| 35 U&3
qexsas 33 ueyiteuld 1 5Wo%N0 19UIqeY SUEIBNAS 6102/90/vT TEZ-N 6102/90/v7 Aieu Suepig ndag 6102/30/vZ (6102) EVE qeisesndaq-dapsy | | og00 1ouiqey sueyanis 1suaIpne 195Ys BulaLE K
6T0Z/90/LT Yoy
eySOS 2 UBNNIEUIQ swomIn0 JauIqe) SLelaINds 6102/90/LT 67C-N '6T0Z/90/LT HEAsEU E123 - 6T0Z/90/¥1 {6107) "T¥E Uspisald (sEBUA Hdg) 1uing seo ep AEAVIA oT
a4 A el € ) N |ensas ueyjijeysadip uo. Buepig undaq -eyseg ay ows) JIpH JnjeSuad uepeg SO 1SUBIPNY UELOLOULIES
yiad(p ucy P! S 9 OWsy P Y
‘UeIeIRD 1BNSS! qladip
i “1812u3 UBUBYE)DY UBP |SBAISSUOY
snynda:
uE mu:n 4 uewiUeway ey yn3un Isexyisianlg exsuey Wejeq ausjAdoidAlod
uejiqueduad ue - = 2 - g ndag-daps
; iq am yeq 1 aWo2IN0 3uepig nndag 6102/90/vT (6702} "OVE nndag-dapsy uep ‘631 ANPoId (1213 A1wIq) TN ueyelosuad 6
ledeqas pndaq ueyieEjuELd 4 1SeS1|RIY ISBUIPIOOY ledey UEISdET
J 1ped WeS LB Uep ESSELLDIE
cmmMu:nwv_ uBWILEWDY dac-do eSeua yU1sIT AyBuBqUIad UBp BAINS edeus] yuish
u ey - = - - 2 nndag-
i :m__nc“_m 2d ueyeq T W00 3uepig nndag 6102/90/81 (6102} ‘S€E hndag-capsy 1y8uequiad ueunsuequad 3uipueg 1fey ueduede] g
1eBeqas pndaq ueieejuewI] ueneluluad Uep 1seulpioo) 1edey uelode]
6107 12N ue|ng (efuay) eliaury euesuay
ueSuensy
uesusiad 102/90/ (6102) ¢ ds 558 1BNSIS UD uodwoyl/IndInO-gns/andno/ (M)
= - - - u ue! a
nayuay oxig ueyleejuewig 04 3Wwonno L g 6102/90/%T 610¢) "€€E psy-dapsy uejelay eliauy Jo1exipul/ueielday L
ouiq ejeds,
19 Bled>y ueseses ueiede) ejeq ueleduieAusd
1sUigEN
UeLIUBWAY
qeysas 3y ueyyieulq T 3Wo3IN0 PENL Y ERLED B 6T0Z/90/€T 2N 6102Z/90/€T ey Suepig nndad 6102/90/7T (6102) T€E qeyses-indag-dapsy [sLEIaniES epRda) BISIUOPU| 2L [RISLSDIEING] 9
Pl 2AIINDSXT J21YD ISUBIPNY LEUCUTILISY
N¥LYIES
VYILYIANS ‘HOQINYOD HO18 ‘SYD NFDNTYT
uewwueWw) uapisald
gedsas oY uespjieuiq € aWoNN0 19uIge) SLEIRINS 6102/90/2T TIZ-N . Suepig nndsq 6102/90/7T (6107) '8CE _qeysas-nndog-dopsy NYONNSONYIIN LIVIEIL dVAVHONIN| §
o : YNND N3AISTHd YAVdIN TVHININ VAYD
Y¥39ANS NYA 19¥INT 1¥3LNIN NYNOHOWY3d
uejeiSay BUROUSY UnsnAUBW BI0T
n F,:._ B U] 04 3WoANnnNo - = = = ¢‘7’'T dopsy 6102/90/2T TT1EE dapsy-dapsy unye] [ J2153WI3S uele(Sy BUBIUSY UBP [JEISELUSS| ¢
Ll Ry B N ueseS8uy uep ‘uejeieday/welSo.d Isenjead UELES
seq uep YeAUIA JijIH BYesn LEIE(E3)
3 81 n oul ‘uaBaN W
jedey ueyeq uBWIILEWSN UBILE1 $TOT UNYEL 9E JOWON dd ‘339N Wejed Ip
7 dwonnQ = - - - 6102/90/2T (6107) T'IEE nnda( &y owaW sieAuiy Sue|iy ueBuequiaduad uep uveunSuequad| €
1egeqas Indag uexieejueusiq Suepig nndaqg )
Suejua) §TOZ UnyeL 9y T JOWON saidiad ‘6102
unyeL gpT JowoN saidiad ueyeqniad szidady
Ti/udpIsasd
awonno/indino ™ YvNI1IN T Jqesas/andaq
uapi [}
ueSuesa3d) (£ D0 D) JLopIsSa/aRies TVOONVL gl 11Nd3a 0dsIa /qeyses/mndag TYOONVL d3asy N1 ON <- dapsy |leyned ON
/nandaq <-nndag ON /iLnd3a i
NVIVdYD vavds (L ON <- dapsy 1eyuad
ANINSISSSY vavda apjy uening




ugshngday

PLITHULIE)] 6102/L0/t Sueieg NL1d A3A0id eped (odid md/adld sEiem
weSuad ueduequipad T 2WONO - - - - 6102/£0/80 1Indaq <- dapsy 6
Suepig nndag -WRUBN/I8E0" N Suijoo)) qifem Bueieg 1sepodw) yedey uesode
|e8eqas nnda@ uexieejuewiq
uesninday 6T0Z UNYE] UBRUBSYE|9d BURDUDY UBP 8TOT UNy=L
uBWILEWIY 610¢/L0/¢
ueniqueduad ueSuequinad T swonno - - - . SESaTAnda) 6102/£0/80 e : 13ndaq <- dapsy eSieH njes (WEg) JeAuIN Jedeg ueyeg wesBoid| g
1eSeqas nndaQ uexieejuewl] pigt g RUEIN/PBEOCN UBBLIESHE|S< UBP I1SEN|EAT JOYEY |ISBH nfue yepull
weynu|od ieleg ended Wed
1ndaQ 33 uejwup uep
6102/t 6102/L0/2 ended ISUINOId | UeRISIYEfRS3Y uBuNBURqUDd
nndag 33 yieu eAuinluejas T awonno weynyjod nndaq 6T02Z/L0/60 N - uedungnysad dapsy 6102/L0/¥0 . dapsy <- dapsy 3
SueA uedungnysad 0/wnEN/0SZO'W -WRUBN/T8E0 W uejedaniad Sueus) LT0Z UNYEL 6 JOWON
uapIsald ISYNiIsul IsYy BUBDUSY BIBQ U dweAuad
dapsy yaio Isejidwoyig
610z 1unf ueing (elusy) ebauly susausy
uesnynday .
uepquesuad ueyeq 1e3eqas awoIn na)uay oJe 610¢/L0/2 nayuay o.e; daps’ fensas ua UoduON/And3n0-qnis/andinO/ )
g yeq 1edeq 04 IO MUY oJe) 6102/L0/%0 TS RSZED Nuay oJe) <- dapsy uezeigay eliaury JoTeNpUl/UEteSay 9
naxuay oJey ueeunsig
ueJeses uejede) e1eq ueleduEAusg
eysa I o SuIgey sie e UBWIIBWS) 6102/L0/t 155 mnmmw nda uapisald epeday AuedwoD 2139|3
S . 3wo2n ul E=3) -] u
qeysas 33 yieN € 1IN0 J3uIgey sUeIanss 610Z/£0/v0 TN 6107/L0/¥0 %! Suepig undag 610Z/L0/¥0 WIRLEIN/ZLEOW pisald/q n“_w_uw/\\.u a |e13UBS 0D pUE UBLLIEYD ISUBIPNY UEUOYOWI3d [
<= S
wejnyjod
nndaq 9y ueWuIp uep 6T0Z unyey [eJauiiy eAeQ 13quIng
610Z/L 6102/£0/2
nndag &y yieu eAuinfuelas T awonno weynyjod 3ndag 6T02/L0/¥0 - ueSunqnylad dapsy 6107/L0/¥0 dapsy <- dapsy uep 1815us Buepig,|nd8uneisaucpul nfnuain| v
0/WnUBRN/ZFZO W NUBW/SLED'N
SueA ueSungnyJad njesJag, ex3uess) weeg ewein ueiede) syLIBA
dapsy yao 1sejiduioyiq
uesninday ueduenay
610Z/L0/T 6707 ueled3uy unye] | JoIsawag ueBuenay
weduad ueyeq 1edeqas 04 3Womno - - - - uep UeeUBOUBIAd 6102/L0/€0 nayuay oJe) <- dapsy €
-wieN/FLEOW uewauawWay (LYYNS) npedial eliaury isenjead
nayuay osey uexeundid oug ejeday
uesnindsy uepqueduad
ueyeq 1edegas isellsiullpy 04 2wonNnQ - = = _ IsensinwpyY 6102/L0/50 6102/L0/T ndagq <- dapsy ewoy Juepig uenndapay 10 z
e - Suepig nndaq -WwnUeN/ELEO'W ) ueseSSuy unye 1SIARY UBUOLOWLISd uzEdweAusd
Suepig nnda@ ueyeundia
6T0Z/L0/TT WU
‘6T02/L0/0T "Tdapsy Yajo
uenejay nsi nfuepepup
610Z/L0/TT UBWIUEWSY 6TOZ WUN[ £Z-£ T UBWLIST (DDD8) #auaiaiueD
qexsas 3% YieN 1 awoNno FENLLNEIERES SST-N ynun ninyas(z 610Z/£0/€0 {610T) TLE ndaq <- dapsy 7 [
6T0Z/L0/0T Suepig nndag s8uey) 318w |) Uuog HIpeyBualy uElode]
‘uoxadag @y Jewda(q DiLiEL
epe eAuieqas 3ndino
epetedy(1 ‘2gTdapsy
6Toz INNf
qeysas ueSUap BISBUOPU| SUDWIIS Ld
qeysas Y ueyyleuld T swoano j2uIgR) SHURIBD3S 6102/90/82 ovT-WN 6102/90/87 Mieu 6102/90/8¢ (6102) 'L9E Qeyseg 8y WS : st
03D UBp J017311 IUIPISBId ISUBIPNY LBULUDULDY
uesnjnday uepquedusd o najyuawa) ‘uoy3 uapIsald s
awomnn - g elegnieg ueeyesndua,
1e8eqas 13ndaQ uexiegjuewIq g N0 OYUBWIDY ‘JRWIOHUSW) 6102/90/82 6102/90/9¢ (eroz) "BSE -qeysas-nndag-dapsy anied o e
T4/udpisald
awonng/Andino ™ avnian
“ayy) * T)i/uapisaid /qexses/iundaq
ue3uesa3d)| (EX0H DD “TIH) | /UdpIs21d/qeASSS TVOONVYL NS 11Nd3a OdSia eysas/inda TYDONVL d3asvy NLON <- dapsy leylod ON
/andaq <- nndag ON /LLNd3a /qex nm\.u a I
<-dsps ey,
NVIVdYD vavdanl NLON psY leyad
IN3WSISSSY vavdad Ay uenfng




uesmnday

1senjollg

6102

ISEWJO3Y uep 610Z/20/2 unye] [eaul eAeq taquins uep 181au3 Suept
ue(iquesuad ueyeq 04 3Womnn0 - - . . ¥ 6102/20/6T /20/ ] Qv oley <- dapsy yel | g 439 P 3 pig -
el1aury seyljigeunyy -WwnueN/L 70" W 1Indaq ua1sisy oyisty ueuedueuad euedusy uep
1eSeqas gyyy oJey ueyeundia
olig ejeday oyIsty 1935182y uRJIYNEINWS |IseH ueledweluad
jleu
610Z/L 6T0¢/20/61 1 uewRUEeWwY 6102/L0/2 qeysas/ndag 2103 ZT |p 1351 1819u3 1pefusiy yedwes yejoSuad
GEizeSRNEN GEEEEG = HEs g 6102/20/61 0/WnLBRN/E69Z0 N 61/L0/61 6102/L0/6T eN/LTYO N <- dapsy uejedaniad seyequiay Iseulpioo) ledey usiode G
il I L P d SBYBQUISIAl ISBUIPIOON Y 1
WESTINGEy J10/ .
610Z/L0/T 6T0Z unye] | 191saWas 18uige) Jelielaunyss =Lz
uejiquieBuad ueyeq 04 3Wonno = = = ) guv oieN 6T0z/L0/L1 e/6070°W S cm_mn__.~ 1seseN uep 3un n: eje cm_v_mnmEmMcw I
1eSeqas gyNV oJey uexeundiq s teded ! N uep ANQ =3eQ Lel d
6102/
uapisald £0/93s95/£730°N 6T0Z/L0/T qeysas/nndag ohyo| xaduj ueurdulld
B)S. 1e| awoon eu
qexsas yieN € o e . 6102/L0/ST 61072 6102/£0/ST ! Suepig nndsq 610Z/L0/ST S — < dopsy UeBUBp UBPISaId UBNWSLIad 153yS SuljaLg ST
0/WilLBRIN/TIZO'N
uedungnyJad
6102/ Suepig nndaq
uapisald £0/9e4s3S/TZ90' N ulSISY WIIEN
6102/20/T SEIIOL] B1eSIMIE (seunsaq usBusgiuaiuay
-geysas-1indaq 3y uexyeulp € 3WonNo 12UIqRY SUEIBIAS 6102/L0/ST . ueBunyBun 6107/L0/Tt . - dapsy <- dapsy Sueuo) seyequs] jedey ueyeq uedeiAusd S T
uep ¢ dapsy ya|o 1sepdwonig 6102/t uep 18ojouya | uep neW/T T0r0' W JU2] sejeqla] jedey ueyeq 1AUSd 1EdEy
0/WnIeN/6SZ0'N 1951y ueejesimueday
Suepig Andaq uasisy
BIS3UOPU| IP BIOH/ISUIAQ), edwes =HzUE]
uewLRWSY 6102/20/2 geysas/nandag 1S3UCPU] I BION/ISUINOIG TT IP YedLues L
qeysas 3 yeN £ AWOoMNNQ 19UIqEY SURIANAS 6T02/L0/TT 857-N 6T0Z/L0/TT ey 6102/L0/2T X 33517 IjSuequIad UBunBuequiad ueBuRqIRMIAd | ET
Suepig nndaq -wNMeN/96E0 <- dapsy
seyequia|y seleqiat 1edey 133ys Suysug
6102/£0/SZ ey
! ‘ueesed! d
Sepuaway ‘1J3epuaLiay 61/L0/6T U SShet
s IBNS3S Yd) 93 Uese|eq JeIns
NWnguaway
, s UpISaId 9 WA “BINWSS
BoU3ag ‘NayuaLWIBY 610Z/L i uBlWIeWSY 6102/L0/T (mass
4en|3y 1e4ng T 2Wo2IN0 i 6102/L0/%0 | muadss dasuoy epim “Ips 6102/20/TT ndaq <- dapsy - 4
e IEITEY 0/wneN/99v0'8 3uepig nndag -WNMBA/E6E0'W jeans) eieqnieg ueduequelad LEelEsnsUas
i 6102/£0/8T 1ded3ueip
UON3 OyUSWI)Y
NNIUN WAST 3 ueysnalp
‘WRLBA OYuaWay
ye(a3 emyeq ueyyequelp
uapisaid 3y owsw
uesninday : (12N eIsauopu) yiedoss
UBWIIIBLLD BUOISEN 3]ILIOY BUBSYE|D
uequesuad ueSuequinad T awonQ . . - - o _.u. awv_ 6102/£0/60 w m.._ﬁMN\B\N nndaq <- dapsy Wil Sueaus cm_ a .mE—M : :mv—_tn . “Ln_ T
= 1 3 L]
1e8eqas nndaq useejuewIq plg andag 1LIEN/SBE0 N 1] Suejua) uewnl. A0y ) ¥ed
1sesijeuld [SEUIpI0OY 1edey LipeySusy uesode
uaplsald epeda
uelwjlIewIY 6102/L0/T geysas/ndaq pisaid Bpedey
qeYsas 3 YIeN € dWoNnQ 19uIge) sUelRNeS | 6T0Z/L0/L0 ey 1ST-W 6102/L0/L0N1RY 6102/L0/80 Auedwo) 211303(3 |eJUID OF) Pue UELLIELD| 0T
Suepig nindaqQ -WLBN/LBED'W <- dapsy
ueyedulesip uexe 3ueA ISnySIQ HOROE-340d
14/uapisaid
awodno/nding H JvnIa Bs_\m omw_s s
uapIsal |
ue3duesnd) (£2041 ‘201 “TDH) | fuaplsaid/qetsas TVOONVYL LV LLNd3a OdSIa ._v_\w i nn_ TVODNVL d3dsv NLON <- dapsy leyuad ON
B)S: 1INdd; 2 o
/undaq <- andag ON /1Lnd3aa /aexy Qw\.um. a
<- a9 ey1id,
NVIVdYD vavday NLON psv 1eyuad
ANISISSSV vavdan ayyy uenfng




uesninday uejiqueduad

uewUEWwIY

6102/80/T

610C
I[N[ §Z [eSBue) eueBaN JB1IRI3S UBLDUBWSY

wejep ueBuequiuiad ueyeq 7 3WoNnQ - ] - - Suepig nndsq 6102-1sn8y-90 SN nndaq <- depsy \p ‘uejer Isepiodsues) jynun 1esdleg siseqlog| ¢
1e3eqas indag ueyeundiq o o 3U3SI] Joj0ULIag UBRIEpUS) UWeRISod ueledadlad
Suejua) seidiady IseyyLe)y Jedey ueiode]
sejey ueyeq [edegas 610Z/8 uewURWS)Y 6102/L0/ YMISIT UeRIPaAUDY UBUIIET UBQ ON1SSY
3Wo2IN au|ge) suejal -1snb 1 -3snBy- nndaq <- depsvy 1
ueyjeejuRWIP UBP gBXS3S YIeN E 250 STERISLERES 611 V50 LBIN/Z8Z0'W 6102/80/50 P13 1P Buepig undag 6TOZ-15n8Y-50 -WwnUen/L S0 W = P 1seSiiA seyequa] jedey ueyeq wEiEduiBdusd
6T0T SNLSNOV
uesninda: uewueway Suepiq uenndapay wedunyur]
1 6102/L0/T
uepqueduad ueSuequiuad T awomnQ - - = - 6102/L0/1€ ACNUEN/SYEOA nndaq <- dapsy 1P 6T0Z-¢TOC UNYeL uspisalg ueyely iz} 9z
1e8eqas andaQ ueyieejuewiq - yepull ueseydury 1se|idwoy sYLIBN uejedweAuad
uesninda: yeduies
M 6102/20/2
uejiquieduad ueBuequiyad awomnn * = - . 610¢/L0/0E 1Indag <- dapsy UBYe|eSEWIad Ise1eBUsAl YN3UN AWoUoD] JE|naid| Sz
1q quut T e} Suepig 3ndag -WRLEN/SYYO N
1eSeqgas 1ndaQ ueyieejuewiq o dosuoy ueBuaq as1919X3 Adi(0d jedey uetode
uBWIILIBWSY
Suepig JoleuIpJooy
UBUIIUBWDY Em _ﬁo o 5 UBLWIIHIRWY 6102/L0/T qeysas/nndaq (I5NN) B1sauopu| }iedoaD [BUCISEN =WOH
e ‘wi 9s
nndaqeins GEEERN 1Le eAepng uep 6102/L0/0€ z/eof . W/L9S | 6102/L0f0€ ‘Wl el3 Buepig nndaq 6102/L0/0¢ eN/OvPO N <- dopsy |sesjuegiQ uep ueunsns depeyial ueninizsisd e
3Ldl ‘IQs iseuipiooy
Suepig nndag
Bl awonn aulqey sueal 7 6107/z /£0/6T ‘Ui s 10Z/£0/6T 6102/00/2 1ndaQ <- dapsy (947 uep ‘@8 Hjuist) 1B1au3 €T
qeysas yieN 3 o 19uIge) SHEIRIY3S 6107/£0/6T T — 6102/£0/6C ‘uedjieN 3uepig nndaq 610Z/40, P I pisqns Sueiusy Uiy edey ueyeq uereduieAusd
6T0C
el
I o Suelewss e30) M 6102/20/ST /L0/! .u..m_\,_\mmmo T uewpJeWway c10z/0fvT 6102/L0/2 qeyses/indag Suesewss e10y 0 -
QeSS AIEN i 30, J2UIgeY SURIAINSS 6102/L0/%T o i -WRLeN/YEYO'IN <- dapsy e$17d UeunBUBGUIS] UBRUES)B|3d 1BdRY URIDEE]
0/WRUBN/ZLZO'W
snynd 610z UnyeL
wcm _“_z_._ mwv_ " UBWIILIRWY 6102/£0/T o dops eunSTuad USWRSUOY YNIUN (IO seD) 12j0s yeAuly
i we caw ueSuequila 1 3WoNN0 = . - . Buepig nndaq 6102/L0/€2 ~WRBN/EEYO'IN SRR siuar (1@r) NIuauaL YeAuln Jexeq ueyeq siuaf te
1=8eqas pndag uesesjuEund SWN|OA BIONY ISEYO)Y UBSEYRqUIdd ledey uesodey
[BJ3UlN BARQ
2qLUIN: 181
o “mn_a._u cm :Emmu .\_Hcm 610Z/L0/T uewjewa) 6102/£0/2 1/¥/qeyses/undaq 420y YRIULAWSd YeAelI Wweleq myepag Susy 0
023N Bl n
SRSVIEIS) LU - i et0z/L0/€? -WnLBN/9000'a 3uepig nndag 6102/L0/22 -WHLBW/0EY0 N <- dopsy 1wung seo uep yeAullpl BueS RS yeujuoy dasucy i
seg uep yeAUIA NINH
ueeUIqUIad INP}A3IQ
ing
ur_mu b 5 m} " UBLIRMEWSY 6102/£0/T ERUSEZTdS0E A0ST 403335 I1SENOA LEUNE|
UElIquIEBLd USBLEG L T awono ’ i ) ) 8uepig andaq SLOZ(AC/CE -WNUeN/EZE0IN EEEeg UBp UBYIPIPUS IseUIpIOO) ledey uelode] ot
1e8eqas nndaq ueyieejuewiq
1/uapisald
awo2nQ/indin
no/indino ™ avaa T/uspisaid /qexsas/undsg
ueduesala) (EX1 DI DN} | /udpisaid/qerses TYDONVL LV 1LNd3a Odsia /qe: mwm_wuu:nw TYODNVYL d3dsv N1LON <- am_m.m< |eyuad ON
/andaq <- nndag ON /1Lnd3a Asnses/Antes g
NVIVdVD vavda ALON <- dopsy Ieyad
1N3IINSISSSY vavdai APy uening




uesnjnday uepquesuad

uewiIeway

610Z/80/t

yledoao NVY uBinshALzd

3 d - = - . - -~ nd - daps’
wejep ueBuequiniad ueYeq TSLLONG) Suepig 3ndaqg 6T0Z-3sn8v-80 -wiLew/9sro’ andsg < psvY el1a) 1edey/doysiiom UpeySus urzode] s
1e8eqas yndag ueyeundig
1emelualy uenenday
uesninday uejiquesuad
UBWILIBWSY 6102/80/2 uayednqey 1p 181au3 se|IqIsasyy uelejBuluad
weep ueduequinad ueyeq T 3WONN0 - - = - 6107-3sn3y-80 iindaq <- dapsy 1T
Suepig andaq -WBURN/S8Y0" N uep edueH nes (Nga) JeAuln Jedeq ueyed
1eSeqgas 3ndaq ueyeundia
1SNQUASIQ UBSEN|ISd ISBUIPICOY 1edey uEodeT]
6T02/80/60
, uBWIRUEWSY 6102/80/T aed
1ndaq uodsay T 3WoNN0 - - . (1em3| yepns uly) ey 610Z-3sN3y-80 1indaq <- dapsy o1
Suepig nndaq -WRLEW /870" W ueyeIaAUSd BISEJ BIISEIAl Y2A0Ld jnfuey yeolil
Jojiuow ueyeq /n iexed Ip
B 6T0Z UNYERL £F-3) UORIGIYXT PUB UOIUSALOD
610Z/80/80 Hieu . RELEl
UONEIJoSSY WN3|041ad BISSUOpU| BYNgUWaN
6102/8 6102/80/80 uBwiuewsay 6102/80/2 e
qeysas 3 JjIeN T 3wWodIng joulge) sUelRnss m_ﬂgw:m«?wo 6T0Z-3SN8Y-80 13ndaq <- dapsvy NNIUN USPISDId USUCUDULIES T ISUOEN| 6
0/WUEN/I6TO' N ‘ge3{sas owaw uep 8uepig andag -WUEN/E8F0 N
suEIaNRS URSUSQ UOREBIIOSSY WnaEenSs
‘uspisaid owaw pegsadip i
e1SAUOPUY 12110 UBMS( ISUSIPNY LBLOLTUIES T
6107 inf uejng (efuay) el1auly euesuay
uesninday ueSuenay
6102/80/2 |ensas uauodwoy/INdIN0-qns/Andino/ (1)
uepquesuad ueyeq jyniun 04 3WoNno - - . - Uep UBBUBIU3ISG 610Z-3sN3V-80 dapsy <- dopsy 8
~wnUeN/T8YO'W ueei3oy el1aury Jojeyipul/uelei@a)
azyusd ong eleday uessunEg o.lg ejeday
ueleses ugiede) eleQ ueledweAuad
|esdUIW eARQ JBQUINS LED
uesninday uequesuad 6107 ueuejLad 6102/50/7 1813u3 Sueplg 6T0T UN[ — $TOZ J2QOMQ FPF0LSS
weep ueSueqwiniad ueyeq T swWomnQ NIAd Suepig undag 6T-15NBv-80 | /80/WNLBN/YEZO - uep ueinedy 6102-1sN3y-L0 o . dapsy <- dapsy UDpISaLd ISYNIISUL/UDPISaId UESTIANDEY[URpisald| £
1eSeqas i3ndaq ueyeunsiqg - Buepig nndaqg uaisisy /0870 ueinjelad UBUNSNAURd WR|E( I3UIge) SLEIADIS
epeday uesednuad ueleded syUIRA ueledweAuad
uewpuewsy Bueplg uenndapa)
uesninday uejiquesuad ,
e eSuequiuiad ueyeq 04 5WoNNO . . . . I1SEIISILILPY 6T0Z-35NBY-20 6107/80/¢ andag <- dapsy wnuew uesunydury uep ‘130jouya) uep 8
wiejep u quut Y 3uepig nndag 1URIN/6LY0" N N 1951y ‘ueelesimueday Bueplg Indag us1sisy 6107
1eSeqgas 3ndaq ueyeun3ia
ueie83Uy UNYEL ISIASY UBUOYOULRd ueledweAuad
6102 6107/
uiaiu] jedey ueyeq ledeqas uapisal By 5aS a0 URLINILIBWS! 4
BuI3edediEtiegIeoed € 3WoNNO 5 = smsnby 20 SR/RATS/B0L0TN 6T02/80/90 ™1eu 3o (uesj) . 6102-1sN8Y-90 GEOTE] nndaq <- dapsy yWis1] ueelepuay Buejua) uselu ledey Ueyed| s
uexieRUBLP UBP GEYS3S YIEN 18UIgR) SHEIBINIS 6102/8 Suepig andag -WRUBN/SLYO W
6102/80/90 .
ofwinen/e6z0' W
e 3y e awoan 12UIqB) SLIBIRIAS snb 6102/8 [1=0] e . sng! 6102/80/2 ndaq <- dapsy Buequiajeg E10) UEp EAeqRIng 103 1F v
S I -] | = -t -
qexsag 3 jieN T o] 1qey sliela.y 6LISNOV00 | en/zezo 6102/80/90 Bl Suepig nndaq 6T0Z-1sN3¥-90 YN/ LLPOW P £517d UeUNSUEqUIad UBRUESYR[3d Jedey ueiode]
15B334 2103 MEg INWINS Fdl
6102/8 uewiieway 6102/80/T 1p (eSL7d) y13s17 18457 1pefusw yeduwes yejoBuad
SWO0IN aulqe) slelal -1snb ey -1sNBy- 1ndaq <- daps'
: e wuigex sueRsRs | BHISIOVE0 | e osrgw|  CTOHEY0 Suepig nndaq SEOGENENSD -WRUEN/9LYO N andaq < aepsy yohoig (1521 fenpiatpul) 3531 uorssiwiwon | ©
uipey3ual seul ueue|eliad uesodel
T)/u3pisaid
3awo2no/iNding ™ Jvnia
23N i/uapisald /aexysas/undag
ue3ueJald)i (EX31 201 “TINI) | /UapIs21d/qeASSS TYDONVL . 11Nd3a OdSIa eysas/nunda TVOODNVL d3asvY NL ON <- dapsy leyuad ON
/andag <- undag ON /1Lndaa /aey amo\.um,* a I
s ey,
NVIVdYD vavdI NLON P! leyuad
ININS3SSSY vavdai Py uening




6102 sToz/ /20/ jeseg ese83uUa) eSNN ‘WeJeIBN IP 6TOT LUMYEL
uapisaJ s - uBLLIBWSY 6T0Z/80/¢ 2
qexsas 3 NieN £ aWomN0 i M:Bn_e - snisnby 92 R Mﬁwmw_‘\dwmho e 6T07/80/€T Yieu Suepig andaq 610Z-3sN8Y-ET WNLEW/L0SO W undaq <- dapsy wnisodwAs (NOdV) JOmIaN 4edodg ayided 215%| ZZ
RuIgeN sus 6102/80/€2 | | e e, . - 19 Y1 eYNGLISIA USPIsald epeda)y UELOUOILIZS
s10Z/8
. o/wnuEN/6Es08 | | m.nON\m.o_._\mNNN._mv_o__mcEwn uewRUEWIY 2snSv-z 6102/80/2 Andaq <- dopsy 1RJEG BMET ISUIACId [BUOISSY BYBueN %3] -
qexsas 3y dieN T 2Wo2IN0 j2UIqEe) SLRIBISS 6L-I1snby-2¢ 6102/8 61/80/1Z 'q Suepig nndag S10) is -wne/S0S0' y eS11d ueun3uequiad UBBUES)E|ad Jedey uBiode]
tensas pyieqsadip
jeseg Bmer [euoi33y eYBUEN
joB8a7 eS11d %9A0.d Ise3sanu|
uejjequaBuad uep UueBUEPUSd 6102/80/2 o o 1elEg BME[ ISUIAOLJ |BUCIBDY BYyBUBN yoBa
SwisiueyaIN UBP J3GUINS 1 2Wonn0 < : e - 6107-35N8y-0T BUEN/POSOTW andsq <- dopsvy £517d URUNSUEGUIA] UBRUESYR|2d TEdRY UBYE] g
ueseyequiad NI} 6T0T
smysndy O (81 nndaq Jedey
ueyeq 1eSegas ueyeundiq
uesninday uepiqueduad . yesoeq ueunduequiad 13eg 1819u3 LEYNUZLSS
uewiel B
wejep ueSuequipad ueyeq T swo23no - - kS - Sue _m ARG 6T07-1SN8y-6T  [10Z/80/Z-WILBIN/Z0SO V] nndaq <- dapsy uep 18s5u3 1sealasuoy ueBuede uenziuiuad| 6T
1e3eqas 13ndaq ueyeundig RIEl uep IseulpJooy Jedey uUipey3ualN uesode]
uesninday uepqueduad |esBUIN
SENISILIWPY 610Z/80/C .
wejep ueBuequiuad ueyeq 04 sWoAnno = - - - Suepig _u:%mo 6T0Z-1snSy-61 .E_u:m_\,_\\mm\vo._\,_ nndaq <- dopsy eAeq Jaquins uep 1813u3 Buepig IndaQ LaissY| ST
1egeqas 13ndaq ueyeunsiq o . 070z ueteS8uy nded gyy uep My uEjEdleiuad
uesninday uepquesduad uewLeWwaY . 6102/80/2 — [ uewnuews) Bueplg Ip 184G -
we|ep ueduequiinad ueyeq T 2Wo3N0 - = = - Suepig 3ndag 610Z-¥sndy-$T WBUEN/SEPO N 13ndaq <- dapsy sueyauyag elaury unye) § uetede yidoL uensn
1e3eqas 1yndaq ueyeundig
6T0Z |inf 0T-£ [e88ue) (Lyy) ¥oiBuolL
uesnynday uepqueduad UeWILIBWY 6102/80/T i e 1eAyey yignday Ip |eiale|lg UBNWaLIay edeiagag 3
wiejep ueBuequIRIad UBYeq T WoANo : ’ ) ; Suepig nndag GRS -WNUBN/YEr0IN ndaq < copsy uep (g-23 4301) winuo4 AZ13U3 eulyd-elsUOPU *
teBeqss pndaq ueyeundia 19 ayL weep neyedasig BueA ewes ==y
uesnyndsy uepqueduad Ty-3) (Ldd8) 190T0NHEL
UBILIOUOY 3.3 /8 UBLUIIIBWDY 6102/80/2
wejep ueBuequinad ueyeq T 2WwonnQ mc.m \ zw_, . g 61-1snby-G1 ofu w_w,_ \\Smo.s_ 610Z/20/ST PR 1P Suepig nndag 6T0Z-3sn3y-£1 AUBLENOBO nndaq <- dapsy NVdv¥INId NVA NVIFYXONId Nvdve LNH Yavd| ST
tegeqas 13ndaq uexeun3iq g a o o 13NIEYY SIYVLIYNIS HOI34S ILONAIN SHYILNIOd
6107/
6102 . -
uapIsald 80/qeYSaS/TELOW uBWILBWIY 610Z/80/T 0Zd MOIRpUB|Al UBRUEBS)B|Dd [SEN|2AT
snisn leu -3sN3y- 1ndaq <- dapsy 1
USpIsRUdIUERIAEIESSIRARNEN E}SHoRT0 pENLLY PR T by Z 6102/8 6102/80/2T 1! Buepig nndag SI0C VL -WRLeN/68Y0 N 4 R seyequa|y seieqla] Jedey ueyeq Lzinduleiuad
6102/80/C1 |
o/wnUeN/86Z0'W
610¢ umETaUY
uesninday uejquieduad 1SEJISIUIWPY 5 6102/80/2 anda dsps unye] || J3159Was [eJaUl 2ABQ J2QUINS UBp "
wejep ueduequiiad ueyeq 04 3WoexNo = = ’ ’ Suepig nndag ETOCN=V:00 eN/L8Y0 W SIS LaPeY (815u3 Suepig nndaq ualsIsy ueleIBa) euedudY i
teBeqas pndaq usyeunBIq UEp BUB( UBYUEUSJ PUROUDY UBiedweAusd
/uapisald
awoInQ/indin
(el wmv\_ﬂ qhv_w \__%_mwuw_\ne_mwm ﬂﬁwmv_ Ti/uspizald 2 el
ueduesa3a) . TYODNVL ILNd3a odsia pysas/nundaqg TYDONVL d3asv NLON <- dapsy leyuad ON
/undag <- inda@ ON /11nd3a /a VA_ Qwo\_wme. e
NVIVdYD vavda NLON vk
JNIWSISSSY vavdan Yy uenfng




uesninday uequweduad

ewa)y

6T02/80/T

eway Bueplg |p J2UIQe) SUElENES

- - . - ) - - d - d3)
welep ueSuequipIad ueyeq 042U0AN0 undsqg 6T0Z-38n3Y-L2 -WiLRN/9ZSO N andsg< psv elauy unyeL § uelede) yjidoy uejediseiusg LE
1edeqas i3ndaq uexeundiq
i susd [FEIBENEN
uesmn ue_ :m__nE“ ua dy 6102/80/2 ndad <. daps Suepig Ip 610 IINT ue|Ng ef52) uedunfuny
Emm_mu ue! :Mn_E_Em :man 04 3WOANNQ 3 = 6T0T-1sN2Y-~LT -WRLBN/PZSO'W indaq <- dapsy uep ueeseSaua) IWsaY BIEdY eped USPIsald 3
1edeqas undaq uexeunsiq Jfuer Infuey yepuil ueBuequiadiad SYIIBN
uesninday uejiquesuad 6T0Z UNYeL ¥/ 33 |BUOISEN YIS LEH
ueLWIIEWDY 6702/80/2
wejep ueBuequiuad ueyeq T 3WodIN0 - - & = Suepig nda 6T0Z-AsNBy-£2 wLEN/TZS0" nndag <- depsy ueyIs|eSeuala) URIdWEd UBP JEUIWSS SHNHUEN] 67
reSeqas nndaq uexeundig s a - i Uep UBINGUIES UBYISQIBIA LELOLOULZS
uesmnday usjquieBuad 1sewoyu| 1I8ojouyal 6102/80/¢ unepsng |esaul BARQ J2GWNS UBP 1843u3
wejep ueuequiyad ueyeq 04 3Wwonnp - - - - 6T0C-1SNBY-LZ . 8¢
uep ele(d 1esngd ejeday -wnen/8TS0 N oJey <- dapsy Sueplg Andaq ua)sisy eped yi|qnd 1sew.oju| Jeyeq
=¥egas upepsndey uexeundig
d Juad
e uewLEWLIR) 6102/80/T EiTIUCRY|
wejep ueduequiipad ueyeq T awonng - = - = 6107-1sn8y-9C 11ndaq <- dapsy Ix4
Suepig nndag -WKHeN/9TS0 W |p Sewn|3d uelnieduad ueleuagay uegeFalay
1e8eqas 13ndaQ ueyeunsiq
610Z/80/9Z WISl
INO3IE|q 1EY DI UBNYE]
EIS
Eabj ueye 3A g USR] B3 uBLUIEWSY 6102/80/C NISIT IsiWsuel ) veduuef
indag uodsay T awonno - - - ye(a3 3A ede uejiodesw 6T0T-ISNBY-€7 . nndaq <- dopsy 97
Suepig 1andag -WReN/STSO N seqag Sueny yexsa) Sueny ejel uveanieSuad weilzy
/n qeysas 2y owsaw ueydels )
6102/80/92
*00'pT Inynd Buers ngqed
u=Eap wejeq
. 6102/80/2 i -
nndaqg 1ens T awodInQ - - B 6T07/80/9T "Wy Suepig nndsd 6T0Z-ISNBY-€T T nndaq <- depsy seAuly Su uedusgqwasduag/usuniueguiad| Sz
M . depeyta] uapisald UByely Jnfue] yepul] 1EdEy
undap pu Ip yepns
6107/80/9Z nl4ad
Suepuedip e|igede ewLa1p
“feyip ‘efes nies ipefl
5 6102Z/8 JEINS 1eNW ‘ewes eAujey uewileway - 6102/80/2 nda, dons 19uiqe) slieasyas uesuap p1l
E=118[e R cl Helal - o o &) -1 o
gesas 3 AIEN t b ASLIGEMIsEIo NS 61-1SNby-92 0/WNUBN/TTEO'W |  Bwes uexninip eus.ey Suepig nndag ET0C;AN2VEET -WIRUEN/ETSO N R cegreadspsy *3ld ‘{RUOIIRUISIU| UDDIOY ] ISUBIPNY UBLUOYOLLISd g
ueySuequiad ehes ye|azas
‘610Z/80/€Z 18NS yeyseu
Yeip eped ehes uejed
lensas qeysas 1eans yleglad
6102/80/92 JeuoiseN |BIau3 UELEUIEY
6107/8 . uewnRuUews) 6102/80/2
qexsas 3 yleN T 3Wo2Ino 19UIge) SLEIIS 61-1snby-92 TP — ppequad ‘6T07/80/€¢C Suepig andaq 61023sN3y-€¢ T - 1ndaq <- dapsy | eySuey wejeq dnpiy ueBunyBur sealleny =3s[usAl €2
. jeins ueyieqsad e - eUNS WnUoy] 1319u3 ueleejueldd is=si|eludy
1eq Y. : o
TH/uapisald
awonp/ndino ! L EN] S a5k Jqeysas/andaq
ueguesdHN (£ ‘0N “TI) | /uBpIsaid/qexsas TYDONVL LVHS 1LNnd3a Odsia \nmv_mom\nusnwo TVYOHONVL diasv NLON <- nm_wm< ON
/andag <- nndag ON /11nd3a :
NYIVdYD vavda NLON <-dapsy Ieylad
JNIINSISSSV vavdan Iyyy uening,




uesnjnday uepquedusd EREGIDRY 5102/60/2 uewnewa)y Suepig uenndapay Ip [BISUIN eAeq
ueyeq 1e3eqas [SEIISILILPY 04 awonnp - - - - m.:mu_m. _wgnma 6T0z-dos-90 - indaq <- dapsy 12quins uep 1313u3 Sueplg indaq uasisy 6T0Z| +
Suepig indaq uexeundidg o o ueleSBuy unye| ISIASY URUOYOWId LERGILBALS
Jouiqey 1elelan3s 1P 6T0Z
J2qwaidas ¢ [e83uel eped
UBWIILBWS] 3
e1sauopul 21133 T 3wonng = = - = Suepig | :nwv_ 6107-d3s-v0 .E_m_HMN\mo\N . nndag <- dapsy el i i “m . €
|esauas 030 ueduap 1aulgey pig Aindsqg 1UBN/EVSOW 13UIqe) SIIEISNRS UBNWSLad 192ys Buysug
S1JB191335 UBNWBLI 1sudipne
ueyeq 1eSeqas uexeunsiqg
6T02/60/WilE | 6T0Z/60/€ eM NeEle |9l 6102/80/ eARqeinS €30) BS1Td UEUNTuEqEd
nndag uodsay T swonno 61-des-20 6T0Z-d35-€0 nndaq <- depsy z
W/Ge3saS/9TEE| siqaedsdiad /nwubip -WIHBN/9ESO' N ! jedey uejesedasay ueledweAusd 1eInS LEYSEN
uesninday uejiquesuad . . N13sI|
d
wejep uesuequiniad ueyeq oD N i ~ ~ T 6102/80/2 e — jwsuesy uedunel eped (MOY) WNWIUIA seqag .
jeSeqss 1ndag UByeunsig -WRLRN/9ESO'IN seler uep Isiwisuel| seqag Bueny Jexsal ugSuspun
: ) : -SuepuUniad UBIMEID ISBYIHIUSP| LEiede]
610 H38INI1d3S
uesnynday ue|iqueduad At
uewLRWS, )siwsues) ued [ d
wejep ueBuequinad ueyeq T 3Wo%IN0 . . - - 1l b 6T0Z-35NY-62 6102/80/T andag <- depsy isiwsueJy ueButel eped (MOY) WNWILIA seqag .
1eSeqas nndaq ueyeundiq Buepig nndaqg -WILBIN/SESO'W Jeler uep Isiusuel] seqag Sueny uexJa3 ueSuepun
: : ) -Suepuniad ueinjead ISeyIIIUSPI uesode]
uesninday uepqueduad (S 6102/20/2 (dvLIS) uapisald lisyary
weyep ueSuequipad ueyeq 04 3wodIN0 - - - - - _.m andag 6T0Z-3sN8y-62 RUEN/PESOW ndaq <- dopsy Infue yepul] ISBLLIOLU| WRISIS IN[E|BW LaR[E3IZ] SE
eSeqas nndaq ueyeundia Pt o <0 uegunfuny iseH uep Ifuer anfuel yepul] L 5i3uad
uesmynday uepquieduad 610c/6
weyep ueSuequiiad ueyeq T 3W02IN0 i N REEEEaTEoe 6102/80/67 eu I 610Z-15N8V-67 610¢/80/2 1indaq <- daps eAeqeing €30 I
) jauIge) SUBIaES Jaquiadas z, 610Z/80/wnien i Suepig andag ~WNURA/ZESO'IN : OS psv e$]1d ueun3uequiad ueeuesye|ad 1edey uesoded S
1eSeqas 13ndag uexyeunsiq
670z smsn3y 62 JTZEW
uesminday uejquiesusd NS 1siusuel | ueBuper 1sBuny sAuEEes
y uBWLeWD; ueipelay isedispuedua 3 £l 3
welep ueduequiuad ueyeq T 3woxano = - = * . ¢ 6107-3sNSy-87 i indaq <- dopsy IPERMIEECISEUEBUalY EunBly=:=Sd 1EpHIEES €€
1eSeqas pndaq ueyeundig Buepig indaq -WILeN/TESO'W sieg YeluawWa4 Ueyeliga) Hexal ueyejesewlad
’ l : uelesajAURd ISEXIIIUSP| UBD ISEYLLIBY
uesnynday uequeduad
Al -
wejep ueduequipad ueyeq T awomnno - = = - 6T02-15N9-87 -E_m_“uw\wo\m ] nndagq < dapsy ot eAeqeins B30 Qso“wm_ es1id o
jeSeqas 3ndaQ ueyeunsiq BUBN/LZSO'W y2g |enf uellueliad jeiq ueseyequidd 1edel ueyeg
IH/uspisal
awo2no/inding » qvNIIN Ju=p %
o e (1 ‘DN “ToN) | udpisaug/aeyses | o | Lwans k : Di/uspisaid / ne_mﬂm\ need
11Nd3a 0dSIa e)53s/11ndsy TVDONVL d3asSv N1 ON <- daps eyua |
/andaq <- nndag ON /ILNd30 faex ,_m\ intea fax IS y
<-d9ps
NVIVdYD) vavd N1 ON psy Jeyriad
ANIWNSISSSY vavda Jippy uening




uesninday uepquieduad (Li14)
UBLIUEWDY 6102/60/T
wejep ueduequiad ueyeq T awonno - - - - 6T0Z-das-6T iandaq <- dapsy wnuoy) eseus] 3uas wjBuequiad uelfey JuEy| €T
Suepig Indag -wnUeN/0850" W
1eSeqas 13ndag ueyeundiq uesode] uesedewad 1edey eyBuay LUsIoCE]
12uIqe)] 1R1IEIBIYES LESunyEUT
uesnynday uepquesuad
uBWIILIEWaY 6T02/60/T |p se3n ) euesye|ad UBP UBLEH BURSHE(Sd
ueyeq 1eSeqas ISsensIuIWpY 04 2WoANNo - - . - 6T07-d8s-8T nndaq <- depsy 41
Suepig nndag -WRUBN/ELS0 N ueynfunuad Bueiua) 19uigqe) SLBIBINIS HEINIEIEY
Suepig indaq uexeundiq
ueSuesuey uenlniasiad jeied ueredweAusd
NYXIHLSITYOYNILIN NV SYOIW
nndag uodsay 1 awoemno 6102/60/9T Yeu 610z-d35-91 6102/60/Z nindag <- dopsy YOLX3S 1a (ISYLISIANI INLSISONT) WHYSMHEIE 11
) : Buepig nndaq -WILBN/Z9SO'N : NYHYANIAIN NYXIVEY3d IYNIONIN S¥LwENIL
1¥dvd NVHYE NYdVIANId SSTHDOYd Ny EOdvT
(NdaX)
JeUOISEN SEILIOL UBESSPISd UBsEME) WelBold
uesnjnday ue|iqueduad ueeuesye|ad BMAS ‘Al BARQ JaqUINS UBP 1813u3
JRWSY 6102/60/C
wejep ueduequiiad ueyeq 1 s3WwoonQ - - - - da 6T07-d35-0T " 1Indaq <- depsy 201135 BumMyNpuad JNPnIISEIU| ueBuequwaBuad| OT
nun - 1B "
|eSeqas ndaqg ueyeunsig DS HEN/TOSOW ‘wejy eAeQ JoGUINS UBIBRJUBLLIDG 1sewndo Injejsw
YriaeQ 1WOUOY3 urie}SUIUAd Uep ueyniuequued
ueiedanlad ISRUIPIOO) ledey LEHDTET
1sesjong
uesmynday uejiquieduad ISELLIOJRY Uep 6T0Z/60/T 6107 Unye) uewuewsy Bueplg LERNEsEY
04 3WoaIng = g = - 6107-das-01T . auyy olig <- dapsy 6
welep gy ol1g ueyeundiq el1aury sejjiqeIunyy -WIIBIN/09S0 W 1Sy euesuay Sunynq eleq ueredweAuad
ouig ejeday
uesmnday uepqueduad
ueLUlUBWS) 6102/60/2 19¥INT ONVAIE ISY1NOIY JVAVYHYIL NYINSYIN
wejep ueduequiuad ueyeq 1 aWwo2N0 - = - 6T0Z-d95-60 13ndag <- dapsy 8
Suepig andaq -WNMEN/LSSO'IN LIvMY3L NYHYE-NYHVYE NTiFdivANId
1e8eqas nindaq ueyeunsia
— 6107 smsnsy ueng (eluay) ellaury susauay
e
uesninday uepqueduad . 6102/60/T lensas uauodwoy/Inding-gns inding /| w¥41)
04 3Woano - s - - uEp UBRUEIUISd 6T07-d3s-60 ayyy ong <- dapsy L
wejep gydy oJig ueyeundig ot ejeda -WRLBN/YSSOTIN ueieiSay el1aury Jojeyipul/uelei3ay
3}
'8 ejed ueseses ueiede) exeq ueleduwieAuad
uesnynday uejiquesuad 19AJ35GO) =4EEFuS
™ Uellg UBWILRWIY 6102/60/2 ¢ n..w 4
wejep ueduequinad ueyeq T 3WoNNO - - - E 6T0Z-d35-90 nndaq <- dapsy esSNN [eUOITRY YZ0Z-0Z0T NIWIJY LUaunsniuzd| 9
Buepig undaq -WMRN/ESSO'IN
1eSegas 1indaq ueyeun3iqQ |euoiSay Iseynsuoy lipeyBuaN uBicde]
LB BLLEY
uesninday Suepig uenndapay 6107 Joqwaidas 0T
6102/60/
uequesuad ueuequinad 04 swoanngp - = 3 =  uep ‘T dopsy 6T02-d35-90 wane dapsy-dapsy |eS3ue) yejuuawad Isuelsu| ellauly sEIIOEILAYY| G
W -
ie5egat dapsy esed uexeunsig RUE/ZSSOW wa1sis 1sen|ea3 eySuey We|ep || Uolas3
elia) nun ISy euesuay Bumyng eaeq ueunsnAuad
/u3pisaid
3wo2no/Ndino ™ LN e Jqexsas/andsa
9PIS3, !
ueduesn3) (EXN1 D0 DDA | /u2pisaid/qersss TVOONVL LI 11Nd3a Odsia ._mv_ S é :QM TYOONVL d3asv N1 ON <- dapsy |eyriad ON
S/ . H
/andag <- andag ON /iLndaa /aeys3s/andaq
NVIVdVD vavdm (LON <-dapsy leytiad
ANIWNSISSSVY vavdal Jiyyy uening




uesnjnday

yedus] emef 1SUiA0ld

vejiquesuad wejep T ueSungnylad d 610Z/60/T g 7 > 5 3 a
ueyeq leBeqas uedunqnylad i S Suepig indaq uaisisy 6102-d35-08 -wnUe,/S090"W BRsvixzICoRsy r_nm M:S i :mnEwn_n:mum wEMn_ S qum”_\,_ (&
dapsy _._Nv_mr_:m_o uedejAuad ISeuIpJoO) jedey BYIUaA LEITHET
uesninday uejqueduad s 3 5
SelIsiuiw s,
ueyeq 1e8eqas IsESIUILIPY P EEEG, . R i . m_cmu_ i ___._ %M T0z-d95-22 E_ﬂMN\mo\N ] RASGIESET . uewnuewsy Sueplg uenndzpay -
suepig nndaq uejeundiq pia indaq HUEN/P090'W 0707 ueseg8uy unye 8y UBP NV LEiEdilEAuagd
uesmndsy uequesusd M_Lmaowov 1wng uewe] ueduequiaBuad
UBWILIBWS ueIuS; unye] § JOWON u2pIsal
we|ep ueSuequipiad ueyeq T SWONN0 = = = - Bue _ ‘_ :nwv_ 6T0z-de5-L2 E_m_HMN\mo\N 3 findsQ <- dapsy UBRIN}EIDG SIU mu :u MH%N :%m.u.moc _.”,_m n_wu y &
|eSeqas andaq ueyeundig Pig indsg IBN/E090'W 1BI3d SIUYS] UBLLOP3d UBLIGIUA Ueiedadiad
ueseyequag 1edey ueeuesye|dd ueiode]
uesnindsy vepquieduad , thn_Omwv jwng uewe} uelueguwasuay
eLILIBWS uejud unye, OWON Uapisal
o i - TUo0 Sue _ ._ _.amv_ 6107-d35-22 E_m_ﬁMN\mo\N hindaq <- dapsy ueINRISd SIU; wuc :Mwowm :ccm .__. mw._:w _.__,_m mh&wm i
- L 3 1 O
ieSeqas indag uexeundiq pig nndaq nUeN/0650' N 1219d Stu3aL pad Uelqlauad uel d
ueseyequiad jedey ueeuesyelad ueiode]
uesnjnday uejiqueduad
6T02/60/2 eiSSUOPU| 3eA 1d Leduap
wejep ueduequiuad ueyeq € 3Wonno Suemg nnds 6T07-daS-£7 N 1ndaqg <- dspsy 3 dined [s74
. yekuad
|eSeqas iindag ueyeun3iq p1a 3nds@ N/6850'W USpISald 1suaIpNY 399Ys Suyalg LEeduEiuag
6107 1290¥0 ueyLsieSeuslay ueq seBIN J0DRS
 “JRWN[ ‘UBWIIIBWR) uBWRLEWIY 6102/60/T 1q 15BISaAULIaG UBLEPNWS) BUND ISBISOSY Y3]0
awoan = - . - -das- ndaq <-da
Suepig Inda 1edes ueyeq E e BI0E:C9S:ED -WNUeN/83S0' W SHERCE pev ueyiedwesiq BuBA [@Xsig JIUsSY) LELREsELLIES ot
1e3eqas nndaq ueyeun3ig ueseyequiad ledey ueyeq uElEdilEAURY
ugshiandsy| ueduena) [EMEL ]
uejiqueduad ueyeq e3eqas 04 2WoNNO . = = - uep UBBUEOUBISY 6107-da5-€7 E_MLHMN\mo\N X nayuay ouig <- dapsy Jaquung uep 181au3 Buepig Indaq UISISY FTOT| 8T
nayuay oley ueyeunsdig ouig ejeday BRUEN/SBSOW ~1207 unye] el1suly 1SeLOjU] 1981e) ueiedweAuad
uesninday uejigueduad e y d
PULENE) uapisalg epeday ‘y'S 3|8
wejep ueSuequipad ueyeq € awonno o . 6T0Z-d35-0Z 6102/60/2 13ndaq <- dspsy Pisald eped=y'y's 21EA O30 L1
Suepig nndag -wnueN/peS0 N UEp UBPISIL4 ISUSNPNY UBLOYOULI uetedweiuad
\eSeqas indaq uexeunsiq
isesjolg
uesninday uepquesuad SYEWESNG ISEWI0)3Y uBRp do 6102/60/T d uewnuewa)y Sueplg nndaqg ueBuny3un
= - - - -das- olig <- daps’
An3un gy ollg uejeunsia g elI3UIY SEU|IGRIUNYY 610z-d95°0 -WnUeN/E8S0" N EERUCIES LA 6T0Z UNYRL d)S Uele(iuad ueledweduad &
ouig ejeda)
uesninday uejigueduad " g
uewnuEWSY 6102/60/2 WwopSupy P3N 421S9YdUBA Ip S|
wejep ueBuequipiad URyEq HRLE2N0 LSRR BH0Z60VT BYEW 610/60/vZ WHH Suepig nnda 6102035761 wi _LM ot 3 nndaq <- dapsy cmEmmm:m_u .w_m_ua_ &M 5] _;: _mm,_w : _._P_.__un_ ” st
le3eqas ndsq UeYeNBIg pig nndaq 1JBIN/Z8S0'W 3 W pue diysiapes nyiEusiy L
Y Uep dINVS ueeuesyeldd 6102/60/2 610z Joquaydss oz ed8uey eped &DvS
jeusa1u| ASAINS ueyeq 04 2WwomNo - = = - ¥ uep g ‘T dapsy 6102-d95-6T . nndaq <- dapsy Uep gy ueBUESYE|3d ISBN[EAT [BUIBIU| UBIBIIUZ| T
—wi .
{e3=g2¢ dapsy esed weyeundig RUEN/TESOW 12/ng ey3uey welep ueyeg ueiedweAusd
TH/uapisaid
3wono/indiIno ™ YV \ns_\m es/andag
UuIpISal g
ueduesazoy (EXDH1 ‘DN “DIN) | /USPISI/RASDS | oy | AVENS 1LN43d 0dSIa \._M_ \3 u. h wwooNvL | d43asvnion <- dapsy jeyad oN
1n . Y
/andag <- nndag ON /1Lnd3a qexsas/andag
NVIVdYD vavdax NLON ki feyuad
AN3NSISSSY vavdai Yy uening




omouag esiid

uouido |87 UeUNSNAUSd 610Z/0T/T eAeqelns B10) ‘omouag eS1id poudo
T awo2INO - E = - 6T0Z-BO-¥0 1Indag <- dapsy S
Jnfue epuil 1edey ueyeq Suepig Indag ~WUeN/LZ90'W je8a7 ueunsnAuad anfuetyepul] 1edey uEiEd
1eSeqas andaQ ueyieejuewiq
uesninday uejiqueduad
UBWIILBWIYN 610Z/0T/C ueynieqaL (81aU3 ISEISIAU| UEIESERIES
wejep veSuequiuad ueyeq T 3WonNN0 - - - = 6T0T-MO-€0 nndaq <- dapsy 14
Suepig andag -WneN/ZZ90'W Jueius) saidiady UeUNsSNAUSd Ynjun UEHNsElN
1eSeqgas indaq ueyieejuewid
§10Z/0T/TT
“yjieu uelpnuwiay g Bieglad) seSi JOPaS |p BYESNIDE USUEPALIEN
6102/0T ! Pt g MIEGIAAP!  Jewnuewsy 610Z/01/2 qesises Sl ke
7/ 23 qexsas 3.ing 1 3Wo3no FENLIL R ERES 6107/0T/LT 610Z/0T/€0 6T0Z-MO-E0 . Uep 1se1saAU UEIRBUIUBN BUND [RS4 LIUESLI| €
JWRURN/TLEOW . Suepig 1indag -WRLeN/6T90° W <- indaq <- dapsy >
R ueesed|quiad ueYE|ESEULISg UBIES|AUSd UBSEYRqUSd 1205y
1ensas pleqlad
uesmindsy uepqueduad
ueweway 610Z/01/T Buesa8ue] B10)
wejep ueSuequiuad ueyeq T awo2n0 . . - * 6T0Z-PO-€0 ndaq <- dapsy &
Suepig inndag -wLeN/8T90° N £S11d UBUNSUBQUIS] UBBUBSYEISd 1edey uesode]
1e8eqas nndaQ ueyieeyuewlg
uesninday uepquiesuad gLN 1P 6T0Z 49qW1das § P's Jegquisdas
UBLLINIBWSN 6102/60/C "
ule|ep ueBuequiuad ueyeq T W00 - - - - 6T0Z-H0O-20 nndaq <- dapsy € ‘6TOZ Unyel wnisodwAs (NOdVY) faamizh| T
Suepig indag “WRLeN/PTI0 N
1e8eqgas 1IndaQ ueyieejuswiq yedoao syioed BISY Y19 3YL uipeySuay SEIDHET
6T0Z 439010
WdMa eleday L
‘weywny] USjUSy 9
‘NINNG
uesninday uejqueduad usyuay G ‘ueba
(L WIS G -HBLON 6T07/0T/wnye uewINIEWIN 6102/60/2 seEN
wejep ueBuEqIRIRd LEg T awonno JemUaeN ) 61-P0-L0 ) Suepig anda 670203508 wiie i hindaq <- dapsy 1sepodw) wejeg Buede |equl] BUIYS U deszua -
3 - 1. EdBISU3g
\eSegas ndaq ueyeunsig ‘uebuebeplad LaluE| N/qe{s35/€LE0'8 pig undaq AUeIN/TT90'W 1sepjodw| wejeq Q lequd] NS g
€ INQS3 USIsN
Z ‘uelwouoyalad
Buepig odusW |
6107/0T/T0 OWaW ueYeq
eSeqas ueBuequiuad wejeq |p [eUCISBUIAIU| OdY 0233 1d
UBLUIUBWIY 6102/60/C
nndaq uodsay £ 3WOodINO ynun ueuisnpuiad suepg ands 610z-das-0¢ e undaq <- dopsy (3v(L) 19811X3 J1IRWIOLY 21B||1ASI PaIelL Fueiy| sz
=W )
UBLISIUSWSY I 153 Pia B = BHEN/LOSOW ueyiwsaI3N snije)as Uelipeys) HEUSHSILSd
uESUSp UBYISRRIUNWOY BARS
H/udpisasd
awo2Ino/INdINg ™ ¥vnIN i Be_\m 55/andaq
uapisal ;
ueduesnd) (EXDH “2H D) Jupisald[AIERS TVYOONVL NS 1Lnd3a Odsia ._mv_ S9 - :aM TVOONVL 43asv NLON <- dapsy |eyu=ad ON
I = H
/andaq <- nndag ON /ILNd3a Jaexysas/nundag
NVIVdYD vavda ALON <- dapsy leyuad
INIWNSISSEV vavdan iy uening




GrUC/UL/ rC Aled vewewsy, 6102/0T/2 qeysas uaynsyedeuzIay
qexsas @ jieN € 3WoNNO FENGLYRED BN 610Z/0T/€C  pz/oT/wnnen/vied esyuadip Soepialandag 6T0ZT-WO-TT AUPLEN/E990 ot P e SugyusL [y UBPISSId [HEA LISIU| JedRY US[MION ST
<- ugepuaiAl 1eJns uendwe| o o = )
‘eAeqedns 2303 IP (BS11d) YMast] Biaug
uesninday uepqueduad TELRGEUSY 6T02/0T/2 ipelualn yedwes yejo8usd 1se|eIsu] ueunduequiad
we|ep ueSuequuad ueyeq T 5WONO - * = = Suepig nndag 6T0Z-PO-TC WRLEA/TI90 N 1indaq <- dapsy ueeuBSYE|Sd 7 ‘UBIe|SS FamEng-oluadaua]| (T
1egeqas nndaQ ueyieejuewidq T : | 0joL (211d) nAeg eSeuay jLas Buaqwad
1se|RISU| uBUNSUBqUAd UBBUESYRIDd T
. 610Z/0t/2 qeysas 6707 unye] 8-2) 6T0T X3U0D INLET IBNI
nndaq uodsay € 2WoNN0 19uige) SLeRNES 6102/0T/€C 610Z/0T/TT MIRU 6TOT-MO-LT AUPLEN/950 W < nndaq <- dapsy JesoLLIEg EANGUISI JnIUN USPISaid UEUEHRULIZE €1
uesninday uejqueduad ueuR)L3d cT07/01/2 e
we|ep ueduequiyad ueyeq 1 awonnQ - - - - uep ueIne|ay 6T0Z-MO-TT i dapsy <- dapsy Fa
EN/YGO0 N snisn3y uejng uapisald ifuer syein uejedweAuad
1eSegas dapsy uexyiegjuewlq Buepig nndaq ualsisy
d
uesninday u wesuad EeEY 6102/01/2 »
we|ep ueduequwiiad ueyeq 1 2WonnNQ - - - - Suepig nndag 6T0Z-¥0-0T WUEN/ES50 W 1ndaq <- dapsy yu3sn IyBuequiad sasold ANy ueiedilsiuad]| TT
1eSeqas 1indaq ueyieejuewiq o -
TIOL/U
. nery
uapisald T/9e3%s3S/TS60'NW R uewieWwY 6102/0T/2 qeysas
/3 ) gexs3s eIng T sWonNNo Wep 19UIGEY SUETBLIOS 6T0Z/0T/1T y 6T0OZ/OT/TT ey Suspig andaq 6T0T-V0-60 /YOO S 1p se3IN (M) eL) UeARIM BPEd %O0T 1HeA Yiga1| 0T
\ ) 610¢/0T HEH - (1d) 359.33u] Bunedidiied 1SeIUBSIR UBLOYOULID]
/WNUPRIA /ZOEOIAL
6107 Joquiaidas ueing (eluay) elisury susiuzy
uesninday uepqueduad ueBuensy T
4 Seqos UeD UeBUEIUID 610Z/01/2 A5 iensas wauedioyAnding-gnsAndang/y )
wejep ueyeq | BM 04 2WoNNO M S d 6T0Z-M0-80 ABLENZE9O W Muay oug <- dapsy UereiEsy eliauIy JOjeypUl/UREEEy 6
Bl
LI EIHREANEIC S G 2 ueleses ueleded eyeq uzizduwisiusy
6107/0T/6'(uBIny UBSEMEY
ueeung8uad jeuaSusw
Buaw 3A uswuad 3|
Anesus USULISCLEPIN UBWILEWISY 6102/01/2 qesas BunsSue uejeejuBLIdd YNIuUN IWng
nndaq uodsay Z 3Wo3In0 - 2 - dd ueynpnpay uewiedeq) 6T0Z-M0-80 8
Suepig 1andaqg -WLBN/SESD' N <- nndaq <- dapsy seued SUEIUS] YRIULISWAY URINeldd LeFussusy
‘p-dpse Wwep uep||im 1ps
1-dapse ueyieqi| seyeqp
1p 1epuey eAes BA ‘epim Jps
6102/0T uewnewsay 6102/0T/2 qEysRs 2h=qeuns ejoy ‘omou=g eS1d
ndaq uodsay T 3wonno jauige) sieanas 610Z/0T/1T . 6T0Z/0T/TT y1eU 6T0T-VO-£L0 . L
JWNUBA/S9E0'W Suepig nndaq -WRUBA/TEI0' W <~ indag <- depsy uoyuido (837 ueunsnAuad anfue depull uesode]
uesminda LYeSuaL emer IsuIACId ueyeAeimay
4 uedungnyJad 6T0Z/0T/C UBWOUOY 2194 UBUN3uEqIad uejedsdlad
wesuad wejep ueyeq T awo2nQ - - - - 6T0Z-PIO-L0 | dapsy <- dopsy g 9
L —— ung Suepig nndag uaisisy -WUBN/]Z90'W uejdiaisey dasuo) ueweleuad,, siFa1e35 UElEY
=l apsy uedeun3)
ledeq psy uey 1a {@94) uoissnasiq drug snaod ! ipeySusy uasode]
/uapisald
awoxnnE/indino ™ YN ersoSrnds
e3ueiay; (£ ‘D0 DA AR/ TYDONVL s 11Nd3a Odsia ._v_\:w_u_mwmn_ TYOODNVYL d3asvy NLON o amw\n.vum< i leyuad ON
u 1319) eysas/1ndd <- !
/andaq <- nndag ON /ILNd3a /aeisss/undaa
NVIVdVD vavda NLON Sg0gPsY eytiad
ANIINSISSSY vavdai AWy uenfng




uesninday ueiquieduad

leuoiseN s(831e41S 33A0Jd UeRURSYE|3d BY3uRy
wejeq wnwn ueduiuaday Jyn3un ueunduequiad

5 d uewILBWY d 6102/T1/T . fm— 13eg yeue] ueepe8uad ureUEpUI4 SuRIU3Y
= - - - —doN- -
we|ep ueSuequinad ueyeq T 2WoNNO Suepig nndsa 6T0Z-dON-90 WLEN/9890I nndsq <- dspsy 907 UNye) 70T JOWON USPISAId UBINIelad 9
teBeqas nndaq uexeejueWIq se1y ueyeqnuad Sueiual (saudiady) uspisald
ueINjEI9d UBSuBIURY UBSRYRQUIS Jedey uriodel
-18J5u3 Suepig I1p (Eoiouyal
|seaou| ueSuequiaBuad UelequieH L3S ‘Asyned
uesninday ue| nEMm:wn uewsnueway g 6102/1T/T and = Jodsy3 ISEpUIWIONY URNGIBUD S50 WiE(ED
. - 2 =- _doN- aq <-
wejep ueduequiyad ueyeq T 2WONNO 3uepig nndaq 6T02-dON-10 WLEN/YBI0 N nndaq <- dapsy UeIEqUSIPY UEP |2ISUI SUEpIg dgNd 1SIA3Y S
tedeqas andaq uexieejuewia BRI | 181Bg UBIUBLUIRY ISUIAOL] YEILLIBLIEY
ue(nsn Iseulplooy Jedey uipeysusiy ueiede]
Y535 9 1B awoan 18uige) s.eIdl JaqWano| GO/ - s 6T0Z-doN-T0 6102/11/2 0 B i et v
9EAE25 S PHEN L g0 LR 15 foz 4eq N¢ JWRLBIN/9EE0'N Buepig nndag -WIIUBN/ES90 N <- nindaq <- dapsy seued Suelual YeluLISWad URINIRISd uESuEIuEy
VYISINOQNI T7%A
uesninday ueiquieduad uewnpewsy 6TOT/T1/T Ld ST HYAVIM 1T XdNIM DNYTIT NYLY/NVA
wejep ueBuequinad ueyeq T 3WoAN0 = . = - - 6T02-dON-TO0 1ndaq <- depsy SYLINOIYd VHYDIS NYYVMYNId NVYNYSHVIAd| €
Suepig nndaqg -WNRHBA/T890'W
1eSeqas 3ndaq ueyieejuewiq NV (dNim} SNSNHY NYONYEWYLY3d
YHVSN NIZI HVAVIM NVdY.13N3d
uesninday uejiqueduad 6102/01/2
wejep ueSuequiuiad ueyeq 04 3WonNNO - - - - puepg ‘gz T dapsy 6T0Z-dON-TO ALEIN/0890'W dapsy <- dopsy 6107 ueleS8uy unyel Iy uedmsiad| 7
1eSeqas dapsy ueyieejuewid o
uesninday uepiquieduad N ETTEEET 6T0Z/01/2 BI0C
wejep ueduequiniad ueyeq T SWoAno . - - # o 6TOT-MO-TE 1nndaq <- dapsy unye] (IHSL1) 1B1au3 1ewaH eduns efeus| ndwel| 1
P y 4 Buepig nndag -WRURN/6L90'W
e8eqas nndaQ uexieejuewiq o o ueelpaAuad Isenjea3 uep BULIOIUOW LEiGdeT
6T0T YIGINIAON
‘yiFs SUBWaIS Jo pJeod SuiBeury ue
6T0Z/0T/T€ "yiat ewueWaY 5102/0T/2 qeyses ov X IS JO pJeog Jul: W uep
qexsas 2 yieN £ 2WoNN0 12uIgE) SUeIRS 610Z/01/1€  |izjot/wiiiein/68ed 4IPS  WHBIP Yepns Adod . 6TOZT-MO-T€ Bubliewy BT sy BISAUOPU| SUSWAIS *1d 03I PUE J03I3.IQ IUPISaId| 6T
yos ‘wuyp 83 ‘undag N1 o o ) ue3uap JaUIGe) SLEIRIYIS 1SUSIPNY 193YS BulyaLg
cmm:u_._amwv_ ue|! EMMcma ueWIEWSY 6102/01/2 ands daps eyeyesns Ip oduwa) KMINd 25174
Lejep ueaUequIIzd UBYeq [ELHOING ) . ) Suepig 3ndag SEOZLEIO;6¢ ~WILBN/6390°' W ECEORREE 1syn13suoy Sunjeaig puncuo LIpeYSuaN Lo st
1eSeqgas yndaq ueyieeuewiq
UESTIINGAY ueueyad
ue|iqueSuad we|ep ueye 093N uep uenejay T0Z-1 z 6102/01/T dapsy <- dapsy 6T0Z-8T07 UNYe| STULEILEA, P
liquie ep Ueyeq I4SLUOING : P ! 6T0C-MO€ -WIIHeN/L990' N E & uejfey |IseH 1nfuel yepull syIeW usiedwEAusy 4
1eSeqas dopsy uejeunsig Suepig nndaq usisisy
E_“mmm_,ﬂdmaww_._v_m:”__ar“w:cmwnm 2Wo3IN| LRI EY) Y, / 6102/0 6T0T-VIO-TZ 6102/01/2 13ndaq <- dapsy 6T0T-YT0Z 2pOLiad U3pIsald 9T
09 FETL Y = DO~ -
lep quin yeq od 2lile} qey sueysas [1em | 6T0Z/0T/¥T LA LLEOW i /P390 ! ueyely Jnfue 3epulL uelode myng uereduwieAusg
1e8eqas 13ndaQ ueyjegjuewiq
Pi/uspisaid
awonn/andino ™ yvnia sac/nnds
edueiald (EX1 ‘2301 “THM) | /uaPisaid/qexsas TVYOONVL o UE 1LNd3a odsia ._v_\cwv_mwmn_ TYDONVL d3asv NLON \n_mu nmw\uum-“x ’ leyuad ON
u ) | e)sas/11nds: = b
/andag <- nndag ON /11nd3a /9e amu\_m.& =
<- BL]119,
JINIINSISSSY vavdan Jyyy uenfng




nday uejiquesuad OpeUBIA BIOY BSLld UEP ISex3g BIoY
u
o mcv_m c._=n ad ueye awoon - - - - e 6T0C-doN-TZ 6102/T1/2 nndaq <- dopsy £511d y2A01g uedelAuad ynun ueyymingip Sued| ot
o - ' © Buepig andag “WRLBN/STLOW uedunyn@ ueseYEqUIdd I5RUIPICOY Jedey urlodeT]
1eSeqes Indaq uexieejuewig
6T0Z J5qWaAON LA 6T0Z Joqwaidss 9Z-0¢ |eBBue) "Buzdsy
uep geysas 3y el T 2WoaNO . ST Uep 6107 fwneN/6Tr oW - e 6T0Z-doN-T1Z 6102/11/2 nndaq <- dapsy uep 1ey1J35 BUAWY 3 [BIBUlN eARQ equms| GT
uBpIsald Uep qeysas 3 jIeN Uep J2UIge) SLIBIRIYIS 12quanoN TZ uep 6T0Z/TT Suepig nndaqg ~WUeW/0ZL0'W Uep 18153 L31UBI SEUIQ UeuE(eliag Uzinde
JWnUeN/6TYO'N
610Z/T
uapIsald | T/9e%4s35/€90T'W nueway - — "+ 6T0T/TT/T uapISald <- qeNS3S 6T0Z pJemy (VIAII) uoreossy Sululiy 5
U3pISaid UBP gRHS3S ) JIEN € 3woang uep 1auIqe) SUeRINaS TOZ J3qUISAAN 0F uep 6T0Z/TT ) Suepig nndag -WnRUeN/E6TLON <- lIndaq <- dopsy uelsauOpU| BIEDY 1334S Bulysug ueledweAusd
fwiaLen/0TyO' N
“OEIB}D)
(dway) ueld Ja1se Juawdojaaag MUy
snjnday uejiqueduad ueunSuequiad ueduequianiad uep {Dg1d) Ee3E|D
u
o ed oo a2d ueye awoon - S 6T02-doN-6T 610z/11/2 1Indag <- dapsy nJig 38ueT y2Ao.d ueIWSaIad Uedelsay FuuoluoiN| €T
! - - - . . :
e “mnE.t . k © Buepig andaq WRLBN/STLOW #yEUERY Wwejeq seulq ueueleliad ulf| urUOYOWSd T
1
S e ‘BILI0IIRd Uep ueye|oBuad y2AcideSalN teiBnls
uep Sue|iy ueBuequiaBuad s3i801d uelode]
6707 unyey uewnuewsy Suepig andaq alaury
P uep g‘T dapsy 6T07-dON-6T 6toz/T1/e dapsy <- dapsy uesode] uep 6T0Z UNYe) J2uigey 1elelaiss| 7T
we|ep ueduequiiad ueyeq 04 awenno B - - E puepg P WRLEN/YTLOW
eliauny uesode sesenN uep Sunyng ezeq
1eSeqas dapsy uexieejuewiq !
pARGEING
URWRUEWRY 6102/T1/T qesss 03 1P HL43SI y w
- - - - 7 1212u3 ipelusiy yedwes uzjoduad| TT
awomn suige) SUBIAINSS TOZ JaGWIACN OFNZ/ | L/WNUBRAY L LA 6T0C-doN-6T r N _ . BIO} 1P AL
qeysas @ yIeN T 2lyle] lauigey 3 q SBuepig nndag WLeN/ZTLON <- Indaq <- dapsy Iseje15u] ueUn3ueqUISg uEBUEqUIBYIg Ueiod=T
EEFopU|
6102/} uewLEWaY 610Z/11/2 qexsas 3jBA Ld UBINIDUR |ISeH YRARIM dEpEUE]L o1
AEiRes RN = 2ulqe) sURNRS K0T BAUBAON H | ey b0 W ) 3uepig nndaq EERCSl S -WRUeN/TTLO A <-nndaq <- dapsy | Bue|a] neje/uep SEIOLd UBIBMEUS BUISS H(TIM
uedelauad depeyta] uowdp e8] LELDLTLLIEY
eheqelns eAeqeing e10Y Ip omouag
s . - - S 6T0Z-dON-€T g nindaq <- dapsy 6
1p BS17d Yedey ueyeq T 3wWomnno - Buepig IndaQg -WLe N /00L0"W es11d ueSuedey uenefuiuad uep Jedey ueyeg
1eeqas iindag ueyleejuewiq
Pl uejng (efusy) efaury euesus;
uesninday uejiqueduad ueSuEnsy 610Z 49900 ueing (efuay) ehiauny N
wejep ueSuequnuad 610Z/T1/T d lensas usuodwoy/IndIno-gns/andina/(1) g
1ep qul 04 3WoNNO ~ = S L UEp UBBUBIUDIR 6T0Z-dON-£0 BN/ LES0 W ayly oley <- dapsy UeleiSoy eliaury Joreyipul/uEieiSay
ueyeq 1e8eqas YNV ouig ejeday o
) urleses uelede) eleq ueredweAuad
ong ejeday ueyieejuewng
uewnewsy Suepig uendapay 1p [eJul 2A20
uesmnday uequieduad 6T0z-doN-90 6102/T1/2 nndag <- dapsy J3quWns uep 1815u3 Suepig ndaq usisisy 510Z| L
we|ep ueduequiiad ueyeq 04 2wonnp = = B - -WileA/9690" W : e
ueleS3uy UNYE] ISIASY UBUOYOWLIS UEiadiuziuag
1eSeqas nndaqg ueyieeyuewiq g
/uspisald
swoano/inding i M S Jqexsas/andag
k ‘ uapisaid/qe)ses 1vians g
ueduesala)y (EX0H1 ‘0N ‘D) | /uapt /a=1 TYOONVL 11Nd3a Odsia /qeysas/andaq TVOHNVL d3dasv NLON <- dapsy leyuad ON
/mndaq <- nndag ON /iLnd3aa
NVIVdYD a NLON <- dapsy |eyuad
F o Yavdan Yy uenfng
AN3INSISSSVY )




e diSIE ‘SWILIY 340 LELILELaY iy STOZ/ZT/L ARHSEESRSY 6707 UnyeL 55 Jowon]
tindag odsia e ’ ) g grT0z/zt/50 disd R Suepig nndag GTOZ:=SE:E0) -wnUelN/ESLON ’ & sa1diad ueeuesyE[dd Sa1B01d ledey uRindE]
uesnynday uepquieduad iseniong
: N uewuews) Suepy
wejep ueduequinad 1SeW.0)9y uep 610Z/T1/2 o bk {62
ueyeq 1e3eqas 1SBWLIORY 04 swonno - - F - 6T0Z-52Q-€0 LGUEN/OSLOI gy)y ong <- dapsy uenndapay 6T0Z Unye} (gy) Iseljollg Isewiogay| T
uep el1auly sejy[IqeIunyy oung ejeday ) ueeuesye|ad uesode] SunynQ eieq uet dweiuad
oJ1g eleda) ueyjeejuewiq :
6T0Z ¥3gW3is3a
uesninday uepqueduad TSy T02/TT/2 3UISI] JOIOWIBY LESIEDLDY
weyep ueSuequiuiad ueyeq T 2WoIN0 = = - - Sue _ ) e 6T0T-dON-8C UBUEN/SELOW indaq <- dapsy e BAUSNSNYY 6TOZ UNYEL £/ JOWON (4
1eSeqas iIndaq uexyieejuewid RISE - ugteyenuad ISeUIpIoOY Jedey uipeySua uesodel
leg
] UBLNUEWRY 6T0T/T1/2 qeysas
qexsas jieN T awonno 19uIqey SHela@S  [L0Z JOQUISAON GIE/TT/WnUEN/SE 1 - 6T07-dON-GZ - emer YIS UBBIPAAUS UB|epUBYR) UIBNBUILSd | ¥T
: = -WRUBN/LELO'W <- indag <- dopsy
depeysa) ueBuminQ iseey iedey uelode]
111/ e J2UIqeY SLBIAIYSS JOJURY 1P £10E
ueWILEWSY 6T0Z/11/T qeysss
- i -doN- 12GWaA0 egS8ue] eIsauopu| 3|BA Ld UEEUSE
geYS3S EN T 3Wo3IN0 18uUIgey SWEIaNES  |LOZ JOQUIBAON G Suepig nndag 6T07-doN-52 ALEN/SELO W . e q NSZI 1 pul 3EA L ap| €
12uIge)y| SLBIRAS Isualpny 133HS DNIZ3INE
uesnynday uejiquiesuad UBWIILEWSY . 6T02/11/2 d g 1sejuasald
— — Q - - - — - da
wejep ueBuequiad ueyeq T 3Woxano 61-83057  [L/ZT/WRIEN/SETY Suepig andag SE0C o ee -WNUBN/SELOW BNESA S5 EeReY AN1UM USPISaId epeda) BuOaT UYOT UBUOYOWLd 24
1eSeqas 1Indaq ueyieejuewilq
6T0Z J9qUIAON
57 ‘UIURS UBeuBSYE|IP uewnuewa) 610Z/11/2 ||leg — emer YIS UBBIpaAUSd LE|EDLEYY
= = = . -doN- nndaq <- daps'
BueA jedel ueyeq THEWONNG) Buepig nndaq SIOCION.SE -WnUeN/FELOW ) a< 2 uejeyuluag depeysa) ueBuming Isediuely s=dEy L%
|1eSegas nndsQ ueyieeyuewlq
uesmnday uejiquieBuad uewjeway d 6T0Z/TT/T d q eie1n ljnuede] uajedngey Ip )]
weyep ueSuequiiad ueyeq T 3Wwomnno B = = & suepig nndag 6T07-dON-ZT WILEN/TELOW nndaq <- dapsy € (947} 520 WiNajoJ13d Palyanbr] UEISNQUISIPUSY [0]4
1e8eqas nIndsQ ueyieejuewnd
6102/
610T J2qW3IAON ;
uapisald o 1T/qeysas/080T N ) uellIeWw) S 6T0T/TT/T uspISald <- GBYSIAS 6T0Z unye | Jz1sallss o1
uapIsald Uep qeysas 3 JleN T 2WONNO UEp 10UIGEY SUEIRINES SZ uep mzﬂ uep 6T0Z/T Suepig nndaq -WIBIN/OELO N <- andaq <- dapsy seSI NS eliaury seie semeBusd ISIWIoy Ugiods]
JagwanoN 1T
9 T/WRBN/ITYO N
uesninday uepqueduad S102/T1/2 jwing seo uep YeAulN
wejep ueduequiuad ueye 3woNno - - s - 6T0Z-doN-TZ 11ndaq <- dapsy ueSuepe) Uep INPO.J UBNIeNBUIUS YMuN| 8T
lep quuy yeq T Suepig nndaq -WRHBW/6ZL0°N
1eSeqas 1andag ueyieejuewq B ueSuenay ueuaiuaway uedunyng jedey UEIOCE]
(6T0Z/68 NNd) wng seo ued
sRAUIN NINH eyesn Uelel3a) ewes el1a) yeiiumy
qeysas JieN T awonno 12uIgey sUelRINaS  [L0Z JOQWSAON GRZ/L L/LWRLEW/LZ¥] - S — 6T0Z-dON-TZ i aeses ueeuesye|ad Hed [esesad Sues eseFON HIIA| LT
. : iy b, - 3 - 13nd - da N ;
Suepig ndag WRHBW/LZLOW < hndaq <- dapsy Sueieg uee|o|a8uad BURIU3) 6T0Z/90 HING/68
JOWON UeSuenaY L3ILSY UBINIRIS ISEIUBWAIdU
TH/uspisaid
3wo2no/iNdINO ™ yvnI
! A . Tol/uapisaid /aeysas/nndag
ueduesa33) (E1 ‘20N ‘DIA) | /u2pisaid/qersas TVOONVL VS 1LNd3a Odsia /qeysas/munda TYDONVL d3asv NLON <- dapsy leyusd ON
/andag <- nndag ON /11nd3a 9 nmm“..m< e - ki :
&= [Pl
ANINSISSSY vavdd ayjy uening




uesmnday uepqwesuad

a d uewjJewssy 6T07/2T/2 ndo - pisauopu| 1WNg YBAUIA
- . - 3 _s30- I -
wefep ueduequiiad ueyeq T 3Woxno Suepig nndaq 610252011 “WNLBN/BLLOW nndaq <- dopsY Supyr] ueiey3uluad Iseulplooy 1edey uelrode] ol
1eSeqas 1ndaq ueyieejuewng
032 OYUIWS: eLIILIBWS fosesizg)
ui u A}
nndaq uodsay T 2wodIno = . - mHoWMmNMMchm “ ” un i Sue _.H._ :n_ov_ 610Z-520-1T " m_HMN\N.ﬁ\N X nndsq <- dapsy Nd Ld 18J0d10) [elsueuly (B1enS Leymiuaglizd| 6
feq ueyeq 3Nl pig n1ndag WBN/LLLOW snunsag Wit SURSSIA JO-KRIY Uelode]
—u VISINOANI
jedeJ ueyeq 6102/21/2 SYDIN MINH YOLNIS 1Q NYNIZIY3d ISYAIETdiniE
T 2Wo2N0 - - . . 6107-59Q-TT 1ndaq <- dapsy 8
1eBeqgas 13ndaQ ueyieejuewliq Suepig Indaqa eN/ELLON YAYdN NVA NYHYIVSYINY3d VIANTL NE2N3T
NOISSNISIA dNOYD SNI04 NYHVE NEwdNTANZZ
uesninday
uejiqueduad welep uewneway Sueplg uenndapay 1p [e13UIN eAeq
! 1SeJISIUIWPY 610Z/21/2
ueSuequuuad ueyeq 1efeqas 04 2Wwoeano - - - - 6T0Z-530-0T nayuay oxg <- dapsy 1aquing uep 181au3 Bueplg indaQ uslsisy 610Z| £
qut q le2eq Suepig andag -WwiUen/zLL0W
ue3UEN2) UBP URRUEIUIISY o - ueseS8uy UNYeL ISIA9Y UBUOyOouLIad ueledweAuad
oug ejeday uexieejuewg
6102/
uapIsald 6T07/z1/0T | T/Q8AS3S/THITN uewnEWIN 6102/21/2
ENEEINEN DL EUIl 6T0C7/TT/60Meu 6102-590-60 iandaq <- dspsy 1819u3 Suejua] ulsju) jedey ueyeg| 9
qexs3s 2 IEN € © uep 10UIqe) SWEIAES |Uep 6107/7T/60| uep 610Z/CT oz/tr/e0 Suepig nndag -wnue//9L0'W
/WnueN/EYON
(0Y3SY¥3d) N1d 1d L¥E04u0H
jedes ueyeq ueWlLIBUIDY 6T07/21/T
T 3WoNng E - - = 6107-520-90 : nndaq <- dapsy IVISNYNIE 193LVHLS JLIWON NYHMNLINIENZS] §
1e8eqas 11ndaq uexyiegyuewid Suepig nndag -WeIN/S9L0'IN
. SANNYId WiIL ONILITW 340 YDI% Lydvy NFHVE
uesninday 6107 Joquianon uejng (eluay) eliaury euedusy
ueyqueduad wejep ue3uenay ;
3 d 3 TE L T=IETE 6102/21/T nosusy oiig <- daps |ensas UaLadLay Andmnaegns/andng/ (1))
S Ll i e CHIERERI ’ ’ B - P d BR0E;20;20 -WnMeA/8SLO"IN AuRY 018 < psv uejeiday eliauly JoqEy pul/usiEEEy i
ueSuena) Uep UeBUEIU3I3d ouig ejeday| .
ueseses uelede) eleq uejediueiusg
oJig ejeday ueyieejuewiqg
uesninday uepguweduad BElnnElSy t0e/7/ (NQgd) 132N wejeq ynpoid ueeund8uad
wejep ueduequiuiad ueyeq T BWOMNNO - - = - m:mv_,m. d5E 6102-590-50 eN/PSLOW nndaq <- depsy ueIRy8uUIUad WelB0ld uenejuellad eMod| €
1egeqas 1IndaQ ueyieejuewIq o (ao4) uoissnasia dnouo snao4 Lipeysua ueiode]
/uapisaid
awono/ndino ™ YN o Jqessas/andaq
(X011 ‘TN ‘TN | /udpISeId/qeysas 1vans : :
ue3uesaad) TVDONVL 1LNd3a 0dsia eysas/nnda TYOONVL daasv N1oON <- dapsy leyuad ON
/andag <- nndsq ON /1Lnd3a /a3 amw\. - q
<- eI
NVIVdYD vavdan NLON i i=sted
AINFNSISSSY vavdad ayyy uenfny




uesnanday uejiqueduad

ueSunyBun LEiiey
iSojouya L siseqag yu3si 1819u3 ipefusiy Yediles

welep ueluequiiiad ueye 2 2Woang - . - 5 uewneWYN 6T02-590-€T 6toz/et/e 1ndaq <- dspsy yejoBuad isejeisul ueun3uequiad ueredaad) 61
=P aut i Buepig indag -WiILEN/9080' W
1e8eqas lIndag ueyieejuewig Sueus} 8TOZ UNYEL GE JOWON USpISald LEimnilad
ueyeqnuad UBINS ISE}UE[Y 1edey uetode
6102/
. uspisald T/9e%saS/SLTIT N " uewiueway —— 6102/T1/2 rdsarEepsy, ended jeaund =7
qexsas yieN €3wonno uep 19UIQEY SUEIBIES etoz/zT/et uep 6T02/2T 6T0Z/TT/6T AEN suepig andag BT0Ci2di6 WRUEN/EELOW i uszedngey eSe|| HINLTd UBIWS3I3d LELCLOULFS
JWLBN/YSTOW
uesnjnday uejiqueduad TS s102/21/2 eIsauOpU] SeBIA NINH JOaS Ip URUIZLISY
wejep ueduequipad ueyeg T 2WOIN0 = - - - aue _m _usamvﬂ_u 6107-590-9T NN /EEL0 W nndaq <- depsy 1seyyduns eAedn uep ueyejeseuliad (ao4)| o1
1efeqgas 1ndaQ ueyieejuewiq Pat o dnoJdg uoissnasiq SN0 ueeuUesyE|ad uesode]
UBWIBUWSY 6T02/21/2 ands E— {oJas12d) N1d Ld |euoisesadQ uep Ea{Ey
qe$9S 3% NieN T 3WONNO jeuigey) SUEBSS 6102/21/9T SN 6T0Z/Z1/9T ey Suepig nndsa 610Z-52Q-9T i andaQ < doPSY | oo ncahuad seay UedeSBue] uep Uenlnasiag ST
610Z
P IEITE = 6102/21/C S e — 12quasag 6 — J2qUIAON OF ‘PUPEIN (330NN .
qexsas 2 ieN T 2WoAn0 jouiqe)| SUejaNRS 6102/21/0T Sy 6T07/TT/0T NiRY 6107-52Q-9T RLENJEBLO W nndag psy anuBIByIon S3UELD 3eWI SUOREN PRILN ¥
we|ep uewnueway 3uepig uelyndapay BU3S UJIES
m.n.ow\NH\Hm ueSuny8un yewey 130joujaL SISeqI38
) v__Omc mﬁow\\wﬁ\wﬁ 5 vewnueway 6102/21/T ands . s 1819u3 1pefusy yedwes yejoduad 1se|eisu]
tindaq uodsay G 2S00 99w 2{uoy Y1q3) 34 3edepus Suepig Andag 6107-53Q-11 -WIILRN/Z8LOW o Sh psY ueun3uequad ueledadiad Buelual 8TOT UNHEL B
usquiaw 1edep el yexede o )
GE JOWON UapISald UBINJeIdd UBYeqnIad LE|nsT|
6107/Z1/9T uedjieqsad
VANNYYNTHEIOIANTS NVINST
uesninday uepqueduad 610Z/TT/ET SIS 0T/t NVQ ‘NYDNYAY [ VLAV NYNEYSYOEEE
welep ueSuequipad ueyeq 1 3WoNNO - - - 1ut 3eded 3nfuej yepun ynun Jue _.m A 6T07-520-1T WEIN/TELO W nndaq <- dapsy MYLSIT LINONYENA NYEHYSNONId| T
1e8eqas nndaQ uexieejuewiqg uejel3ay sulPWI ueylenq AL - SINSIE INVTVQ NYNIZIY3d NYSNYNON3d
$350¥d NOISSN2SIA JNOYD SN0 NVHYE
610T/TT/TT ‘(Mmpuas
npem ueyiseyojedua
neje uenwanad/
jedes ueledwasay eped)
yenjaredusuway
6102 dapse fo emeqip puey
d ‘qnysady‘Nas3y e £q eAusIEqRS Ul 13U uewnewsy = 6T02/T1/2 1ndag <- dapsy 6T0Z unye] uewnueway uepid IduIge) 1
/i3y ndaqaeins 04 awoRno ‘g ‘uoyaoyuIW)y ) [2T/WRBN/YSOT 9 Pfieqes i 4 Suepig nndaqg 6102-520-T1 -WwnUen/eLL0W : B Jeue}RIYaS ueuRAR] BUNSBUSY uesenda)| 12ANE
-8 jeyas seSn] ueeuesye;ad 3p
“1SRAIBWIONUBW)Y
{ensas eAuyleqas uspuodial
ueyijiuad-‘dapse Z3uisew
3p Y1eq ueyiseulpJooIp
8uoiol - ‘nAueq yed
TH/uSpisald
awo2np/indino ™ EAaRE D]
i / . T)i/uapisaid /aeysas/undag
uegduesnd) (£ ‘D0 “TOH) JURRIERI/qEN52S IVOONVL e 11Nd3a OdSia eysas/1nda TVHONVL d3Aasv N1 ON <- dapsy 1eyusd ON
/nandag <- nndaq ON /iLNd3a /=y amw\.u.me. a I
< BYLID
NVIVdVO vavdan NLON i I T
ANINSISSSY vavdai Yy uening




PEOETER

S 6T0Z/21/2 T uspisaid UBIIPEYRN N3d|
SEARSSAAGHEN E — JaUIGe) SHEISHSS 6102/20/10 25 ) g 610¢/10/62 -WeA/9Z80'W : Qs P SueA 181aug Suepig uelei3a)/eiRdY UBINSN SYUIBN B
Buepig dapsy -
L TR uewnuews) 6102/21/C 1ndag <- daps ueqny (yyo) Asuysy
wejep ueSuequiyad ueyeq T swonno - ) - - 3uepig nndag SEOC,SSULEE -WRLBN/ATZI0' N kndaq <- d3psv 100y ssed ueun3uequiad UeBuequIadiad uelode e
1eSeqas 1Indag ueyieejuewna
uesninday uepiqueduad 020z 1Uenigad eped |sunisellizil]
I uewueway 610Z/TT/T SRS
wejep ueSuequiuad ueyeq € aWodINQ - - : - Suepig nndag 610Z-520-0€ ULEN /0780 W 1ndaq <- dapsy Ody 02J2uU3 1d (Ival) 10enxg snelaly| €7
1e8eqas nndag ueyleejuewlq o o SIQ P9IRaLL YUGR] UBIWISAISd UBLOHTUIERS
uesninday uejiqueduad uewnuewsay Suepig
i UBWINLIBLSY 6102/C1/T d d 3 - |
wejep ueduequipad ueyeq 1 swWonno = = - - 6T0Z-59Q-LT WBUEN/STED W nndaq <- dapsy inda@ ueduap P11 ‘91d ‘|RUOIIBUAIU| UEDHDULE 7T
jedeqgas 13ndaq ueyieejuewIQ - ue[iemelad ejeday [SU3IpNY UBUOYOWIdd
uesninday y uewnewa) Sueplg uenndapay tp (RISUIN eAeq
1SeJISIuIL
ueiqweBuad ueyeq 04 3woNNO E - - - m.cm _m _w:%m,\o 6107-590-9C E_MLHM_\N,_\\MMMO.E nndaq <- dapsy Jaquing uep 1815u3 Bueplg nndaq ussisy ST0T| 1T
|gFegas ulwdaQg ueyleejuewiq gl o ueseS8uy Unye] IsIARY UBLOYOWIRd Ueiedlueiuad
St e10z/71/ 6107 13qWaNON BI-¥E
qeYS3S 2% YIEN T 3WoAN0 18UIgEY SUElReS 610¢/21/9t N 6T0Z/2T/92 Mieu - 6102-59Q-£7 nndaq <- dapsy BMBUS[ IP BIBLIBUIIN ISUBAUOY E dOD LIPEULa| 0T
Suepig indaq “WRLEN/LOBOW ueueinyay uep dnpiy ueSunyBur] 3N uesodet
1)/uspIsaid
awoNno/indino H L OED i/uspisaid /aexsas/undag
ueduesaiay (EXM1 201 ‘TN | /uaPIs2id/qersas TYDONVL ke 11Nd3a OdSia \nmv_mmm\nuzawo TVOONVYL d3asv NLON <3 awmmd. leyusd ON
/andaq <- nndag ON /lLnd3a s
NVIVdYD vavda NLON <- d3psy |1eytiad
ININSISSSY vavdai 1Py uenfng




000°0ST £€°66 000°05€°¢¢ 000°050°Y 000°00£°8T 000°005°C¢ 000°005°¢¢ 100-

viON
000°0ST ££'66 000°0S£°2¢ 000°050°% 000°00E™8T 0007005872€ 000°005°2¢ WYTvQ DNILIIW 13INVd SYNIA NYNVTV(I3d Nva3a Wa-+1162S
000°008°C TL'E6 000°008° 1t 0 000008 Tk 0007009 vt 000°008°6¢ - 100-
000°008°C 2L'e6 000008 Tt 0 0o0°008"IF 000009+ 000°008'6C 153403d VSV VINV139 WY-15122S
008°556°¢ LL'te 00Z°0CT"0ET 00¢°005°6S 000°029°0L DDO'9L0°EET 000°9S+°811 siwafas uejelbay/god/Ieunuas/10ey vV Z0s

ueueyLad uep ueane@y Sueplq 1p uebuepun-buepuruad
veimesad uebuedues 1SUEISQNS uep esseveld uRzl ueuoyouuad

008'556'C L't6 00Z°0T10ET 002'005°6S 000°029°0~ 0009£0°€€1 000°955° 1T see uen(masiad 1sepuawoyas uebueaual ueunsniudg 208
56070 66'66  S06°7SOHIE S06°TSOVIE 0 000°€£0°FTE 000195 ETH - 100-
$60°02 66'66  S06°CSOPIE S06'250°HT1E 0 000°E£L0'PTE 000°195° €Ty 1¥393N AV - VANNIV] SYNIQ NYNYIVRY3d Nva3g WY-612¢25
000°0Sb ££'96  000°0S6°11 000°00£°C 000°052°6 000°00b°2T 000°000°2E - 100-
V103
000°0St ££'96  000°056°TT 00000£°C 0000526 000°00p2T 000°000°2€ WYIYQ ONLLIIW 13NVd SYNIA NYNVIVCI3d Nva3a WY-bTT62S
001 66'66  006'v82°2¢ 006'b82°2L 0 000°S82°CL 000 I8E°6CT - 100-
001 66'66  006'¥87CL 006'+82°2L ] 000°582°2L 000°18£°62T vSVIG SYNIQ NYNVTVd3d Nva3s WY-T1Tb25
S61°0Lb 88'66  S08L8T'86E S08°LE0°68€E 0000576 000°852'86€ 000°2b6'bLS ejep ueindwnbuad av' 105
8L9°LbLY £6'86  TCE'SES'TIbb 298°608°95€ 09b'SLL b8 000°€EE 9bt 000°92H¢ST - 100-
V.1OM
8L9°LbLY £6'86  2TE'S8SThb 798°608°95€ 09v°SLL b8 000°EEE'Obb 000°92Y°£5¢ YN ONLLIIW 13XVd SYNIQ NYNVIVRI3d Nva3g WY-6T1#2S
0 00’0 0 0 0 0 000°000°ST E 100-
V.LOM
0 00'0 0 0 0 0 000°000°ST WYIYQ ONLLIIW 133vd SYNIQ NYNVIYCI3d Nvg3g WY-bT162S
0 00’0 0 0 0 0 0000082 - 100-
0 000 0 0 0 0 00070052 VANNIV] TYNOISVYIdO NON ONvivE VINYI3E WY-612125
000°¥54'T LV'E6 000°bLb'6E 0 000°bLb 6 000°872'Z 000°088'SE - 100-
000°¥54°2 6’6 000°'bLb6E 0 000°bLb76€ 000'822°2ZF 000°088'SE NVHVS VINY13d WY-TTZ125
8/9°105°L 9b'86  ZTE'6S0°18Y 798°608°95€ 09%°65T° 42T 000°195°88Y 000°908°01E siua(as ueleIbay/Qod/ieulas/ioney vy T0S
ueueuad
uep ueneyay Bueplq 1p ueyeluuawad ueelebbuaPAuad
£/8'TL6'L 01’66  LTT°LbE6L8 £99° (Y8 ShL 09%°'66L°SET 000°61£°£88 000'8b£°588 UBp BURIUDI Sele SEpUILIOYR) uebuesuel ueunsnAuad 105
UBURYUD] uep
6bF 06701 66’86  1S5°650°6£0°T 160°056"v€8 09b°6TT"¥0T 000°000°050°T 000°000°050°T ueynejay buepiq 1p uexe(igsy 1sepustioRay uebuesuey 900°100
A §i'gh 1SS 0TTSEN L 1507556 LS NG0205DT )
6bb'0£6°0T 56'86  1S5°690°6£0°T 160°056 pE8 09%°611°50C 000°000°050°T 000°000°050°T NY.LNY13Y ONYAIF 1A LINIBYY NIWICYNYIW NYYI0T3IONId NYONMNNG  £785790
6vb0£6°0T S6'96  T6S'690°6€0°T 160°056°'vER 09F'6171 07 000°000°050°T 000°000°050°T NVYNYNII3d NvQ NYLOVI3N ONYQIE d3asY  TOET
££4°08€°68 gp'86  E9T6T9°018'S 12h'S8L9TTY HBEERE6T'T 000°000°006°S 000°000°006°S WLLINVW 11Nd3a €1
££L°08€°68 gv'86  £9C619°018°S I12y'S8L 91T Y ZH8'EER'ERIT 000°000°006°S 000°000°006°S 1SYSIIVaY HYIWNC
‘ueiebBuyesis, % isesyiesy YNy S Isesiieay dnisesizay |Isinaynbed [emy nbed ueiedin
guept @ ueweeH 8107 Jeqwasad Z1 161 6102/9v/0-10+TI-VdIQ dS "ON VdIQd ! *|BL "ON vdIQ
isueiny uexesepiag L13NISYY LvTdv1IdN3S - eliz) uemes
- 1ANIGY LVIAVLITWES ¢ 1seswebuo wun
13NIEVY LYTIVLTUNIS © uRLIUBWSN

610C J9qwasaQ TE "P’S 3poLsd
umyans umyy uauadwoygns usuodwioy INdingqns Nding ueleibay J1ad uejelbay ejoebuad 12d

NVIVOONY ISYSITVIY



0 00°001  000°00S°LE

0 00°00T  000°00S°ZE
00v's 86’66  009°S£8'9Z
00b'E 86’66  009'SES™9T
8Eb 66’66  819'S50°6bT
ZTT8sy 08'66  98L°bESSHE
T1T'85h 98°'66  88LHES'SHE
000°£2T°T 62’66  000'SS8°6ST
00074211 62’66  000°S58'6ST
0 00°00T  000°00T°TT

0 00’001  000°00T°TT

0 00'0 0

0 00'0 0

005°0b€ 6586  00S°608°€T
005°0bE 65’86  00S°608°EC
21£°526°T v9'66  BST665ELS
912°26£T £8'66  YBLO6Y HOV'T
865°022°6% 1786 OV6LL700L°T

= 3L 004°T

865077 6 12'86 20b°6£4700LT
865°027'6% 17'86  Z0b'6LL'00LC
0 00'0 0

0 00°0 0

0 000 0

9LL°T 66'66  +TZ209°6C
9LT 66'66  ¥CT'T09°6T

0 00°0 0

0 00°0 0

91T 66'66  HZZ'T09'6T
9Lt 66'66  bCTZ09°6T

0 00°0 0

0 00'0 0

0 00'0 0

008°S 66'66  00T°046°S9
008°S 66'66  00Z'0L6'S9
ueieBBuy BSIS o |sesi[eay Uejtng

guepg : uewepeH
1sueINy UBNIeseplag

000°008°¢T
000°008°ET
009°9£8°9¢C
009°SE8"9C
819°G5€°52¢
89/2°791°96C

89£7291796¢
000°00T°2E

000°00T°LE

oo oo oo

892°79C°ELE

$99°Ep8ZITT

1SL°TL8TS6'T

164°2£87C56°T
162°2£8°756'1
0

0

0

$TT209'6

$¢C¢09°6T
0

0
$2TT09°6C

v22209°62
0
0
0
002°05¥'SS

002°0S+°SS

ST isesieay

000°00£°€¢
000°00£°¢2
0
0
000°00L°E¢
020°2£9'CS

070'2£9°CS
000°552°CCT

000°552°¢2T
000°00T°TT
000°00T°TT
0

0
005°608°€C
005°608°€C
02579£€°01¢

021 Lp9' 16T

159°906°LbL

159°906°LbL
159°906°LbL
0

0
0
0

o

[=J = T = I =

000°025°01

000°025°01

dnisesizay

000°005°LE
000°005°LE
000°6£879¢
000°6£8°9C
000°090°6¥C
000°E6T'6bE

000°£6T°6YE
000'286°091

000'286°091
000°00T°TT
000°00T°TT
0

0
000°051%¢
00070512
000°S2S°SPS

000°€88°90b°T

000°000°05£°¢C

000°000°054°C
000°000°054°C
0

0

0

000°509°'6¢

000°509°6¢
0

0
000°509°6¢

000°S09°6Z
0
0
0
000°9£6°S9

000°9£6'S9

isiney nbed

000°00£°42
000°00¢°4LC
000°2Zv°E6
000°2¢r'E6
0007911 bLE
000°£147%9T

0007214791
000°0SC'18

000°052°18
000°00L°bb
000°00Lvb
000°000°S
000°000°S
0007005761
0007005761
000°£91°STE

00075547249

000°000°05£°C

000°000°054°C
000°000°054°C
000°000°E
000°000°¢
000°000°€
000°964°9¢

0007964'9¢
000°000°¢

000°000°¢
000°964°6¢

0009eL Tk
000°000e
000°000°E
000°000°
000°951°99

000°951°99

ey nbed

T00-
V.LON WYTVA SYNIQ NYNVIV(33d NvE3g WH-£11528
- T00-
VSYIg SYNIQ NYNVIVY3d Nva3g WY-1T1+28
e veindwnbuzd av 90s
= 100
V104
WYNT ONLLIIW 1INV SYNIQ NYNVIVRIZd Nva3g WY-6T1H2S
- 100-
A Ae) |
WYI¥a ONLLIZW 13¥vd SYNIa NYNVIVQI3d Nvd3ga WY-F11bZ5
- 100-
15340¥d VYSV[ VINV138 WY-161225
- T00-
VANNIV] TWNOISY3Id0 NON ONVHVE Y(Nv138 WY-6121¢25
- 100-
NVHvYE VINVYI38 WH-112128
siwalas ueIIBan/Qod/Ieunuas/JoNey Yy 905
|esau eAeg
Jaquing uep 161au3 buepiq 1p veygmuuawad ueesebbusiRAuad
uep euRIUAL SEIR ISEPUBLLONRI uebueduR) uBuUNSNAURd 90§
|eJauljy eAeq@ J2quins uep
\6sau3 Buepiq 1p uexeliga) 1sepuaoyRY uebueduey 900°100

TWYANIW YAVA ¥38WNS NVJ

v 2

19%3INT ONVAIS 10 LINIGV NIWACYNYIW NYYIO13ON3d NVONNANG 8785750

IVYINIW VAVA ¥3BWNS NVA I9Y¥INT ONVAIS d2asy
- 100-
Y.10) WYIvA SYNIQ NYNYIVRI3d NvYa38 WY-E€TTHZS
eeq uejndwnbuad gy £0s
- T00-
vi0%
HVYN ONLLIIW 13)vd SYNIQ NYNYIVEE3d Nv83g WY-611+#2S
- T00-
V104
WYTvQ DNLLIIW 13vd SYNIQ NYNYIVLH3d NVE3E WY-+TTHES
siuafas uerelbay/aod/IeuIwas 105y VYV €05
ueueyuiad
uep uene|ay buepiq 1p USPISd (KEM neje/uep uapisatd
yaio wpeyp neje/uep uidwidip BueA uenwayad neje ‘Jeded
"auiqey Guepis uajew |SepudaWoN3l uefuedues URLNSNAUR £0S
- 100-
V.LON WYV SYNIQ NYNYIVQRI3d Nva3d WH-E1THCS
ejeq uejndwnbuad av'z0s
- 100-
V10X
¥YN1 ONLIZIW 13Nvd SYNIA NYNVIVH3d Nva38 WY-611H2S

ueleln

ZOET



000°906°2€

0007906°C€
000°00T°S
000°001°S
005°£98b
005°£98F
L18°£85°SF

786°£28°9%
0

0
0
0

o

0oy

00v
0ot

0ob
SLT
SLT
Lp6°6T

LP6°6C
0

0
000°00T
0007001
000°ZEE
000°Z€€

[a4 a4
86
86

up1EBBUY ESiS

guep ¢ : ueweleH
Isueqiny ueseseplag

95'€6

95'¢6
26'8L
26'8L
£2'96
£2'96
52’96

82'96
00°0
00'0
000
00°007

00°001
000

00’0
00°C0T

00’007
66'66

66'66
66'66

66'66
66'66
66'66
66'66

66'66
000

00'0

6566
6566
1£°66
1£°66

26'66
66'66
66'66

%o

000°569°8LY

000°569°84F
000°00T°61
000°00T°61
00S2ES P
00525 P
€81°168°861°T

810°S16°ZITT
0

0

0

000°0LZ°E

000°0£2°€
0

0
000°0£2°€

Q00°0LT°€
009°€01°08

009°¢01°08
009°€01°08

009°€01°08

SZ8'+00°6L1
SZ8'v00°6LT
£50°€90°09¢

£50°€90°09¢€
]

0
000°008°HC
000°008°bT
000°896°LY
000'896"LY

8/8'GERTII
810°0ZL'v81
810'02L 81

isesi[esy Uejung

000°06Z°06¢

000°06Z°06C
0
0
0
0
7899°TE9TRL

£8b'559°95L
0

0

0

000°0LT'E

000°04T°E
0

0
000°0£2°€

000°0LC°E
009°€01°08

009°€01°08
009°€01°08

009°€01°08

ST8'¥00°64T
578007641
£9b°02L'ESE

£5¥°07L°eSE
0

0

0

0
000°00S°TZ
000°005°T¢

84T°STTHSS
810°02L°b8T
810°02°v81

ST} ISESI[EaY

000°50b'881

000°50t°881
000°00T°61
000°001°61
00S°2eS vt
00S°2e5°pbC1
TES°65C°9SY

1£5°652°95F
0

0
0
0

o

0
0
0
009°2bE9

009°7vE’9
0

0
000°008°vC
000°008'vZ
000°89%°9¢
000'89+°9¢

009°019°4LS
0
0

dn isesijeay

000°109°T1S

000°109°'T1S
000°002°¥C
000°002°+¢
000°00b°'62T
000°00t°62T
000°6Lb°SPCT

000°EbL'65C°T
0

0

0

0000£2°E

000°04T°e
0

0
000°0£Z°E

000°0LC°E
000'+01°08

000°H0T°08
000°+01°08

000401708

000500641
000°S00°6L1
000°£60°09€

000°¢60°09¢
0

0
000°006'+C
000°006'¥C
000°00E°8Y
000°00£"8Y

000°862°C19
000°T2L'v81
000°12L7¥8T

isinay nbed

000°000°v6

000°000°%6
000°000°€2
000°000°€C
000°05£°6E
Q0D'0SE'6E
000'048'1EL

000°96€°£9L
000°000°6Z
000°000°6L
00070006
000'9L6°€T

000°946°€T
0007005t

000°005'%
000°9Lt°81

000°9Lb°L6
000°£LE7CTT

000°€L£7C1T
000°€LE7C1C

000°ELETCIC
000°6¥b"9EC
000°64b"9¢EC
000°160°045

000°160°0LS
000°CTS°€T
000°CIS'EC
000°009°66
000°009°66
000°078'S
000°0Z8°€S

000°ZLP'€86
000°#6£°€ST
000°'6£°€5C

[esy nbed

100~
V10X
WVIVA ONLLITW 13XMVd SYNIQ NYNYIYL43d Nva3ad Wa-t11+25
= 100~
1S340¥d VSVI VINVY13d WY-T1ST22S
- 100~
NVHVE Y(NV139 WH-1T2125
siualas uzeIbay/QDd/IeuIWwas /1o ey w605
uewpueway
Buepig uenndspay |SELOAG ISEULIOY UED eLiduly SEIGeInY
‘uesebbuy vep wesbold uawnyog ueunsnAuad ueiseupioobuad 60S
- 100-
YSYIg SYNIQ NYNYIV(d3d Nvg3g WY-TTTHCS
Y1va NVTINdWNON3d v 80s
- 100-
V104
Yy ONLLIIW 1THVd SYNIG NYNVIVIYId NvE3d WY-61THCS
N 100~
VAo
WYTYA ONLLITW 13Mvd SYNIA NYNVIV(A3d NvE3ad WH-FTIPZS
swafas ueeIbaN/Qod/Ieuiwas/ioNey VY805
|eJaulp eAeq
13quns uep 1613u3 Buepiq 1p UBPISAid (RM NeIe/UBp UBPIS3.d
yajo wipeyip neje/uep widundip BueA uenwapad neje ‘Jedes
“3uiqey Buepis ualew ISepUIWONR. uebueduel ueunsnAuad 805
- 100-
V10X
YY1 ONLLIIW 1INV SYNIQ NYNVIVRIId Nva3s WY-6T16Z5
siuafas ueeibay/ao4d/leuiwas/ioney VY L0S
jesau eARg Jaquing uep 1Bisu3 Buepi ueBuepun-6uepunsad
uexnesad ueBuedues (Suesqns uep esieyeld vzl ueuoyouwuad
see uenlmasiad isepuswoyal vebueiues veunsniusd £0S
- 100-
[4393N ¥YNT - VANNIV] SYNIQ NVNYIVRI3d Nv838 WY-612+2S
- 100-
V.LOX
WYNT ONLLITW LIMVd SYNIQ NYNVIVRI3d Nva3s WY-6T1H2S
- 100-
vSVIA SYNIQ NVNYIVCRI3d Nva3s WY-TTTH2S
B T00-
153404d VSV VINY138 WY-15122S
= T00-
NYHvE YINVI3I8 WY-TTZT2S
vewpueway Buepig
nndaq ueuaqip BueA uiey 1sBuny-1s6uny ueeuesyeRd V905
- 100-
TI39OIN YV - VANNIVE SYNIQ NYNVIVRY3d Nva38 WH-61ZbTS

uelein



00S°ThE
00s 26t

005°2b9
000°0ST
000°0ST
[t}
0
000°00S
000°00S
0
0
0007059

000°0S9

0

0
SEL0TEE

SEL°0TEE
0

0
SEL0TE'E
000'S6

000°56

0

0
000°S80°6
000°5806
000°081°6

SEL7005°CT

SETE6LET

S enLET
SETEOL'ET
SET'EBL'ET
S9T°0bT
S91°0b2
59T°0bT
LITPILE

LIEPILE

ueiebBuy BSIS

guepp : uewejey
1SUeYINY ueyJesepIag

91’86
2’86

£0'66
LL't6
LL'L6
000
00’0
06’86
06'86
00’0
00’0
9/'86

94'86
000
00°0
0566

05'66
00'0
00°0
0566
26'66

26'66
007001
00'00T
vL'e8
bL'E8
15'96

59'86

89'86

S9'R6

89'86
89'86
1£'86
1£'86
1£°86
5£'66

S£'66
o

005°£8C°8T
005°£ET'8E

00S°££4°89
000°009°9
00070099
0

0
000°00£°St
000°00€°St
0

0
000°006°TS

000°006°TS
0

0

S92°ZHS 199

S9CTHS 199
0
0
S9T°CHS 199
000°00+°0CT

000°00¢+°02T
000°CC8'98
00077898
000°S08'9%
000°S08°9%
000°£20°bSE

597°695'516

§9£7902°9¢0°T

;00T UE0 T

U Vel

§9/°902°9£0°T
§947907°90°T
SERETOPT
5£8°¢20bT
GERETO'PT
£89°€95794S

€89°€9579LS

isesiesy Uejnp

000°00Z°T
000°009
000°009

[ = B = BN o B o B = B e |

000°009

000°009

0

0
S87'658°¢CS

S87'6S8ECS
0

0
$82°658°¢7S
000°000°9¢

000°000°9¢
0007272898
000°ZZ8'98
0

0
000'ZZ8 It

§82°189'9e9

S8Z°T8P'8E9
SRTTHERED

S82°18V'8E9
S8 T8b'8E9
SERETOPT
SE8'ET0VT
SEV'ETOPT
759 THE ISP

TS9'TPETSY

S isesijeay

0057£82°8T
005°LET'BE

005°£€5°L9
00070009
000700079
0

0
000°00£°Sh
000°00E°St
0

0
000°00€°1S

000°00£°1S
0

0
086°789°LET

086°789°LET
0

0
086'789°LET
000°00b°¥6

000°00b'v6
0

0
000°508°9%
000°508°9%
000°S0T°TH1

086°£88°84C

08Y'STLL6E

STLLEE

08v'STLL6E
08b°52L7°L6E
0
0
0
1€0°Z¢T bt

1€0°22T vl
dfsesiiesy

000°0£9°8T
000°0EL°8E

000°08£°69
00070549
00070549
0

0
000°008°St
000°008°SY
0

0
000°0S5°¢S

000°055°2S
0

4}
000°€98°+99

000°£98'+99
]
0
000°£98°¥99
000°56+°0¢T

000°S6¥°0CT
000°¢Z8'98
000°228798
000°068°55
000°068°'SS
000°£02°eS¢

000°0£0°8¢6

000°000°0S0°T
00 050!

000°000°080°t
000°000°0S0°T
000°F9Z%1
000°P9TFI
000°+9Z°F1
000°84Z°085

000°8£C°08S

1Sinay nbed

000°000°0S
000vECECT

000°+86°€ST
000°000°6
000°000°6
000°€6£°0¢
000°£6£°0C
000°00L°£LT
000°00£7LT
000°000°ST
000°000°ST
000°€60779

000°E60°Z9

000°g9e"522
000'89€°52¢
000" TO0'RIE

000°100°+1¢
000°018°T
000°018°Y
00076417 TP
000°00£°£S

000°00E°LS
000't+b"58¢
000°+b'S8T
0007000705
000°000°0S
000°¥vL 268

000°€76°€E8

000°000°050°T
[slelsRe@lY

0007000705071
000'000°050°1
000'925°SE
000°925°SE
000°925'5E
000°0Z8'S45

000°025'SLS
|emy nbed

NVHVE YINV139
geq uendwnbuad

WA-TTZ12S
VY ETS

uebungnuiad Buepiq Ip uspisald IMem Neje/uep uspisald
ysjo wipeyip neje/uep uidwidip bueA uenwavad neye ‘jedes

“Jaurqey Buepis usjew 1SEPUBIONS) uebueduel UBLNSNAURY £1S
- T100-
V.LOX WYIvd SYNIO NVNVIVRA3d Nva3d WY-£11H2S
= 100~
vSvIA SYNIA NVNVIVLI3d Nva3g WA-TT1bZS
- T00-
1S340¥d VSV( VINY13a WY-151228
- T00-
YANNIV T¥NOISYY3dO NON HONVYE VINY133 WH-612125
2yep veindwnbusd ¥ ZIis

uebungniuad Suepiq 1p uebuepun-Buepuniad
uesnjesad ueBuedues [sueysgns uep essesesd ulz ueuoyoursad

seje uen(njassad Isepualwoyas uebueduel URUNSNAURY 15
- 100-
13393N ¥vN - VANNIY] SYNIQ NYNVYIVRddd Nvead WY-61242S
= T00-
VL0
UYNT ONILITW 1INV SYNIQ NYNVIVId3d Nvda3g WH-611H2S
- 100-
YM3S YINVI3d WY-TH122S
eAusiualas ugye1Bay/pbj/1euiwas/iseulpsooy jedey aviis
- 100-
VL1ON
WYIYA ONLLIIIW 13MVd SYNIQ NYNVIV(I3d Nva3d Wd-b11b2S
- 100-
YSYIg SYNIQ NYNVIVQRI3d Nvd3sa WY-TTTHZS
- 100-
NVHYE8 VINY138 WY-TT212S
e1ep ugjndwnbuasd v TIS

ueBungnyiad buepiq 1p ueyejusRwad veesebbuajaiusd
UBp PUEBDUS SE) 1SepUOYR) uebueduRl UBUNSNAUR 115

uebungnuyiad
Buepiq 1p uexeligay ISepuawoyy uebueduey

{3 OMYTIE I NYA EXERS-iehiBIBienEl

T
d MRS

NVONNBNHYId
ONVAIg 10 13NI8YY NIWICYNYIW NVVIOTIONId NYINNANG 6285790

NYONNBNHY3d ONvAIF d3ASY

VSYIE SYNIQ NYNV1V(d3d Nva3g
eeq uveindwnbuad

V104
¥VNT ONLLI3W 13¥Vd SYNIG NVNVIVE3d NvE3d

uelein

100-
WY-TTITbeS

8v'60S
100-

WY-6T1HCS

900100




16H°EST'T
000°00C°T
000°00C°Y
ZbL7998°S
THL7998°S
L9907,
0

0

TTU9LET

TCT9EET
000°00b°T

0007001
000°000°€
000°000°E
0
0
0
0
000°00v°T
000°00b'Y
[4d4= a4

$96°20C b1

SSH 9EY'ST

SSH'9ER'ST

S 9EbST
000°0ST

000°0ST
000°0ST
0

0
000°0ST
000°0ST
0
0
00S°2he

UeieBBuy EsIS

9uUep§ : UPlWeEleH
ISuEjiny uexeseplag

1246
w2'es
Faards
19'96
19°96
80’96
00°0

000

$£'66

vL'66
8766

82’66
££'e8
££'c8
00°0
00°0
00°0
00°0
8826
88'£6
01'66

bS'86

75'86

oy

1)

53
5

75’86

75’86
15°66

15'66
15'66
00’001

00°00T
0086
00'86
000
00°0
91'86

%

6057804705
000°0S5°S
000°05S°S
852°599°£91
852°599°/91
852°STC°EL1
0

Q
84£°666E1S

8LL°666°E1S
000°0S6°p61

000°0S6°v6T
000°000°5T
000°000°ST
0

0

0

0
000°0+8°%9
000°0b8°H9
84£°68L'88L

9£0°500°296

SPSTE9SHEQ'T

SHS'E9SbED'T

SPSTE9SPEQ’T
000°005°0¢

000°005°0¢
000°00S°0€
000700921

000°009°21
000°0sE°L
000°0SE°L
0

0
005°482°81

isesi[eay uejwnp

605°8ST'SY
000700t
000°00b"C
02Z°6TS°9L
0Z2'61579L
0ZC°6168L
0

0
5959°€56°S8Y

§95°€S6°98b
000°059°€9

000°059°¢9

o0 00 oo oo

§95°€09°6v5

S8/°7T48°8C9

67 18b°069

Ni

”m
o
—
oo
[
[

7

6T 184°069

67 18°06%
000°002°T

000°00C°T
000°00C°1
0

(=T = R = — R = R = |

Silisesiiead

000°055°S
000°0ST'E
000°0ST°E
8E0'9bT"16
8E0°9PT°T6
8£0°96C°v6
0

0
£12°9%0°8¢

£T7°9v0°8¢
000°00€°IET

000°00€°TET
000°000°ST
000°000°'ST
4]

0

0

0
000°0b8°b9
000°0v8°v9
£12°981°6£C

TSTT8P EEE

T1SZ°780°bbE

TRUCRD b

o~

19T'780°bHE

152°780°bbE
000°00£°62

000°00€°62
000°00£°6¢
000°009°CT

000°009°21
000°0SE°2
000°0S€°Z

0

0

005°£82'81

df} ISEsl2ay

000°268°1S
00005479
0000549
000°2eS°ELT
000°2ESELT
000°Z82°081
0

o]
000°9€L°STS

00079€£°STS
000°05£°961

000°05£7961
000°000°8T
000°000°81
0

4]

0

]
000°0v2°99
0000299
000°926'S6L

0007802946

000°000°050°T

000 100G

000°0007050°1

000°000°0S0°T
000°0s9°0¢€

000°059°0¢
000°0S9°0¢
000°005°CT

0007009°¢T
000°005°L
000°005°2
0

0
000°0£9°81

isiASy nBed

000°HTL7LST
000°000°CT

000°000°CT

000°PTH ObT
000°pZH OvT
000°bZbCST
000°T8L°EV1
000°T8L°EvT
000'¥57°08E

000'¥ST'08E
000°006°6v

000°006'6t
000°00+'9¢
000'00v°9¢
000°£L2°PT
000°LLT°bT
000°000°0T
000°000°0T
000°089°TS
000°089°1S
00072627989

000°9TL"8E8

000°000°0S0°T

£00°000°0S0°T

000°000°0S0°T
000°059°0¢

0007059°0¢
000°059°0€
000°00b°L1

000°00%°£1
000°00S°L
000°005°L
000'vEV8Y
000'vEY 8P
000°000°0S

jemynfed

uesmyesad uebueduel 1sueisqns uep esueesd uizi ueuoyowsad

sere uenfnjassad |sepuatoyal uebuedurl ueunsniuad - Fads
- T00-
VL1O0M Wv1vQ SYNIQ NVYNVIVd3d Nvd3g WYH-£T1THES
- T00-
vSvIg SYNIQ NYNVIY(43d Nva3g WY-TTTI6ZS
e1eg ueindwnbuad av 9IS
- 100-
TA393N ¥vN1 - YANNIVT SYNIQ NYNVIVQRI3d Nvadda WA-6TZbCS
- 100~
vi0d
YYNT ONLLI33W L3Nvd SYNIAQ NVNYTYRI3d Nvd3g WY-6TTHZS
- 100-
V1Od
WYIYQ ONLLI3W LIV SYNIQ NYNYIVLY3d NvE39 WA-bTTHZS
N 100-
15340Ud YSY( YINY139 WY-191225
= 100-
YM3S VINY139 WY-TH1Z2S
- 100-
YANNIV] TYNOISYA3d0 NON ONYHV8 Y(NV138 WY-612125
- 100-
NvHvYE V(NY138 WY-112124
siualas uelelbay/qod/Jeulwas/ioney YY° 9IS

wnue vebunybun uep “16ojouNR L Uep
1351y ‘ueeesimueday Buepiq Ip uryeluLawad ueelebbuspAuad
uep BUEDUAJ SE)E ISEpUAION. uebuedur) ueunsnAuad 91§

wnuey
uebunybury uep ‘160(0uUNa] Uep 1Sy ‘ueelesimiieday
Buepiq ip uexel|gay Isepuawoney uebueduey

WLLTYVIN NYON

900°100

ONVAIg I LINISYH NIWIVYNYIW NYYIOT1IONId NYONNING  0£85790

WLLIYVIW NVONMYONTT
NVQ ‘I90TONMIL Nva 1351y ‘NYYLYSIMINVAIN ONVA]8 d3aSY  bOET

VL1OM
WYIvQ ONLLIZW 1INVd SYNIA NVNYIVRIZd Nva38
eAusiuafas ueyeibay/pby/ieuiwas/iseuipiooy Jedey

L ATe) |
WVY1YQ ONLIIIW 1INVd SYNIQ NYNYIVQY3d NvE3s

V1O WY1va SYNIQ NYNVIV[¥3d NvE3d

VSvIg SYNIQ NVNYIVd3d Nve3d

ueiein

100-
WA-bTIH2S
avers
100-
WI-pITHTS
100-
WI-ETTHCS
100~
WY-TTTHZS

100-



000°0s

000705

000°0S

000705
T64°£89

T6¥°£8%
100708t
000708t
Qoo ozr

0007021
16¥°€81°1

ueleBBuy esiS

guepg : uewsjed
isueyny ueJeseplog

LL'66

LL'66
00’0
000
1L'66

£2°66
9£'86

9£'86
81's6

8156
07'v6
0z'v6
12°L6

000°0S8°T¢

000°0S8°1C
0
0
000°058°TC

000°058°1¢C
60S°8CT TH
605°8ECTY
000°025°L
000°0¢S°L
000°0S6°T
000°0S6°T
605780705

isesi[eay yejlunp

000°0089%

000700891
0
0
000°008°91

000°008°9T
605°8ECTH

605°8€¢ Y
0007026
0007026
0

0
605°8ST°SH

g7 1ses|jeay

000°0S0°S

000°050°S
0
0
000°050°S

000°0S0°S
0

0

0007009t
000°009°c
000056°T
000°'056°T
0000555

dn isesiesy

000°006°1¢

000°006°T¢C
0
0
000°006°1¢

000°006'TC
000°226'TH

000'2Te'IY
000°006°L

000°006°L
0000LOE
000°0L0°2
00D'Z68'1sS

Isiney nbeg

0007000°LE

0007000°LE
00009591
000095791
000°09S €5

000'095°ES
000'RL0°L6

000°pL0°L6
000°009'6<
000°009'62
CO0'0SOTE

000’050 TE
Q00" +ZLLST

By nbed

T00-
V10X
WYTVQ ONILIIW 13NYd SYNIQ NVYNVIV(I3d Nvd38 WY-F11vES
- 100-
NVHVYE YINV138 WY-T1Z128
SwafRS ueleIBIN/AD4/FeUILBSI0NEY ¥y'gIs
7 uep ‘1Bojouy3 L uep 135K
‘ueejesimueda) Buepiq Ip UIPISAUd [EM NEje/uep upis3ud
yaje upeyp neye/uep uidudip 6ued uenwsapad neje ‘jedes
“auiqey Buepis usiew isepusWoNas uebuesues URURSNAU 81§
- 100~
Vi0M
WYNT ONLI33IW LINVd SYNIQ NVNYIVRI3d Nva3d W3-6T1H2S
- 100-
V.LON
WYIva ONLLI3W 13)vd SYNIG NYNVIVRI3d Nva3a WH-FTIFZS
= Too-
NvHvd VNV WY-TTIZT2S
siafes umeibsy/god/Ieuiwas/1oNey VLIS

wnuely uebunybur) uep 6oL
uep 3asRy ‘ueeiesimueday bueplq Ip uebuepun-buepuniad

uBiLBIN



‘uejSue|iyip npjem ueleds1dy 1suaq Sueh Joiedjpul ‘eAuinyuaq
unye) epeq °,UBWILIEWSY DUERPIqIP SE3|EN}Jaq SueA jsepuawodal eAupninmia ], ueleses yniun Jojexipul {Wweusd) 9 Jedepial 9T0Z-GTOT UNYEL BPBd 44

niniasip, ueSuap 1ensas ueyiswnselp

910Z-ST0Z unyey Joleyipul eped esana) Sued infueplepunip, esel) ‘niequal Joiexipul ueseung8uaw jui aseqelep weep esald) SueA Joiexipu|

NV1VLVD

%00T

%00T

%00T

%00T

%00T

%00T

%00T

%00T

%00T

%00T

%L9°9T

%£9'9T

%00T

nepaq
SueA ueniualay 1BNSSS UBWIRIBWRY
Buepig uenndapay Ip uesed3ue

uep weiJoid ueeuesye|ad as5eIUISIAd

(82)ag

[7AL:L:]

%001

%001

LL

13U1qe) 1BLIEIDNSS 1e101adsu!
yajo ueynye|ip SueA wnuew Suepig
uepndapay eliaupy seyjiqelunse
|senjeAs seie uelepuad jisey

wnuey Suepig uendapsy
ueSuny3ur Ip 1senjolIq
ISEWLIODS BUDS ‘el1auny
sejjigeunye ‘uesessue
uep weiJoud uee|oje3uad
sejjjeny eAuiey3uiusin

%00T

%00T

%001

%00T

%00T

%001

%001

%00T

%00T

%18SS

%18SS

%00T

J2UIge) S1IeIRNRS
yajo Infn1asip SueA [esaujw eAep
Jaquns uep 18s3u Suepiq Ip uapisald
IDeAA NEle/uep uspisaid Y|o Hipeyip
neje/uep uidundip ueA ‘uenwsapad
‘yedel 1auigey Buepis LI91eLW 1ENI3)
ISEpUSLWOY3J ueBurdUR) 9SBIUSSIDd

%00T

%00T

%00T

%001

%00T

%00T

%00T

%00T

%00T

%T6'ST

%T6'ST

%00T

19UIqe) 1B1IRIRINDS
ya|o Inlniasip SueA |eJauiw eAep
Jaquns uep 131au Buepiq tp NNd
ueSueduel [suelsqns uep esiexeld
ujz) uruoyowad seje ueniniasiad
ISepuawoyas uedueduels ASeIUSI3d

%00T

%00T

%00T

%00T

%00T

%00T

%00T

%001

%00T

%19'7T

%19'7T

%00T

13U1g.)Y 1RLIRIINIS Y3|0

infnyastp BueA |esauiw eAep Jaquins
uep [81aua Suepiqip yeuuswad
ueese35uajaAuad uep euedual seje
1SepuswWOoya.) ueBuedue) ISBIUSIAd

|eJauly eAeq Joaquins uep
1813u3 Suepiqip seljenysaq
SueA uexeligoy IsepusSWOYal
ueSueoues eAupninmia]

|esaulAl eAeq

Jaquing uep

1813u3 Suepig
Zd3iasv

NVIVdVD

ISYSNvay

135¥vL

NYIVdYD)

1SYSITv3y

139dvL

NVYIVdYD

ISYSINv3ay

1393Vl

NYIVdYD)

ISYSITv3y

1398Vl

+HOLWVAIQNI

=+ST0T

*x9T0Z

£102

8102

NYYYSVS

1IN

i

NYIHYSYAyd3d 8T0Z-ST0Z NNHVL NVIVdVY) V1vad

uesidwer




JopPET

YOPET

YopsT

3op8t

3op8e Jop8e

91

96

nyepaq
SueA uenjuald)| 1BNSIS UBLINRLIBWIDY
Suepig uenndapay 1p ueses3ue

uep wesdoid ueeuesyejad aseIUISIDd

(8z)aa | (8/)ag

LL

LL

LL

LL

12UIq e 1B1IEIAINIS 1eiopjadsul
ysjo ueynye|ip SueA winey Sueplg
uejindapay elsauny sen|jigeunye
Isen|eAs sele uejefiuad jisey

wniue Suepig uenndapa)
ueSunydur Ip 1seayoliq
|1SewJojal epas ‘ellauny
seyljiqejunye ‘uesedsue
uep weuSoud ueejopsuad
sejeny eAuieySulua iyl

€€

133

00T

00T

€L €L

174

a4

v

114

12uIge) S1BI3NBS
y3|0 In[n3asip SueA jesauiw eAep
Jaquins uep 1819us Buepiq Ip usapisald
|INem neje/uep uspisald Ya|o Hipeyip
neje/uep uiduwidip SueA ‘uenwapad
‘Jeded 13uigey Suepis ualew ey
1SEpUaWI0Xa. UBBUBJUE] BSBIURSIad

14"

vt

1474

61 6T

Le

T

T

BETN [ BLIFISEIVETS
y3|o (nfn3ssip BueA jessuiw eAep
Jaquins uep 1819ua 3uepiq ip NNd
ueSuedueu Isuelsqns uep esiexye.d
uiz) ueuoyouwrad seje uenfniasiad
ISepuaLLOYa. UBBUBIUR) ISBIUSSID]

8

14

9¢T

9¢1

e e

8v

S6T

681

681

18UIge)Y 1BLIB}AINIS Y3|0
infmasip SueA |esaulw eAep Jaquuns
uep 1813ua Suepiqip yeuuawsad
ueesed8usj@Auad uep euedual seje
1SEPUBWON3L UBSuBIUER) 3SBIUBSIDd

|esaulpy eAeq 12quing uep
1815u3 BuepiqIp seyjenysaq
SueA uejeliqay ISepuUdLION3S
ueBueduel eAupninmia]

|esauly eAeg

J1aquins uep

1319u3 Suepig
¢ d3iasv

JN02LNO

1ndino

JWN0JLNO

1ndino

JN02LNO0 | 1NdLINO

JNO2LN0

1ndino

3W0210N0

1ndino

ST0Z

9T0Z

L10Z

8102

610T

*JOLVIIGNI

NYYVSYS

1INN

8T0Z-ST0Z IINOJILNO-1NdLNO Vivd

uesidwen




FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

NOMOR 4 TAHUN 2019

No

Pernyataan

Checklist

Halaman

Format

. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data '

penting Satuan Organisasi/Unit Kerja

|

Lkj telah menyajikan informasi sesuai
sistematika penyusunan LK

iv

LKj telah enyajikan capaian kinerja Satuan
Organisasi/Unit Kerja yang memadai

23

Telah menyajikan  dengan  lampiran
mendukung informasi pada badan laporan

70

Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

11

o|m

. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

64

Mekanisme
Penyusunan

—_—

. LKj Satuan Organisasi disusun oleh

FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja
pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki
unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit
kerja masing-masing

2 |2le] 2 | <2 | <24

Informasi yang disampaikan dalam LK] telah
didukung dengan data yang memadai

23

Penyusunan LKj satuan organisasi telah
terdapat mekanisme penyampaian data dan
informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj

. Datalinformasi kinerja yang disampaikan

dalam LK;] telah diyakini keandalannya

11

Substansi

. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai

dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian
Kinerja

15

. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras

dengan Rencana Strategis

13

Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang memdai

. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai

dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian
Kinerja

15

Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada
Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dalam LK] telah sesuai
dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja
dalam IKU

17

Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang memadai

. Telah terdapat perbandingan data kinerja

dengan tahun sebelumnya, standar nasional
(ika ada) dan sebagaimana yang
bermanfaat.

23

Fasilitasi Operasional
idang Kemaritiman




FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

SESUAI MEMORANDUM DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

NOMOR: M.513/ADM/11/2019 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET, ESELON | DAN ESELON Il TAHUN 2019

No Pernyataan Checklist | Halaman |
1 | BABI . Menambahkan SWOT Analisis pada \ 8
bagian permasalahan strategis
. Menampilkan Dashboard SIKT N 12
(Menunjukkan Proses Monitoring atas
Capaian Kinerja)
2 | BAB Il _Data Perbandingan Capaian Kinerja N 23
Tahun 2015-2019
. Analisis penggunaan sumberdaya N 64
(efektifitas & efisiensi) Contoh LK
Sekretariat Kabinet
a. Template grafik perbandingan
realisasi anggaran
b. Tabel capaian kinerja dan anggaran
3 | Lampiran Checklist FO sesuai edaran Depmin y

Kepala Bidang Fasilitasi Operasional
Kedeputian Bidang Kemaritiman




